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BUPATI TAPANULI UTARA
PROVINS|I SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI TAPANULI UTARA
NOMOR [/ TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPANULI UTARA,

bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 353 dan Pasal
354 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
dapat dilakukan apabila hasil evaluasi pelaksanaan
dalam tahun berjalan menunjukkan adanya
ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan;
bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Tahun 2023.



Mengingat

bahwa dalam rangka penyusunan kebijakan umum
anggaran perubahan dan prioritas dan plafon anggaran
sementara perubahan tahun 2025 untuk menyusul
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan
Tahun 2025, perlu melakukan Perubahan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang ditetapkan

dengan Peraturan Bupati;
bahwa  berdasarkan  pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6841);

Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
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10.

11.

12.

13.

Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang
Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6133);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang
Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6205);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 136);

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 01 Tahun
2025 Tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2025;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019

tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2020

tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2025;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-
3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889
Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan
Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur

Perencanaan dan Pembangunan Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2
Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Sumatera Utara Tahun 2017-2037,

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 16
Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026;

Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 10
Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2005
- 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2006 Nomor 11);

Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03
Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2017-2037;
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Memperhatkan

Menetapkan

23. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 08
Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2006
tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten
Tapanuli Utara,;

24. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 10 Tahun 2022
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kabupaten Tapanuli Utara;

25. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2024 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli
Utara Tahun 2025;

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor
900.1.1/640/SJ/ 2025 tentang Penyusunan Arah
Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2025.

MEMUTUSKAN

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA
KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Utara;

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan

pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah

yang menjadi kewenangan Daerah Otonom;
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10.

11.

12.

13.

Bupati adalah Bupati Tapanuli Utara;

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah;

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam

penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten yang selanjutnya disebut dengan Bappelitbangda adalah unsur
perencana penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan
mengkoordinasikan, mensinergikan dan mengharmonisasikan
penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana

pembangunan daerah;

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya
disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima)
tahun;

Rencana Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat RKPD adalah
dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut

dengan rencana Pemerintah Tahunan Daerah,;

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat
P.RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu)

tahun yang telah mengalami perubahan atau penyesuaian;

Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen
yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta

asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun;

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS
adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal
anggaran yang diberikan kepada setiap Perangkat Daerah untuk setiap
program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-PD sebelum dibahas

bersama dengan DPRD;

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan
Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat
Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Daerah yang ditetapkan dengan

Peraturan Daerah.
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BAB II
PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025

Pasal 2
Perubahan RKPD Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan tahunan yang
disusun oleh Pemerintah Daerah yang memuat program-program prioritas
yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah dalam mendukung
kebijakan Pemerintah Pusat dan Provinsi serta mengakomodir perubahan atau

penyesuaian di Daerah.

Pasal 3
(1) Perubahan RKPD Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai
berikut:
Bab I : Pendahuluan
Bab II : Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan I

Bab Il : Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah
Bab VI : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah
Bab V : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

Bab VI : Penutup

(2) Uraian secara rinci Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 4
Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
digunakan sebagai:
a. Pedoman kepada Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan
Rencana Kerja Perangkat Daerah;
b. Pedoman kepada Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Pasal 5
Perangkat Daerah agar berkoordinasi dengan Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tapanuli
Utara untuk melakukan penyelarasan dalam penyusunan dan penetapan
Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025.
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BAD 1
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar sctiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Dacrah Kabupaten Tapanuli
Utara.

Ditetapkan di Tarutung

pada tanggal |\F_06- 2015

BUPATI TAPANULI UTARA,
DTO,-

JONIUS TARIPAR PARSAORAN HUTABARAT

Diundangkan di Tarutung

pada tanggal |7 - 0¢ - 2026
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA,

DTO,-

DAVID PARULIAN SIPAHUTAR
BERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2025 NOMOR ’i

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

C/W
MARITO SAWITRI DELILA SIMANJ UNTAK

PEMBINA (IV/a)
NIP. 19770910 200604 2 004



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL
DAFTAR GAMBAR
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Dasar Hukum Penyusunan
1.3 Hubungan Antar Dokumen
1.4 Maksud dan Tujuan
1.4.1 Maksud
1.4.2 Tujuan
1.5 Sistematika Penulisan
BABII = EVALUASI HASIL RKPD TRIWULAN I TAHUN 2025

BAB III

BAB IV

2.1,

2.2

2.3

2.4

Evaluasi Capaian Pembangunan Daerah
2.1.1 Capaian Indikator Makro sampai dengan Triwulan I Tahun 2025
2.1.2 Capaian Indikator Kinerja Utama sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

2.1.3 Capaian Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah sampai dengan
Triwulan I Tahun 2025

Realisasi Capaian Program dan Kegiatan sampai dengan Triwulan I Tahun Anggaran

2025

Permasalahan Pembangunan Daerah

2.3.1 Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah

2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Isu Strategis

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1

3.2

Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
3.11 Kondisi Perekonomian Nasional
3.1.2 Kondisi Perekonomian Provinsi Sumatra Utara
3.1.3 Kondisi Perekonomian Daerah
Arah Kebijakan Keuangan Daerah Perubahan RKPD Tahun 2025
3.2.1 Arah Kebijakan Perubahan Pendapatan Daerah
3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah
3.2.2.1 Belanja Operasi
3.2.2.2 Belanja Modal
3.2.2.3 Belanja Tidak Terduga
3.22.4 Belanja Transfer
3.2.3 Arah Kebijakan Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1

4.2
4.3

Tujuan dan Sasaran Pembangunan

4.1.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional

4.1.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Utara
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Perubahan RKPD Tahun 2025

Realisasi Belanja Daerah Tahun 2025, APBD Tahun 2025 dan Target
Perubahan RKPD Tahun 2025

Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2025, APBD Tahun 2025 dan Target
Perubahan RKPD Tahun 2025

Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2025

Indikator Sasaran Makro Pembangunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025

Misi RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2029
Tujuan dan Sasaran Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025

Prioritas Daerah, Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas RKPD Kab. Tapanuli
Utara Tahun 2025

Sinkronisasi Perubahan Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2025 terhadap
Astacita, Visi Misi Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029, Visi Misi
Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2029

Target Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025

Target Indikator Utama Pembangunan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025
Target Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025
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Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022-2024
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera
Utara, dan Nasional (%)

Persentase Kemiskinan Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, dan
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1.1,

BAB I
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
mengamanatkan bahwa pembangunan adalah semua proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya
secara sadar dan terencana. Untuk melaksanakan pembangunan diperlukan perencanaan yang matang secara
bertahap sesuai dengan kebutuhan. Perencanaan yang baik dan berkualitas mengadopsi empat pendekatan, yaitu
pendekatan teknokratis, politis, partisipatif, dan topdown/bottom up.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun
2025 disusun bersamaan dengan Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2029 yang memuat visi dan misi Kepala Daerah hasil Pilkada Serentak
Tahun 2024, sehingga dengan memperhatikan bahwa tahun 2025 sebagai periode awal perencanaan Jangka
Menengah Daerah Tahun 2025-2029 serta perlunya akselerasi pencapaian Prioritas Nasional yang tertuang pada
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri
mengeluarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/S] tentang Penyesuaian Arah Kebijakan
Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dimana dijelaskan bahwa Penyusunan Dokumen
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 agar menyesuaikan arah kebijakan pembangunan
daerah dengan visi,misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Program Astacita.
Perubahan Arah Kebijakan tersebut agar memperhatikan beberapa tema atau isu Prioritas Nasional yaitu
Penguatan Sumber Daya Manusia, Pendidikan dan Kesehatan, Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Pencegahan
Stunting dan Kemiskinan Ekstrim, Pengendalian Inflasi di Daerah, Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah,
Dukungan Swasembada Pangan dan Pengembangan Industri Kerajinan dan Memfasilitasi dan Mempromosikan
dan Memasarkan Hasil Industri Kerajinan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Selaian mempedomani Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian
Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 penyusunan P-RKPD 2025 juga mempedomani
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Pasal 343 ayat (1) yang mengamanatkan bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat
Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan
adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah

dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan;dan/atau
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b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun
berjalan.

Selanjutnya, dokumen Perubahan RKPD Tahun 2025 akan menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan
Umum Perubahan APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahaan (KUPA PPAS-P) Tahun 2025,
yang kemudian digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (Perubahan APBD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan
Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2025 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten
dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara Jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan
Kabupaten Dairi Jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat
IT Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003
tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang
Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan mlLembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

4, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diiubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun
2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6537);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,
Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6841);
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9. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
157);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah dan Rencana Kerja Pernerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
1312);Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan
Pembangunan Dan Anggaran Daerah Tahunan;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan dengan, Keputusan Menteri
Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); Peraturan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Tahun 2022. (Berita Negara Republik Tahun 2021 Nomor 496);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1447);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

19. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 233/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi

Umum dan Dana Otonomi Khusus;
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1.3.

20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 2);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 10
Tahun 2014;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah
Kabupaten Tapanuli Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2021;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2005-2025.

24. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2017-2037.

25. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2024 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2045 (Lembaran
Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 Nomor 03);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 04 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

27. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 10 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;

28. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah
Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2026;

29. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Tahun 2025;

30. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 24 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Hubungan Antar Dokumen

Berpegang pada prinsip bahwa rencana pembangunan daerah merupakan satu kesatuan
dengan rencana pembangunan nasional, maka dalam proses penyusunan RKPD Kabupaten Tapanuli
Utara Tahun 2025 beserta perubahannya juga memperhatikan rencana pembangunan di tingkat
nasional maupun provinsi. Oleh karenanya, keberadaan RKPD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025
beserta perubahannya juga memiliki hubungan dengan RKP Nasional dan RKPD Provinsi Sumatera
Utara beserta perubahannya. Selain itu, RKPD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 beserta
perubahannya juga berkaitan dengan beberapa perencanaan di tingkat Kabupaten Tapanuli Utara
sendiri antara lain Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun
2005-2025, Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2026 serta
Dokumen Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapanuli
Utara Tahun 2025.
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Adapun kedudukan dokumen RKPD di antara dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada

Gambar berikut :
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Gambar 1. 1 Kedudukan Dokumen RKPD di antara Dokumen Perencanaan Lainnya

Sedangkan keterkaitan antara RKPD sebagai dokumen perencanaan dengan dokumen

penganggaran sebagaimana Gambar 1.2. berikut ini :
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Gambar 1. 2 Keterkaitan Dokumen RKPD dengan Dokumen Penganggaran

Perubahan RKPD Tapanuli Utara Tahun 2025 ini juga mengacu berbagai substansi dalam
Rencana Kerja Pemerintah (RKP), khususnya yang terkait dengan tujuan, sasaran dan prioritas
pembangunan nasional. Dalam menjaga sinkronisasi gerak pembangunan secara nasional, RKP harus
menjadi acuan dalam penyusunan RKPD Tapanuli Utara beserta perubahannya. Meskipun RKPD juga
tetap harus berpedoman kepada RPJMD Tapanuli Utara sebagai penjabaran tahunan dari RPIJMD,
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tetapi dinamika nasional dalam rentang waktu tahunan tidak dapat diabaikan. Hal utama yang harus
diperhatikan adalah kebijakan pemerintah pusat yang secara langsung maupun tidak langsung
berpengaruh atau memiliki tujuan terhadap pembangunan Tapanuli Utara. Perubahan RKPD Tapanuli
Utara Tahun 2025 juga harus mengacu berbagai substansi dalam RKPD Provinsi Sumatera Utara.
Dalam menjaga sinkronisasi gerak pembangunan dalam cakupan wilayah Provinsi Sumatera Utara,
RKPD provinsi Sumatera Utara harus menjadi acuan dalam penyusunan RKPD Tapanuli Utara beserta
perubahannya. Dinamika regional tahunan memerlukan antisipasi ataupun dukungan agar dapat
memaksimalkan capaian kinerja Pemerintah Tapanuli Utara. Wilayah Tapanuli Utara yang secara
administratif berada dalam wilayah Provinsi Sumatera Utara, sangat perlu untuk memperhatikan arah
pembangunan Provinsi terkait dengan keberadaan kota atau kabupaten lain di sekitar wilayah
Tapanuli Utara. Sebagaimana diamanatkan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RKPD

merupakan penjabaran RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Perubahan RKPD Tapanuli Utara tahun 2025 menjadi pedoman bagi penyusunan Perubahan
Renja Perangkat Daerah tahun 2025. Meskipun RKPD menjadi pedoman penyusunan Renja Perangkat
Daerah, namun perlu dilakukan koordinasi dalam penyusunannya. Sehingga, waktu penyusunan
dilakukan secara bersamaan mengingat RKPD Tapanuli Utara dan Renja Perangkat Daerah harus
memiliki kesesuaian substansi. Selain mengacu pada Dokumen Rencana Pembangunan baik di tingkat
Nasional, Provinsi maupun Kabupaten/kota, RKPD Tapanuli Utara Tahun 2025 juga mengacu kepada
RTRW Tapanuli Utara Tahun 2017-2037 dalam proses penyusunannya. Perencanaan terkait tata ruang
dan pola ruang dalam rentang waktu hingga tahun 2025 serta indikasi program strategis perlu
diakomodir dalam Perubahan RKPD tahun 2025 agar nantinya mendapatkan prioritas pendanaan. Hal
ini ditujukan untuk mewujudkan tata ruang wilayah yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan
kemakmuran masyarakat Tapanuli Utara. Sedangkan jika ditinjau dari keterkaitan RKPD sebagai
bagian dengan dokumen perencanaan pembangunan dengan dokumen rencana penganggaran,
Perubahan RKPD Tapanuli UtaraTahun 2025 menjadi dasar bagi penyusunan Perubahan KUA, PPAS,
dan Rancangan Perubahan APBD Tahun 2025 yang nantinya pada tingkat Perangkat Daerah akan

ditindaklanjuti dalam bentuk penyusunan RKA Perangkat Daerah.

1.4. Maksud dan Tujuan
1.4.1 Maksud

Maksud penyusunan Perubahan RKPD adalah untuk mewujudkan sinergitas dan menjamin
keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, serta
mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumberdaya dalam pembangunan daerah. Perubahan RKPD
Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan pembangunan
yang akan menjadi instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapanuli
Utara Tahun 2025 melalui penjabaran pokok-pokok pikiran tujuan dan sasaran pembangunan tahunan
dari dokumen perencanaan pembangunan di atasnya, mengakomodasi kebijakan pemerintah dan

pemerintah Provinsi, isu-isu strategis maupun kesepakatan prioritas program dan kegiatan yang akan
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dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, serta menjadi landasan dalam penyusunan dokumen

penganggaran di tingkat Kabupaten.
1.4.2 Tujuan
Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 memiliki tujuan sebagai :

1. Memastikan kesesuaian penyelenggaraan pembangunan daerah dengan Visi dan Misi serta program kepala
daerah dan wakil kepala daerah terpilih, serta menyinergikan program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden
kedalam perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025.

2. Acuan dalam penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) maupun Perubahan
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2025;

3. Pedoman dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah)
Tahun 2025, sekaligus sebagai dasar lebih lanjut untuk menyusun Perubahan Rencana Kerja dan
Anggaran (RKA) Perangkat Daerah Tahun 2025;

4. Merumuskan penyesuaian rancangan kerangka ekonomi Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025
dengan gambaran kondisi ekonomi, kemampuan pendanaan dan pembiayaan pembangunan
daerah ;

5. Merumuskan Perubahan Program prioritas pembangunan daerah melalui rencana kerja, pendanaan
dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, memuat program dan
kegiatan pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah, disertai perhitungan
kebutuhan dana dari sisa tahun anggaran yang direncanakan;

6. Memfasilitasi berbagai potensi sumber daya masyarakat/swasta/institusi non pemerintah serta
memberikan arah bagi seluruh stakeholder pembangunan daerah dalam mendukung pelaksanaan

pembangunan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025

1.5. Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025

disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BABI. PENDAHULUAN

Menjelaskan gambaran umum penyusunan Perubahan RKPD yang mencakup:

1.1. Latar Belakang

1.2. Dasar Hukum Penyusunan
1.3. Hubungan Antar Dokumen
1.4. Maksud dan Tujuan

1.5. Sistematika Penulisan RKPD
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BABII. EVALUASI RKPD TAHUN BERJALAN

Menyajikan data dan informasi tentang Evaluasi Pelaksanaan RKPD Kabupaten Tapanuli
Utara Tahun 2025 Triwulan I. Evaluasi meliputi seluruh program dan kegiatan yang

dikelompokkan menurut urusan pemerintah daerah.

BAB III. KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Memuat penjelasan tentang perubahan kondisi ekonomi dan perkiraan tahun berjalan, yang
antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan
dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian
daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah, yang

mencakup:
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah Tahun 2025.
BAB IV. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah
berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD dan capaian kinerja,

identifikasi permasalahan di tingkat daerah dan nasional, yang mencakup:
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan.

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan.

BAB V. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Mengemukakan perubahan rencana program dan kegiatan yang disusun berdasarkan

evaluasi pembangunan tahun berjalan dan capaian kinerja yang direncanakan.

BAB VI. PENUTUP
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BAB 11
EVALUASI HASIL RKPD TRIWULAN I TAHUN 2025

Sebagai mandat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah dimana pada pasal 183 dijelaskan bahwa pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan
pembangunan daerah, meliputi pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan
pembangunan daerah, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan

evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah.
2.1. Evaluasi Capaian Pembangunan Daerah

Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan untuk menjamin
terlaksananya kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan target yang telah ditetapkan, serta adanya
umpan balik terhadap kebijakan tersebut. Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah adalah suatu
proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta
menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efektif
dan efisien. Berdasarkan Permendagri tersebut maka dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap
pelaksanaan kebijakan pembangunan tahunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(RKPD). Hasil evaluasi pelaksanaan RKPD menjadi dasar dilakukannya perubahan.

2.1.1. Capaian Indikator Makro sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

Kesesuaian capaian indikator kinerja dengan target yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan
dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah direncanakan. Untuk itu, diperlukan parameter
keberhasilan/pencapaian suatu daerah yang dapat menggambarkan kemajuan daerah tersebut. Indikator
kinerja juga diperlukan oleh masyarakat sebagai perwujudan transparansi dan akuntabilitas
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Indikator Makro Pembangunan merupakan
indikator gabungan (komposit) dari berbagai pembangunan ekonomi dan sosial. Indikator Makro
Pembangunan Kabupaten Tapanuli Utara mengindikasikan pencapaian keberhasilan pembangunan secara
umum yang dapat diperbandingkan secara Nasional mapun Provinsi Sumatera Utara. Sesuai dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah, Indikator Makro Pembangunan ini juga digunakan sebagai alat ukur untuk mempresentasikan
pencapaian visi dan misi kepala daerah dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, Tingkat Capaian
Indikator Makro sampai dengan Triwulan I Tahun belum dapat disajikan karena publikasi BPS untuk capaian

Indikator Makro tahun berjalan hanya tersaji di awal tahun berikutnya.
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Tabel 2.1
Capaian Indikator Kinerja Makro Kabupaten Tapanuli Utara sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

Realisasi s/d TW 1

Indikator Makro Pembangunan Satuan Target Tahun 2025

Tahun 2025

1 Laju Pertumbuhan Ekonomi % 5,00 - 5,25 4,77%
2 | Tingkat Kemiskinan % 7,94 - 7,54 8,21%
3 | Tingkat Pengangguran Terbuka % 1,16 - 1,05 1,21%*
4 | Indeks Pembangunan Manusia Nilai 77,64 77 ,48*
5 | Indeks Gini (Ketimpangan Nilai

Pendapatan) 0,26 - 0,25 0,24*
6 | Pendapatan Perkapita Rp juta 34,308-34,310 34,493*

*Capaian 2024, Publikasi BPS Tapanuli Utara Februari 2025

Data realisasi capaian indikator makro pembangunan hingga triwulan I tahun 2025 belum
dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tapanuli Utara, sehingga realisasi hingga triwulan I
Tahun 2025 masih menggunakan data realisasi tahun 2024 yang di Publish pada bulan Februari Tahun
2025. Kondisi Capaian Indikator Makro Kabupaten Tapanuli Utara s/d TW I Tahun 2025 dapat dijelaskan
sebagai berikut :

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 sebesar 4,77 % dan sudah mencapai
target yang ditetapkan pada Perubahan RKPD Tahun 2024 yaitu 4,75%-4,80%. Untuk mencapai target
Tahun 2025 sebesar 5,00 — 5,25 % diperlukan peningkatan pertumbuhan ekonomi paling sedikit 0,23 % dari
tahun sebelumnya. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara optimis bisa mencapai target ini mengingat sejak
tahun 2021 s/d 2024 peningkatan laju pertumbuhan Kabupaten Tapanuli Utara rata-rata meningkat sebesar
0,41 %. Struktur perekonomian Kabupaten Tapanuli Utara didominasi oleh Sektor Primer, kemudian Sektor
Tersier, dan Sektor Sekunder. Kontribusi Sektor Primer didorong oleh Sektor Pertanian, Kehutanan, dan
Perikanan cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya dari 43,31 persen pada tahun 2020 menjadi
44,85 persen pada tahun 2024. Sektor Primer memiliki peran yang besar bagi perekonomian Kabupaten
Tapanuli Utara. Sebagian besar aktivitas perekonomian di Tapanuli Utara bergerak pada Sektor Primer.
Sementara itu, Sektor Tersier cenderung mengalami penurunan dari 40,01 persen pada tahun 2020 menjadi
38,84 persen pada tahun 2024. Terakhir, Sektor Sekunder cenderung mengalami peningkatan dari 16,61
persen pada tahun 2020 menjadi 16,24 persen pada tahun 2024.
2. Tingkat Kemiskinan

Persentase Kemiskinan Kabupaten Tapanuli Utara cenderung menurun dari 9,37 persen pada tahun 2020
menjadi 8,21 persen pada tahun 2024. Apabila dibandingkan secara regional dan nasional, persentase
kemiskinan Tapanuli Utara masih lebih tinggi dibandingkan Provinsi Sumatera Utara, tetapi lebih rendah jika
dibandingkan dengan nasional. Tingkat Kemiskinan Kabupaten Tapanuli Utara pada Tahun 2024 berada di
angka 8,21 % atau sekitar 25.510 orang dan capaian ini sudah melebihi target yang ditetapkan pada
Perubahan RKPD Tapanuli Utara Tahun 2024 pada rentang 8,54 — 8,52 %. Untuk target tahun 2025 sebesar
7,94 - 7,54 % tetap tidak mengalami perubahan dan Pemerintah Kabupaten Tapanuli tetap optimis akan

mencapai target tersebut sejalan dengan pertumbuhan ekonomi melalui program-program peningkatan

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2025 BAB [I-



perekonomian dibidang Pertanian, UMKM, Infrastruktur berkualitas, Peningkatan SDM, Peningkatan
Keterampilan Tenaga Kerja serta optimalisasi penanganan PMKS dan sudah dituangkan dalam Visi,Misi dan
Sasaran RPIJMD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2029.

3. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka pada Tahun 2024 sebesar 1,21 persen dan sudah mendekati target
tahun 2025. Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Tapanuli Utara cenderung mengalami penurunan
sejak tahun 2020 hingga tahun 2024. Pada tahun 2020, TPT Kabupaten Tapanuli Utara sebesar 2,94 persen
kemudian cenderung menurun hingga tahun 2024 mencapai 1,21 persen. Jika dibandingkan dengan Provinsi
Sumatera Utara dan nasional, Kabupaten Tapanuli Utara jauh lebih rendah. Meskipun Tingkat Pengangguran
Terbuka Kabupaten Tapanuli Utara tergolongan rendah tetapi tidak berpengaruh signifikan pada penurunan
tingkat kemiskinan, hal ini disebabkan oleh status penduduk bekerja yang paling banyak adalah pekerja tak
dibayar/pekerja keluarga sehingga menyebabkan kurangnya produktivitas tenaga kerja di Kabupaten
Tapanuli Utara.

4. Indeks Pembangunan Manusia

Capaian Indeks Pembangunan Manusia pada tahun 2024 berada pada angka 7,48 dan sudah melebihi
target pada Perubahan RKPD 2024 sebesar 77,00. Angka ini sudah mendekati target Tahun 2025 yaitu
77,64 sehingga Kabupaten Tapanuli Utara juga optimis akan mampu mencapai target yang sudah
ditetapkan. Capaian IPM Kabupaten Tapanuli Utara tergolong tinggi dibandingkan nasional dan Provinsi
Sumatera Utara dan akan semakin ditingkatkan melalui peningkatan modal dasar Pendidikan dan Kesehatan
yang Inklusif.

5. Indeks Gini (Ketimpangan Pendapatan)

Gini Ratio Kabupaten Tapanuli Utara cenderung mengalami penurunan pada tahun 2020 sebesar 0,287
poin hingga pada tahun 2024 mencapai 0,242 poin. Jika dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Utara dan
Indonesia, Gini Rasio Kabupaten Tapanuli Utara selalu lebih rendah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa
distribusi pendapatan Kabupaten Tapanuli Utara merata dan lebih unggul dibandingkan Provinsi Sumatera
Utara dan Nasional. Gini Ratio Kabupaten Tapanuli Utara pada Tahun 2024 sebesar 0,242 sudah melebihi
target Tahun 2025, sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap target yang sudah ditetapkan pada RPD
2025-2026.

6. Pendapatan Perkapita

Pendapatan Perkapita masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara pada Tahun 2024 mencapai 34,493 Juta
Rupiah meningkat sebesar kurang lebih 2 Juta Rupiah dibandingkan Tahun 2023 sebesar 32,466 Juta Rupiah
dan sudah melebihi target RPD 2025-2026 pada tahun 2025 sebesar 34,308-34,310 Juta Rupah, sehingga

perlu disesuaikan Kembali target yang ingin dicapai sampai dengan akhir tahun 2025.

2.1.2. Capaian Indikator Kinerja Utama sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

Penetapan indikator kinerja utama daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran
keberhasilan pencapaian pembangunan dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Tingkat Capaian Indikator Kinerja Utama daerah sampai dengan Triwulan I Sebagian besar belum dapat
disajikan karena belum ada publikasi oleh instansi terkait, Capaian Indikator Kinerja Utama sampai dengan
Triwulan I Tahun 2025 dapat dilihat pada table berikut :
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Tabel 2.2

Capaian Indikator Kinerja Utama sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

Indikator

2

Satuan

3

Realisasi
2024

4

Target 2025
(RPD 2025-

2026)
5

Realisasi s/d TW
I Tahun 2025

6

Capaian

1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Persen 4,77 5,00 — 5,25 | Belum Rilis -
2 PDRB per Kapita (juta/tahun) 34,493 3;"}?;)?0 Belum Rilis -
3 Egﬁli:fakrfoé;eg:g;(aa?an Milyar Rupiah |  3.122,22 3.093,57 | Belum Rilis -
4 | Kontribusi PDRB Industri Persen 2,18 2,23 - 2,31 | Belum Rilis -
Pengolahan
Kontribusi PDRB Sektor
5 | Perdagangan Besar dan Persen 16,29 16-16,10 | Belum Rilis -
Eceran; Reparasi Mobil dan
Sepeda Motor (ADHB)

6 Nilai Investasi Milyar Rupiah 354,07 450 | 209,56 46,57%
Kegiatan dalam -
proses
pelaksanaan, hasil

7 Indeks Ketahanan Pangan Nilai 78,14 78,29 reall_sgg atau
analisis akan
dikeluarkan setelah
tahun evaluasi
berakhir.

Kontribusi PDRB Sektor -

8 Penyediaan Akomodasi dan Persen 2,46 2,4 | Belum Rilis

Makan Minum

9 Tingkat Kemiskinan Persen 8,21 7,94 - 7,54 | Belum Rilis -

10 Rasio gini (Indeks) Indeks 0,24 0,26 - 0,25 | Belum Rilis -

11 | Indeks Pembangunan Nilai 77,48 77,64 | Belum Rilis -

Manusia

12 Indeks Pendidikan Poin 71,51 72,66 | 72,53 99,82%

13 Indeks Kesehatan Poin 75,26 83,38 | 83,63 Tercapai

14 | Indeks Pembangunan Persen 59,17 51,24 - 60,42 | 59,17 Tercapai

Kualitas Keluarga
15 Indeks Ketimpangan Gender Persen 0,335 0,41 | 0,335 81,71%
Hanya dapat -
Cakupan Kepesertaan diperoleh data
16 Jaminan Sosial Persen 11,99 14,52 tahunan yang
Ketenagakerjaan Kabupaten diterbitkan oleh
BPJSTK
Persentase Penyandang -
17 Disabilitas Bekerja di Sektor Persen 1,00 - 1,25 | Belum ada data
Formal
1g | Tingkat Pengangguran Persen 1,21 1,16 - 1,05 | Belum Rilis -
Terbuka
19 | lingkat Partisipasi Angkatan Persen 81,48 83,84 - 84,64 | Belum Rilis -
Kerja Perempuan
Indeks Pembangunan -
20 Teknologi Informasi dan Persen 53,85 | Belum ada data
Komunikasi
21 Indeks Pelayanan Publik (IPP) Poin 3,51 | Belum ada data -
Indikator Sistem -
22 Pemerintahan Berbasis Nilai 2,94 | Belum ada data
Elektronik (SPBE)
23 Survey Penilaian Integritas Persen 75 | Belum ada data -
Indeks Demokrasi -

24 Indonesia/Provinsi (Sedang) N/A N/A Belum ada data

25 Indeks Profesionalitas ASN Poin 77,6 43,08 | Belum ada data -

26 Prevalensi Ketidakcukupan Persen 7,05* 7 | *angka sementara -
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Indikator

2
Konsumsi Pangan
(Prevalence of
Undernourishment)

Realisasi
pL1p2:

4

Target 2025
(RPD 2025-

2026)
5

Realisasi s/d TW
I Tahun 2025

6
realisasi tahun 2023

Capaian

Indeks Kualitas Infrastruktur

Kegiatan dalam
proses
pelaksanaan, hasil
realisasi atau

27 Daerah persen 60,44 73,03 analisis akan
dikeluarkan setelah
tahun evaluasi
berakhir.
28 Indeks Resiko Bencana (IRB) nilai 114 114 | Belum ada data -
Indeks Kualitas Lingkungan - belum dilakukan -
29 hidup (IKLHD) nilai 81,53 79,51 perhitungan
39 | Persentase Jaringan Jalan persen 68,17 81 | Belum ada data -
Kondisi Mantap
31 Indeks Irigasi persen 66,18 67 | Belum ada data -
Cakupan akses masyarakat . -
32 terhadap perumahan dan persen 88,61 belur_n dilakukan
! perhitungan
permukiman yang layak
Persentase jumlah warga
negara penerima penyediaan
33 dan rehabilitasi rumah yang persen 100 100 | 100 Tercapai
layak huni bagi korban
bencana
Persentase penduduk . -
34 mendapat akses air minum persen 77,8 85 belur_n dilakukan
| perhitungan
ayak
35 Persentase Rumah tinggal persen 92,71 96,71 belum dilakukan -

berakses sanitasi layak

perhitungan

2.1.3. Capaian Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun

2025

Indikator kinerja terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah terdiri dari

aspek pelayanan umum terkait pelayanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar, Urusan Wajib Non Pelayanan

Dasar, Urusan Pilihan dan Fungsi Penunjang. Sebagian besar realisasi s/d Triwulan I belum dapat disajikan

karena belum dilakukan perhitungan ataupun rilis oleh Instansi/Lembaga terkait. Capaian Indikator Kinerja

Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 disajikan dalam table berikut:

Tabel 2.3
Capaian Indikator Kinerja Kunci sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

Aspek/Fokus/Bidang Realisasi Realisasi s/d
Urusan/Indikator Kinerja Satuan 2024 TW I Tahun Capaian
Pembangunan Daer 2025
2 c] 4 6 7
I ASPEK KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT
1.1 Fokus Kesejahteraan dan
i Pemerataan Ekonomi
1.1.1 | Pertumbuhan PDRB Persen 4,77 5-5,25 Belum Rilis -
Kontribusi sektor pertanian,
1,1,2 | peternakan, perburuan dan Persen 44,85 41,95 Belum Rilis -
jasa pertanian terhadap
PDRB
1.1.3 | Kontribusi sektor Persen 0,07 0,07 Belum Rilis -
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Aspek/Fokus/Bidang
Urusan/Indikator Kinerja

Pembangunan Daer
2
pertambangan dan
penggalian terhadap PDRB

Satuan

3

Realisasi
2024

4

Target
2025

5

Realisasi s/d
TW I Tahun
2025
(]

Capaian

Kontribusi sektor penyediaan

1.1.4 | akomodasi dan makan Persen 2,46 2,4 Belum Rilis -
minum terhadap PDRB
1.1.5 | Laju Inflasi Persen 1,50 -3,50 Belum Rilis -
1.1.6 | Pendapatan Per Kapita Rp (Juta) 34,493 3;"330?0 Belum Rilis -
1.1.7 | Angka kemiskinan Persen 8,21 7,94 - 7,54 Belum Rilis -
1.1.8 | Indeks Gini Nilai 0,24 0,26 - 0,25 Belum Rilis -
1.1.9 | Opini BPK Opini WTP Belum Rilis -
1.1.10 E::;ea”;‘f:npw terhadap Persen 25 Belum Rilis -
Fokus Kesejahteraan
1.2 .
Sosial
1.2.1 | Indeks Pembangunan Nilai 77,48 77,64 Belum Rilis -
Manusia
1.2.2 | Rata-rata lama sekolah Tahun 10,31 10,3 Belum Rilis -
1.2.3 | Harapan Lama Sekolah Persen 13,74 13,8 Belum Rilis -
1.2.4 | Usia harapan hidup Tahun 74,36 74,2 Belum Rilis -
Hanya dapat
Tingkat Pengangguran diperoleh data
1.25 Persen 1,21 1,16 - 1,05 | tahunan yang -
Terbuka e
diterbitkan oleh
BPS
Hanya dapat
. . diperoleh data
1.2.6 Ig‘r?:at Partisipasi Angkatan Persen 83,68 82,33 tahunan yang -
diterbitkan oleh
BPS
1.2.7 Nilai al_<untabi|itas kinerja Nilai B BB )
pemerintah
I ASPEK PELAYANAN
UMUM
2.1 Fokus Layanan Urusan
i Pemerintahan Wajib
Urusan Pemerintahan
1 Wajib yang Berkaitan
dengan Pelayanan Dasar
1.01 U_rusan Peme_ri_ntahan
Bidang Pendidikan
1 Angka Partisipasi Kasar
(APK)
e APK PAUD Persen 68,48 68,85 Belum Rilis -
e APK SD/MI Persen 94,05 96,65 Belum Rilis -
e APK SMP/MTs Persen 93,25 112,34 Belum Rilis -
2 Angka Partisipasi Murni Belum Rilis )
(APM)
e APM PAUD Persen 67,52 77,87 Belum Rilis -
e APM SD/MI Persen 96,14 83,86 Belum Rilis -
e APM SMP/MTs Persen 95,27 74,68 Belum Rilis -
3 | Angka Partisipasi Sekolah 5- Persen 76,91 75|  Belum Rilis -
6 Tahun
4 ?g%‘:hzims'pas' Sekolah 7- Persen 99,1 95,5 | Belum Rilis -
5 ';\g?lksa ijrfﬂ‘:pas' Sekolah Persen 99,39 94,2 |  Belum Rilis -
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Aspek/Fokus/Bidang
Urusan/Indikator Kinerja

Pembangunan Daer

Realisasi
2024

Target
2025

Realisasi s/d
TW I Tahun
2025

Capaian

2

4

5

6

Angka Partisipasi Sekolah 7- o )
6 18 Tahun Kesetaraan Persen 5,6 100 Belum Rilis
Guru yang memenuhi
7| kualifikasi S1/D-1v Persen 75,06 9 82,71 87,1%
Persentase Pendidik PAUD
8 | yang Memiliki Sertifikat Persen 50
Pendidik 1,24 2,35 4,7%
Persentase Pendidik SD yang
9 | Memiliki Sertifikat Pendidik persen 22,57 >0 43,89 87,8%
Persentase Pendidik SMP
10 | yang Memiliki Sertifikat Persen 75
Pendidik 36,59 54,13 72,2%
Indeks Capaian SPM Bidang )
11 Pendidikan Persen 85,73 100 | Belum ada data
1.02 Urusan Pemerintahan
’ Bidang Kesehatan
Angka Kematian Bayi (AKB)
1| per 1.000 Kelahiran Hidup Persen >,01 > 0 0
Angka Kematian Ibu (AKI) .
2 | per 100.000 Kelahiran Hidup Jiwa 1 3 0 0
3 | Prevalensi Stunting Persen 32,5 26,7 0 0
4 | Insidensi TBC Orang 274 270 55 20,4%
5 | Angka Kesakitan Persen 16,43 18,41 0 0
Indeks Capaian SPM Bidang -
6 Kesehatan* Nilai 96,51 100 0 0
Bed Occupancy Rate (Ideal
7 | 60%-85%) persen 69,76 | 973 52,01 87,0%
Average Length of Stay .
8 | (1deal 6-9 Hari) Hari 5,25 45 5,12 Tercapai
Gross Death Rate (GDR) .
2 | (1deal >45%) Permill 51,7 <46 57,69 Tercapai
Net Death Rate (NDR) (Ideal .
10| 550 Permill 31,08 <25 34,14 Tercapai
Indeks Kepuasan Mayarakat )
11 atas Pelayanan RSU Persen 89,51 20 Belum ada data
Urusan Pemerintahan
1.03 | Bidang Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang
Persentase panjang jalan )
1 kabupaten kondisi mantap Persen 47,26 69,95 Belum ada data
Persentase jumlah jembatan )
2 kondisi mantap Persen 89,07 92,05 Belum ada data
Persentase panjang jalan _
3 kabupaten kondisi baik Persen 33,85 23,9 Belum ada data
Persentase jumlah jembatan _
4 kondisi baik Persen 60,66 62,8 Belum ada data
Jumlah SDM tenaga terampil )
> konstruksi yang bersertifikat orang 0 125 Belum ada data
g | Areal terdampak kondisi Persen 75,75 76,5 -
jaringan irigasi Belum ada data
7 Presentasi prasarana fisik Persen 32,4 32,5 B
jaringan irigasi Belum ada data
Persentase kecamatan yang )
8 | memilii RDTR Persen 20 40 Belum ada data
Jumlah ketersediaan
10 dokumen tata ruang Dokumen 2 6 Belum ada data )
11 | Persentase Rumah tinggal Persen 92,71 96,71 Belum ada data -
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Aspek/Fokus/Bidang
Urusan/Indikator Kinerja

Pembangunan Daer
2
berakses sanitasi layak

Satuan

3

Realisasi
2024

4

Target
2025

5

Realisasi s/d
TW I Tahun
2025
(]

Capaian

Persentase Penduduk
berakses air minum layak

Persen

77,8

85

Belum ada data

1.04

Urusan Pemerintahan
Bidang Perumahan dan
Kawasan Permukiman

Persentase lingkungan
permukiman kumuh

Persen

6,49

5,54

Belum ada data

Persentase rumah tinggal
layak huni

Persen

88,4

88

Belum ada data

Cakupan lingkungan sehat
dan aman yang didukung
PSU

Persen

88

87,2

Belum ada data

Cakupan penduduk memiliki
akses terhadap perumahan
dan permukiman layak

Persen

87,15

88,61

Belum ada data

Persentase Jumlah warga
negara penerima penyediaan
dan rehabilitasi rumah layak
huni bagi korban bencana
alam

Persen

100

Belum ada data

1.05

Urusan Pemerintahan
Bidang Ketentraman dan
Ketertiban Umum serta
Perlindungan Masyarakat

Persentase konflik sosial yg
ditangani

Persen

100

Belum ada data

Persentase penegakan
pelanggaran perda dan
gangguan tantribun yang
terselesaikan

Persen

100

Belum ada data

Indeks Ketahanan Daerah
(IKD)

Nilai

0,38

Belum ada data

Persentase Pelayanan
Informasi Rawan Bencana

Persen

25

Belum ada data

Persentase Pelayanan
Pencegahan dan
Kesiapsiagaan terhadap
Bencana

Persen

24

Belum ada data

Persentase Pelayanan
Penyelamatan dan Evakuasi
Korban Bencana

Persen

100

Belum ada data

Respon Time

Jam

5

Belum ada data

Persentase Bencana yang
Ditangani

50

Belum ada data

Jumlah Desa/Kawasan
Tangguh Bencana

Desa/Kawasan

1 Kawasan

Belum ada data

Belum ada data

1.06

Urusan Pemerintahan
Bidang Sosial

Persentase PMKS yang
memperoleh bantuan sosial

Persen

65

Belum ada data

Persentase PMKS yang
tertangani

Persen

85

Belum ada data

Urusan Pemerintahan
Wajib yang Tidak
Berkaitan dengan
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Aspek/Fokus/Bidang
Urusan/Indikator Kinerja

Pembangunan Daer
2
Pelayanan Dasar

Satuan

3

Realisasi
2024

4

Target
2025

5

Realisasi s/d
TW I Tahun
2025
(]

Capaian

Urusan Pemerintahan Bidang
Tenaga Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan
Kerja (TPAK)

Persen

83,63

82,33

Belum ada data

Tingkat Pengangguran
Terbuka (TPT)

Persen

1,21

1,16 - 1,05

Belum ada data

2.08

Urusan Pemerintahan
Bidang Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak

Indeks Pembangunan
Gender

Persen

97,69

98,2

Belum ada data

Indeks Perlindungan Anak

Persen

59,63

Belum ada data

Urusan Pemerintahan
Bidang Pangan

Indeks Ketersediaan

Nilai

96,05

95,50

Belum ada data

Indeks Keterjangkauan

Nilai

75,15

77,00

Belum ada data

Konsumsi Energi

kkl/kapita/hari

2257,5

2.148,00

Belum ada data

Konsumsi Protein

Gram/kapita/hari

58,5

56,00

Belum ada data

2.10

Urusan Pemerintahan
Bidang Pertanahan

Persentase penyelesaian
sengketa/konflik pertanahan

Persen

100

Belum ada data

Persentase penyelesaian
ganti kerugian dan santunan
tanah

Persen

100

Belum ada data

Persentase ketersediaan
lahan untuk kepentingan
umum

Persen

86,35

87,66

Belum ada data

2.11

Urusan Pemerintahan
Bidang Lingkungan
Hidup

Tersedianya dokumen
RPPLH Kabupaten

Ada/tidak ada

ada

ada

Tercapai

Terintergrasinya RPPLH
dalam rencana
pembangunan

Ada/tidak ada

ada

ada

Tercapai

Terintergrasinya KLHS dalam
rencana pembangunan

Ya/ tidak

ya

ya

Tercapai

Indeks Kualitas Lingkungan
Hidup

Nilai

81,53

79,51

Belum ada data

Indeks Kualitas Air

Nilai

70

74,16

Belum ada data

Indeks Kualitas Udara

Nilai

94,75

82,8

Belum ada data

Indeks Kualitas Tutupan
Lahan (IKTL)

Nilai

76,89

82,61

Belum ada data

Persentase jumlah sampah
yang diangkut

Persen

27

24

88,9%

Tempat pembuangan akhir
(TPA) sampah

Unit

2

Tercapai

10

Jumlah tempat pembuangan
sementara (TPS) sampah

Unit

328

328

Tercapai

11

Jumlah truk pengangkut

Unit

19

19

Tercapai
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Aspek/Fokus/Bidang
Urusan/Indikator Kinerja

Pembangunan Daer
2
sampah

Satuan

3

Realisasi
2024

4

Target
2025

5

Realisasi s/d
TW I Tahun
2025

Capaian

7

Cakupan pengawasan Amdal

§ Jumlah usaha/kegiatan
wajib Amdal

Usaha

§ Jumlah usaha/kegiatan
wajib Amdal yang telah
mempunyai dokumen Amdal

Usaha

§ Jumlah usaha/kegiatan
wajib Amdal yang telah
mempunyai dokumen Amdal
yang diawasi secara rutin

Usaha

13

Pengaduan masyarakat
terkait izin lingkungan yang
ditangani

Persen

100

100

Tercapai

2.12

Urusan Pemerintahan
Bidang Administrasi
Kependudukan dan
Pencatatan Sipil

Rasio penduduk ber-KTP per
satuan penduduk

Persen

96,5

Belum ada data

Rasio penduduk yang
mempunyai akte lahir

Persen

60

Belum ada data

Ketersediaan database
kependudukan

Ada/Tidak Ada

Ada

Belum ada data

2.13

Urusan Pemerintahan
Bidang Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa

Meningkatkan status Desa

Desa

52

20

2.14

Urusan Pemerintahan
Bidang Pengendalian
Penduduk dan Keluarga
Berencana

Indeks Pembangunan
Keluarga (i-Bangga)

Persen

59,17

60,42

Belum ada data

Jumlah anak yang dilahirkan
wanita usia subur (Fertility
Rate)

Orang

2,85

2,7

Belum ada data

Contraseptive Prevalence
Rate (CPR)

Persen

51,27

67,6

Belum ada data

2.15

Urusan Pemerintahan Bidang
Perhubungan

Rata-rata Capaian Kinerja
Pelayanan Perhubungan

Persen

19,94

27,33

29,86

Tercapai

Persentase Penurunan
Angka Kecelakaan Lalu
Lintas

Persen

16,67

17

78,57

Tercapai

Persentase Kepemilikan
(KIR) Angkutan Umum

Persen

32,15

52

0

Persentase fasilitas
Perlengkapan Jalan yang
Terpasang

Persen

11

13

Belum ada data

2.16

Urusan Pemerintahan Bidang
Komunikasi dan Informatika

Cakupan layanan

Persen

94

Belum ada data
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Aspek/Fokus/Bidang
Urusan/Indikator Kinerja

Pembangunan Daer
2

Satuan

3

Realisasi
2024

4

Target
2025

5

Realisasi s/d
TW I Tahun
2025
(]

Capaian

7

telekomunikasi
Urusan Pemerintahan
2.17 | Bidang Koperasi, Usaha
Kecil dan Menengah
Peningkatan Koperasi )
1 Berkualitas Persen 14,2 16 Belum ada data
Persentasi Usaha Mikro yang
2| Menjadi Wirausaha persen 0,4 0.5 03 60,0%
Urusan Pemerintahan
2.18 | Bidang Penanaman
Modal
1 Peningkatan Jumlah Investor Jumlah 48 50 45 90,0%
) Kelkutsertaan pada Pameran Event 0 5 0 0
Investasi
Urusan Pemerintahan
2.19 | Bidang Kepemudaan dan
Olahraga
Tingkat Partisipasi Pemuda
1 dalam Kegiatan Ekonomi Persen 4,36 -
Mandiri 3,83 Belum ada data
Tingkat Partisipasi Pemuda
) dalam Organisasi o Persen 0,35 )
Kepemudaan dan Organisasi
Sosial Kemasyarakatan 0,63 Belum ada data
Persentase Organisasi
3 Pemuda yang aktif Persen 64,71 60 43,75 72,9%
Persentase Pembinaan
4 Pemuda Pelopor Berprestasi Persen 0 100 0 0
5 Persentase Wirausaha Muda Persen 3,84 1,47 0 0
Peningkatan Prestasi .
® | olahraga Medali 88 129 0 0
2.20 Urusan Pemerintahan
) Bidang Statistik
1 Ketersediaan data sektoral Ada/Tidak Ada Ada Belum ada data -
291 Urusan Pemerintahan
) Bidang Persandian
Cakupan pelayanan _
1 keamanan informasi Persen 100 Belum ada data
2.2 Urusan Pemerintahan
’ Bidang Kebudayaan
Penyelenggaraan Festival
1 Seni dan Budaya Event 1 8 0 0
Terlestarikannya Cagar
2| Budaya persen 100 100 3,7 3,7%
223 Urusan Pemerintahan
) Bidang Perpustakaan
Indeks Peningkatan Literasi i )
1 Masyarakat nilai 30,11 12,51 Belum ada data
Nilai tingkat kegemaran - )
: membaca masyarakat nilai 68,96 13,27 Belum ada data
3 Persentase kemanfataan Persen 4
perpustakaan oleh 5,58 0,72 18,0%
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Aspek/Fokus/Bidang

Realisasi s/d

Urusan/Indikator Kinerja Satuan Rezat:lzszﬁ Tza(l)'get TW I Tahun Capaian
5
Pembangunan Daer 2025
b c] 4 5 (] 7
masyarakat
Urusan Pemerintahan
2.24 . .
Bidang Kearsipan
Persentase Perangkat
1 Daerah yang me;nerapkan Persen 57,77 B
Pengelolaan Arsip secara
Baku 55,56 Belum ada data
Tingkat ketersediaan arsip
sebagai bahan akuntabilitas
2 kinerja, alat bukti yang sah Persen 41,9
dan pertanggungjawaban
nasional 63,51 13,35 31,9%
3 Urusan Pemerintahan
Pilihan
3.5 Urusan Pemerinta_lhan Bidang
Kelautan dan Perikanan
1 Produksi ikan air tawar Ton 2.865,46 3.020,00 593,98 19,7%
2 Produktivitas ikan air tawar Ton/Ha 2,17 2,42 2,16 89,3%
3.26 U_rusan Pen_1e!'intahan
Bidang Pariwisata
. Ribu/Orang
1 Jumlah Wisatawan 161.250,00 200.000,00 11.061 89,26%
Persentase Pengembangan
2| Dpaya Tarik Wieata Persen 40,25 68,96 0 0
Destinasi Wisata yan
3 | dikelola Y Jumiah 1 4 3 75,0%
Jumlah Promosi dan
4 Publikasi Pariwisata Jumiah 2 10 0 0
Persentase Peningkatan SDM
5 Pariwisata dan Ekonomi Persen 38
Kreatif 36 0 0
3.27 U_rusan Pemer!ntahan
Bidang Pertanian
1 Produksi Komoditi Pertanian
- Padi sawah Ton 120.853,75 119.103,49 10.415,10 8,7%
- Padi ladang (Gogo) Ton 67.624,89 66.839,96 23.847,33 35,7%
- Jagung Ton 141.545,78 137.866,00 30.820,16 22,4%
- Cabe Merah Ton 8.500,24 8.059,76 2.719,38 33,7%
- Bawang Merah Ton 2.503,02 1.679,93 499,19 29,7%
- Kopi Ton 15.998,96 15.948,85 4.001,72 25,1%
- Kakao Ton 1.976,79 1.972,44 470,51 23,9%
Produktivitas Komoditi
2 .
Pertanian
- Padi sawah Kw/Ha 52,70 52,7 Belum ada data -
- Padi ladang (Gogo) Kw/Ha 29,72 29,74 Belum ada data -
- Jagung Kw/Ha 55,96 55,98 56,00 Tercapai
- Cabe Merah Kw/Ha 23,73 55,17 40,86 74,1%
- Bawang Merah Kw/Ha 124,34 125,3 112,70 89,9%
- Kopi Kw/Ha 1.174,31 1.159,15 292,86 25,3%
- Kakao Kw/Ha 716,66 715,68 178,76 25,0%
3 Produksi Daging Ton 889,75 1.140 219,76 19,3%
4 Populasi Ternak
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Aspek/Fokus/Bidang
Urusan/Indikator Kinerja

Pembangunan Daer
2
Kerbau

Satuan

3
Ekor

Realisasi

2024

4
9,872

Target
2025

5
10.149,00

Realisasi s/d
TW I Tahun
2025
(]
9.855,00

Capaian

7
97,1%

Sapi

Ekor

787

906

797,00

88,0%

Kambing

Ekor

2,105

2.137,00

2.091,00

97,8%

Babi

Ekor

20,132

26.417,00

19.779,00

74,9%

Ayam

Ekor

524,353

554.662,00

493.465,00

89,0%

Itik

Ekor

63,94

65.916,00

60.462,00

91,7%

3.30

Urusan Pemerintahan Bidang
Perdagangan*

Persentase Pasar Dalam
Kondisi Baik

Persen

70

73,33

Belum ada data

3.31

Urusan Pemerintahan Bidang
Perindustrian*

Persentase Pertumbuhan
IKM

Persen

0,03

3.32

Urusan Pemerintahan Bidang
Transmigrasi

Persentase Transmigran
yang Dibina

Persen

20

20

Unsur Pendukung Urusan
Pemerintahan

4.01

Sekretariat Daerah

Persentase perumusan dan
pengendalian kebijakan
administrasi tata
pemerintahan

Persen

100

100

Belum ada data

Persentase realiasi kegiatan
perangkat daerah sesuai
APBD

Persen

96,65

100

11,76

11,8%

Cakupan pengadaan
barang/jasa

Persen

100

100

53

53,0%

Nilai indeks kepuasan
masyarakat tingkat
Kabupaten

Nilai

83,97

85,9

4.02

Sekretariat DPRD

Persentase pelaksanaan
tugas dan fungsi DPRD

Persen

89,81

100

25

25,0%

Unsur Penunjang Urusan
Pemerintahan

5.01

Perencanaan

Tersedianya Dokumen
Perencanaan RPJPD yang
telah Ditetapkan dengan
Perda

Ada/Tidak Ada

Ada

Belum ada data

Tersedianya Dokumen
Perencanaan RPJMD yang
telah ditetapkan dengan
Perda

Ada/Tidak Ada

Ada

Belum ada data

Tersedianya Dokumen
Perencanaan RKPD yang
telah ditetapkan dengan
Perkada

Ada/Tidak Ada

Ada

Belum ada data

Penjabaran Konsistensi
Program RPJMD kedalam

Persen

100

Belum ada data
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Aspek/Fokus/Bidang
Urusan/Indikator Kinerja

Pembangunan Daer
2
RKPD

Satuan

3

Realisasi
2024

4

Target
2025

5

Realisasi s/d
TW I Tahun
2025
(]

Capaian

Penjabaran Konsistensi
Program RKPD kedalam
APBD

Persen

100

Belum ada data

5.02

Keuangan

Opini BPK Terhadap Laporan
Keuangan

Opini

WTP

Belum ada data

Persentase ketepatan waktu
dalam penyusunan
KUA/PPAS dan APBD

Persen

100

Belum ada data

Persentase tertib
administrasi pengelolaan
barang milik daerah/asset
daerah

Persen

100

Belum ada data

Persentase realisasi PAD
terhadap target

Persen

100

Belum ada data

5.03

Kepegawaian

Rasion Pegawai Pendidikan
Tinggi dan Menengah/Dasar
(PNS tidak termasuk Guru
dan Nakes)

Persen

68,83

71,1

Belum ada data

Rasio Pegawai Fungsional
(PNS tidak termasuk Guru
dan Nakes)

Persen

11,35

14,39

Belum ada data

Rasio Jabatan Fungsional
bersertifikat kompetensi
(PNS tidak termasuk Guru
dan Nakes

Persen

6,35

37,75

Belum ada data

Indeks Profesionalitas ASN

Nilai

77,6

43,08

Belum ada data

5.04

Pendidikan dan Pelatihan

Persentase pejabat ASN
yang telah mengikuti
Pendidikan dan pelatihan
struktural

Persen

14

Belum ada data

Persentase ASN yang
mengikuti pendidikan dan
pelatihan formal

Persen

100

Belum ada data

5.05

Penelitian dan
Pengembangan

Peningkatan Hasil
Kelitbangan

Persen

50

Belum ada data

Unsur Pengawasan
Urusan Pemerintahan

6.01

Inspektorat Daerah

Persentase penyelesaian
tindak lanjut hasil
pemeriksaan BPK RI dan
APIP

Persen

91,67

94,2

Belum ada data

Persentase Hasil Evaluasi
Sakip Perangkat Daerah
dengan Nilai B

Persen

79,54

72,5

Belum ada data

w

Level kapabilitas APIP

Nilai

3,2

Belum ada data

Nilai AKIP Inspektorat

Nilai

73,42

73

Belum ada data

Unsur Kewilayahan
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Aspek/Fokus/Bidang
Urusan/Indikator Kinerja

Pembangunan Daer

Satuan

Realisasi
2024

Target
2025

Realisasi s/d
TW I Tahun
2025

Capaian

2 3 4 5 6

7.01 | Kecamatan
Cakupan peningkatan
1 penyelgnggaraan Persen 80 -
pemerintahan dan pelayanan
publik Belum ada data
Unsur Pemerintahan
8
Umum
8.01 | Kesatuan Bangsa dan Politik
1 Jumlah konflik SARA - Ada/ Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tercapai
Tidak ada
Persentase
2 penyelesaian/penanganan Persen 100 -
konflik sosial di masyarakat 100 Belum ada data

2.2. Realisasi Capaian Program dan Kegiatan sampai dengan Triwulan I Tahun Anggaran 2025

Evaluasi pelaksanaan RKPD Kabupaten Tapanuli Utara tahun berjalan dimaksudkan untuk
mengetahui sejauhmana capaian kinerja dan anggaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan
sebelumnya dengan cara mengukur realisasi kinerja maupaun anggaran dibandingkan dengan target. Hasil
pengukuran ini memberi gambaran terhadap pencapaian hasil, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam
pelaksanaan pembangunan sehingga dapat dirumuskan langkah-langkah perbaikan pada masa yang akan
datang. Realisasi penyerapan anggaran Kabupaten Tapanuli Utara sampai dengan Triwulan I tahun 2025
adalah 211.470.315.587 atau 15,34 APBD
Rp.1.378.260.392.159 Realisasi anggaran sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 dan Realisasi Kinerja
dilihat pada table

sebesar Rp. persen dari total sebesar

Program Perangkat Daerah serta Capaiannya dapat berikut ini:
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Tabel 2.4
Capaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

Bidang Urusan Pemerintahan/Program Target 2025 Realisasi 2025 Capaian Realisasi
Satuan
Pembangunan Daerah

Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja ‘ Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran

p 5 6 ) 10
1 Dinas Pendidikan Kab Tapanuli Utara
1.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH Persen 100,00 357.996.740.757 25,39 90.890.360.396 25,39% 25,39%
DAERAH
1.01.02 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Persen 50.01 83.736.741.350 - - 0,00% 0,00%
Persen 79.25 - 0,00% 0,00%
Persen 66.68 - 0,00% 0,00%
1.01.04 | PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA - - 0,00% 0,00%
KEPENDIDIKAN
1.01.06 | PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN 0,00% 0,00%
SASTRA
2.22.02 | PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN Jumlah 138,00 160.000.000 - 0,00% 0,00%
RATA-RATA CAPAIAN 3,6% 20,57%
2 Dinas Kesehatan Kab Tapanuli Utara -
1.02.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persen 100 99.028.491.433 24,40 24.163.338.704 24,40% 24,40%
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN Persen 100 61.128.832.659 18,11 11.071.603.600 18,11% 18,11%
PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT
1.02.03 | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS Persen 65 1.795.000.000 - 0 0,00% 0,00%
SUMBERDAYA MANUSIA KESSEHATAN
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Bidang Urusan Pemerintahan/Program Target 2025 Realisasi 2025 Capaian Realisasi
Satuan
Pembangunan Daerah

Kinerja Anggaran

1.02.04 | PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT Persen 100 612.000.000 - 0 0,00% 0,00%
KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN
1.02.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Persen 88 490.000.000 - 0,00% 0,00%
BIDANG KESEHATAN
RATA-RATA CAPAIAN 8,5% 21,61%
3 RSUD Tarutung Kab Tapanuli Utara
1.02.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persen 100 36.724.774.861,00 20,51 7.533.431.127 20,51% 20,51%
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN Persen 100 87.450.000.000,00 16,61 14.527.370.320 16,61% 16,61%
PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT
RATA-RATA CAPAIAN 19% 17,77%
4 Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang
Kab Tapanuli Utara
1.03.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persen 100 8.747.641.169 100,00 2.568.341.509 100,00% 29,36%
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.03.02 | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR Persen 32.50 10.260.175.000 32,4 - 0,00% 0,00%
(SDA)
1.03.10 | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 32.789.989.750 47,26 261.134.700 0,00% 0,80%
89,07
1.03.12 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN Dokumen 6 19.999.900 2,00 - 33,33% 0,00%
RUANG
RATA-RATA CAPAIAN 33% 5,46%
5 Dinas Perumahan Dan Kawasan
Permukiman Kab Tapanuli Utara
1.03.03 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN Persen 77,8 13.032.417.000 - - 0,00% 0,00%
PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR
MINUM
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Bidang Urusan Pemerintahan/Program
Pembangunan Daerah

Satuan

Target 2025

Realisasi 2025

Capaian Realisasi

Kinerja Anggaran

1.03.05 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN Persen 95,71 10.070.500.000 - 0,00% 0,00%
PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH

1.03.06 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN Persen 80,5 350.000.000 - 0,00% 0,00%
PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE

1.03.08 | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG Persen 100 60.853.992 - 0,00% 0,00%

1.04.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persen 100 9.950.010.708 41,07 4.086.463.377 41,07% 41,07%
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1.04.02 | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN Persen 100 40.000.000 - 0,00% 0,00%

1.04.03 | PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN Persen 88.50 40.000.000 - 0,00% 0,00%

1.04.04 | PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN 0,00% 0,00%
PERMUKIMAN KUMUH

1.04.05 | PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA Persen 89 1.923.745.728 9,58 207.163.000 10,77% 10,77%
DAN UTILITAS UMUM (PSU)

1.04.06 | PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI 0,00% 0,00%
KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN
MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE

2.10.10 | PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH Persen 87.66 19.999.550 - 0,00% 0,00%

RATA-RATA CAPAIAN 5% 12,10%
6 Satuan Polisi Pamong Praja Kab Tapanuli

Utara

1.05.01 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Persen 100 9.623.315.099 17,08 1.643.216.294 17,08% 17,08%
Daerah Kabupaten/Kota

1.05.02 | PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN Bulan 12 1.066.219.150 - 0,00% 0,00%
KETERTIBAN UMUM

1.05.04 | Program Pencegahan, Penanggulangan, Pesen 100 299.930.000 - 0,00% 0,00%
Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan
Non Kebakaran

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2025

BAB /- m



Bidang Urusan Pemerintahan/Program Target 2025 Realisasi 2025 Capaian Realisasi
Satuan
Pembangunan Daerah

Kinerja Anggaran

RATA-RATA CAPAIAN 6% 14,95%
7 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kab Tapanuli Utara
1.05.01 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Persen 100 3.248.684.291 18,38 596.996.369 18,38% 18,38%
Daerah Kabupaten/Kota
1.05.03 | Program Penanggulangan Bencana Persen 60 151.545.250 - 0,00% 0,00%
RATA-RATA CAPAIAN 9% 17,56%
8 Dinas Sosial Kab Tapanuli Utara
1.06.01 | PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Persen 100 2.811.207.821 17,97 505.109.432 17,97% 17,97%
KABUPATEN/KOTA
1.06.02 | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL Persen 80 49.999.000 - 0,00% 0,00%
1.06.04 | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Persen 100 51.243.000 - 0,00% 0,00%
1.06.05 | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN Persen 82 10.000.000 - 0,00% 0,00%
SOSIAL
1.06.06 | PROGRAM PENANGANAN BENCANA 25.000.000 - 0,00% 0,00%
1.06.07 | PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM Persen 100 15.000.000 - 0,00% 0,00%
PAHLAWAN
RATA-RATA CAPAIAN 2,99% 17,05%
9 DINAS KETENAGAKERJAAN KABUPATEN
TAPANULI UTARA
2.07.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persen 100,00 2.343.494.743 41,67 869.221.346 41,67% 37,09%
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.07.04 | PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA Persen 80,21 26.439.300 4,30 - 5,36% 0,00%
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Bidang Urusan Pemerintahan/Program Target 2025 Realisasi 2025 Capaian Realisasi

Pembangunan Daerah S
Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran
2.07.03 | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN Persen 0,10 150.257.675 0,00 - 0,00% 0,00%
PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
2.07.05 | PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL Persen 0 374.885.025 0 15.135.000 0,00% 4,04%
RATA-RATA CAPAIAN 11,76% | 30,55%
10 Dinas Ketahanan Pangan Kab Tapanuli
Utara
2.09.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN persen 100 4.680.736.081 21,21 993.000.807,00 21,21% 21,21%
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.09.03 | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN persen 4,57 145.000.000 2 50,00% 0,00%

KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT

persen 46,15 23 50,00% 0,00%

2.09.04 | PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN Desa/Kel 11 25.000.000 6 50,00% 0,00%

2.09.05 | PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN persen 47,82 10.000.000 24 50,00% 0,00%

32504 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN Orang 30 395.000.000 15 50,00% 0,00%

BUDIDAYA

Ha 5 3 50,00% 0,00%

Ekor 223.100 111.550 50,00% 0,00%

3.27.02 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN ekor 630 55.000.000 315 50,00% 0,00%
SARANA PERTANIAN

3.27.03 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN Unit 4 1.600.000.000 2 50,00% 0,00%

PRASARANA PERTANIAN
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Bidang Urusan Pemerintahan/Program
Pembangunan Daerah

Target 2025
Satuan

Realisasi 2025

Capaian Realisasi

Kinerja

Anggaran

3.27.04 | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN Kasus 698 230.000.000 349 50,00% 0,00%
DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
Kasus 3.040 1.520 50,00% 0,00%
Kasus 2000 1.000 50,00% 0,00%
RATA-RATA CAPAIAN 48% 13,91%
11 Dinas Lingkungan Hidup Kab Tapanuli
Utara
2.11.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persen 100 7.023.738.525 21,94 1.540.714.835 21,94% 21,94%
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.11.03 | Program Pengendalian pencemaran dan/atau Persen 100 84.605.950 - - 0,00% 0,00%
kerusakan lingkungan hidup
2.11.05 | PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA Persen 100 27.499.500 - - 0,00% 0,00%
DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN
BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)
2.11.06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Persen 100 69.982.000 15,08 10.555.000 15,08% 15,08%

TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)
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Bidang Urusan Pemerintahan/Program

Target 2025

Realisasi 2025

Capaian Realisasi

Pembangunan Daerah SR
Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran
2.11.08 | PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, Persen 100 27.500.000 - - 0,00% 0,00%
PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN
HIDUP UNTUK MASYARAKAT
2.11.10 | PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN Persen 100 24.000.000 16,35 3.925.000 16,35% 16,35%
LINGKUNGAN HIDUP
2.11.11 | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Persen 100 2.540.434.300 - - 0,00% 0,00%
RATA-RATA CAPAIAN 8% 15,87%
12 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persen 100 Rp3.311.666.739 18,65 Rp617.548.303 18,65% 18,65%
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.12.02 | PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK Persen 100 Rp393.946.200 - RpO 0,00% 0,00%
0,00% 0,00%
2.12.03 | PROGRAM PENCATATAN SIPIL Persen 100 Rp52.966.000 - RpO 0,00% 0,00%
Persen 100 0,00% 0,00%
2.12.04 | Program Pengelolaan Informasi dan Adminitrasi Persen 100 Rp20.041.000 - Rp0 0,00% 0,00%
Kependudukan
2.12.05 | Program Pengelolaan Profil Kependudukan Buku 1 Rp9.999.800 - RpO 0,00% 0,00%
RATA-RATA CAPAIAN 2,66% 16,30%
13 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
Kab Tapanuli Utara
2.13.01 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Persen 100 3.807.780.226 18,98 722.801.132 18,98% 18,98%
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Bidang Urusan Pemerintahan/Program

Target 2025

Realisasi 2025

Capaian Realisasi

Pembangunan Daerah S
Kinerja Anggaran (Rp) Anggaran

Daerah Kabupaten/Kota
2.13.03 | Program Peningkatan Kerjasama Desa kerjasama 12 4.899.000 - 0,00% 0,00%
2.13.04 | Program administrasi pemerintahan desa Persen 100 129.562.000 - 0,00% 0,00%
2.13.05 | Program Pemberdayaan Lembaga Persen 100 189.997.000 - 0,00% 0,00%

Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat

Hukum Adat

RATA-RATA CAPAIAN 4,75% 17,49%
14 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga

Berencana, Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan
2.08.02 | Program Pengarusutamaan Gender dan Persen 98.25 158.053.000 - 0,00% 0,00%

Pemberdayaan Perempuan
2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN Persen 100 0,00% 0,00%
2.08.06 | PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) Persen 100 41.104.000 0,00% 0,00%
2.08.07 | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK Persen 100 100.843.000 - 0,00% 0,00%
2.14.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persen 100 5.342.843.345 21,92 1.171.063.594 21,92% 21,92%

PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK Persen 53 250.000.000 0,00% 0,00%
2.14.03 | Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) Persen 53 3.783.113.000 - 0,00% 0,00%
2.14.04 | Program Pemberdayaan dan Peningkatan Tahun 24.3 2.296.791.000 - 0,00% 0,00%

Keluarga Sejahtera (KS)

RATA-RATA CAPAIAN 2,74% ‘ 9,78% ‘
15 Dinas Perhubungan Kab Tapanuli Utara ‘ ‘
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Bidang Urusan Pemerintahan/Program Target 2025 Realisasi 2025 Capaian Realisasi
Satuan
Pembangunan Daerah

Kinerja Anggaran

2.15.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persen 67 4.424.771.456 14,74 973.328.338 22,00% 22,00%
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.15.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS Persen 52 613.013.600 - 0,00% 0,00%
DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
Persen 13 0,00% 0,00%
Persen 6 0,00% 0,00%
2.15.03 | PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN Persen 100 10.000.000 - 0,00% 0,00%
RATA-RATA CAPAIAN 4,40% 19,28%
16 Dinas Komunikasi dan Informatika Kab
Tapanuli Utara
2.16.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persen 100 3.630.352.381 16,61 603.133.985 16,61% 16,61%
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.16.02 | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN Persen 100 180.000.250 27,75 49.950.000 27,75% 27,75%
KOMUNIKASI PUBLIK
2.16.03 | PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI Persen 100 49.998.750 - 0,00% 0,00%
INFORMATIKA
2.20.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK Persen 100 50.000.000 - 0,00% 0,00%
SEKTORAL
RATA-RATA CAPAIAN 11,09% | 16,70%
17 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan Kab
Tapanuli UtaraTapanuli Utara
2.17.01 | PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Persen 100 7.486.626.329,00 16,85 1.261.615.546 16,85% 16,85%
KABUPATEN/KOTA
2.17.03 | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN Persen 24 60.000.000,00 0,00% 0,00%
KOPERASI
2.17.04 | PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP Persen 25 53.635.000,00 0,00% 0,00%
KOPERASI
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Bidang Urusan Pemerintahan/Program Target 2025 Realisasi 2025 Capaian Realisasi
Satuan
Pembangunan Daerah

Kinerja Anggaran

2.17.05 | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN 244.588.500 - 0,00% 0,00%
PERKOPERASIAN
2.17.07 | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, Usaha 360 340.186.500 0,00% 0,00%

USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM

0,00% 0,00%

3.30.03 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI Persen 249.999.800 - 0,00% 0,00%
PERDAGANGAN

3.30.04 | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Persen 199.999.050 - 0,00% 0,00%
KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING

3.30.06 | PROGRAM STANDARDISASI DAN Persen 65 99.999.800 0,00% 0,00%
PERLINDUNGAN KONSUMEN

3.30.07 | PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN Persen 223.519.700 - 0,00% 0,00%

PRODUK DALAM NEGERI

3.31.02 | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN Persen 473.520.000 - 0,00% 0,00%

INDUSTRI
RATA-RATA CAPAIAN 1,53% 13,38%
18 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kab Tapanuli Utara

2.18.01 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Persen 100 2.894.783.342 20,80 602.237.403 20,80% 20,80%
Daerah Kabupaten/Kota

2.18.02 | Program Pengembangan Iklim Penanaman Investor 50 39.999.910 - 0,00% 0,00%
Modal

2.18.03 | Program Promosi Penanaman Modal Event 5 53.444.200 - 0,00% 0,00%

2.18.04 | Program Pelayanan Penanaman Modal Persen 92 84.689.850 - 0,00% 0,00%

2.18.05 | Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Persen 70 569.980.900 - 0,00% 0,00%
Modal

2.18.06 | Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Persen 100 11.999.850 - 0,00% 0,00%
Penanaman Modal

2.18.06 | Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Persen 100 11.999.850 - 3,47% 16,48%

Penanaman Modal
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Bidang Urusan Pemerintahan/Program Target 2025 Realisasi 2025 Capaian Realisasi

Pembangunan Daerah S
Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran
19 Dinas Pemuda dan Olahraga
2.19.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persen 100 2.532.881.394 18,42 466.560.792 18,42% 18,42%
PEMERINTAHAN DAERAH
2.19.02 | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA Orang 100 149.234.500 - 0,00% 0,00%
SAING KEPEMUDAAN
2.19.03 | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA Medali 126 410.500.000 - 0,00% 0,00%
SAING KEOLAHRAGAAN
RATA-RATA CAPAIAN 6,14% 15,09%
20 DINAS PERPUSTAKAAN
2.23.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persen 100 3.387.305.540 19,52 661.225.981 19,52% 19,52%
PEMERINTAHAN DAERAH
2.23.02 | PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN Persen 13,65 170.852.100 - 0,00% 0,00%
2.24.02 | Program Pengelolaan Arsip Persen 2655% 40.000.000 - 0,00% 0,00%
RATA-RATA CAPAIAN 6,51% 18,38%
21 Dinas Pariwisata Kab Tapanuli Utara
3.26.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persen 100 5.062.466.994 - 0,00% 0,00%
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
3.26.02 | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK Destinasi 3 8.080.356.000 - - 0,00% 0,00%
DESTINASI PARIWISATA
3.26.03 | PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA event 2 279.999.190 - 0 0,00% 0,00%
3.26.04 | PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF kali 1 100.000.000 - 0 0,00% 0,00%
MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN
HAK KEKAYAAN
INTELEKTUAL
3.26.05 | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA Persen 38 1.450.000.000 - 0 0,00% 0,00%
PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
RATA-RATA CAPAIAN 0,00% 0,00%
22 Dinas Pertanian Kab Tapanuli Utara
32701 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persen 100 17.867.892.556 22,03 3.936.324.455 22,03% 22,03%
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2025 BAB II-



Bidang Urusan Pemerintahan/Program Target 2025 Realisasi 2025 Capaian Realisasi

Pembangunan Daerah S
Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran
32702 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN Ton 139.913,51 4.501.887.600 - 0,00% 0,00%
SARANA PERTANIAN
Ton 66.507,42 0,00% 0,00%
Kw/ha 56,00 0,00% 0,00%
Kw/ha 52,94 0,00% 0,00%
Ton 119.505,95 0,00% 0,00%
Ton 29,72 0,00% 0,00%
32703 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN Persen 46,00 11.765.149.995 - 0,00% 0,00%
PRASARANA PERTANIAN
32705 | PROGRAM PENGENDALIAN DAN Persen 100,00 470.000.000 - 0,00% 0,00%

PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN

32706 | PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN Persen 90,00 40.000.000 - 0,00% 0,00%
32707 | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN Persen 100,00 810.000.000 - 0,00% 0,00%
RATA-RATA CAPAIAN 2,00% 11,10%
23 Sekretariat Daerah
4.01.01 | Program Administrasi Umum Persen 100 23.068.393.189 16,81 3.877.043.650 16,81% 16,81%
4.01.02 | Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Persen 100 621.765.875 146,77 912.535.210 146,77% | 146,77%
Rakyat
4.01.03 | Program Perekonomian dan Pembangunan Persen 100 171.034.425 13,41 22.937.172 13,41% 13,41%
RATA-RATA CAPAIAN 58,99% | 20,17%
24 Sekretariat DPRD Kab Tapanuli Utara
4.02.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persen 100 23.624.998.756 25,00 4.712.738.272 25,00% 19,95%
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
4.02.02 | Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Persen 100 18.198.896.050 - 1.766.453.604 0,00% 9,71%
Fungsi DPRD
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Bidang Urusan Pemerintahan/Program

Target 2025

Realisasi 2025

Capaian Realisasi

Pembangunan Daerah SR
Kinerja Anggaran
12,50% | 15,49%
25 Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.01.01 | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persen 100 4.499.994.743 20,73 932.850.703 20,73% 20,73%
Kabupaten/Kota
5.01.02 | Program Perencanaan, Pengendalian dan Persen 100 737.986.850 3,00 22.161.000 3,00% 3,00%
Evaluasi Pembangunan Daerah
5.01.03 | Program Koordinasi dan Sinkronisasi Persen 100 320.000.000 7,16 22.903.600 7,16% 7,16%
Perencanaan Pembangunan Daerah
5.05.02 | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Persen 100 50.000.000 1,58 787.500 1,58% 1,58%
DAERAH
RATA-RATA CAPAIAN 8,12% 17,45%
26 Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kab
Tapanuli Utara
5.02.01 | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persen 100 5.366.730.995 19,86 1.065.839.847 19,86% 19,86%
Kabupaten/Kota
5.02.02 | Program Pengelolaan Keuangan Daerah Persen 100 275.028.255.459 5,27 14.485.260.333 5,27% 5,27%
5.02.03 | Program Pengelolaan Barang Milik Daerah Persen 100 79.952.150 21,64 17.299.496 21,64% 21,64%
RATA-RATA CAPAIAN 15,59% 5,55%
27 Badan Pendapatan Kab Tapanuli Utara
5.02.01 | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persen 100 4.584.642.788 18,46 846.170.452 18,46% 18,46%
Kabupaten/Kota
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Bidang Urusan Pemerintahan/Program

Target 2025

Realisasi 2025

Capaian Realisasi

Pembangunan Daerah S
Kinerja Anggaran
5.02.02 | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Persen 100 10.000.000 0,00% 0,00%
5.02.04 | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah Persen 90 826.840.000 - 0,00% 0,00%
RATA-RATA CAPAIAN 6,15% 15,61%
28 Badan Kepegawaian Dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kab Tapanuli Utara
5.03.01 | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persen 100 3.184.517.762 20,98 668.238.439 20,98% 20,98%
Kabupaten/Kota
5.03.02 | Program Kepegawaian Daerah Persen 71,1 276.323.400 9,22 35.817.601 12,96% 12,96%
0,00% 0,00%
0,00% 0,00%
5.04.02 | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA Persen 100 22.945.000 0,00% 0,00%
MANUSIA
- 0,00% 0,00%
RATA-RATA CAPAIAN 5,66% 20,21%
29 Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli
Utara
6.01.01 | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Orang 3 9.739.001.848 0,48 1.545.821.980 15,87% 15,87%
Kabupaten/Kota
6.01.02 | Program Penyelenggaraan Pengawasan Rekomendasi 4000 1.786.920.000 712,34 318.225.000 17,81% 17,81%
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Bidang Urusan Pemerintahan/Program

Target 2025

Realisasi 2025

Capaian Realisasi

Pembangunan Daerah SR
Kinerja Anggaran
6.01.03 | Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Perangkat 31 570.000.000 - 0,00% 0,00%
dan Asistensi Daerah
RATA-RATA CAPAIAN 11,23% | 15,41%
30 Kantor Camat Tarutung Kab Tapanuli
Utara
7.01.01 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Persen 100 6.657.857.791 24,08 1.602.963.913,00 24,08% 24,08%
Daerah Kabupaten/Kota
7.01.02 | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Persen 100 7.914.500 222,53 17.612.500 222,53% | 222,53%
Pelayanan Publik
7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA Persen 100 1.425.618.275 - 0,00% 0,00%
DAN KELURAHAN
7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN Persen 100 9.090.500 0,00% 0,00%
KETERTIBAN UMUM
7.01.05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN Persen 100 28.974.100 - 0,00% 0,00%
UMUM
7.01.06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Persen 100 6.610.200 - 0,00% 0,00%
PEMERINTAHAN DESA
RATA-RATA CAPAIAN 41,10% | 19,92%
31 Kantor Camat Siatas Barita Kab Tapanuli
Utara
7.01.01 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Persen 100 1.900.802.070 19,25 365.886.980 19,25% 19,25%
daerah Kabupaten/Kota ( Program Baru)/
Perubahan
7.01.02 | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Persen 100 17.228.000 - 0,00% 0,00%
Pelayanan Publik
7.01.03 | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Persen 100 18.839.200 - 0,00% 0,00%
Kelurahan
7.01.04 | Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Persen 100 2.250.000 - 0,00% 0,00%
Umum
7.01.05 | Program penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Persen 100 21.600.000 16,67 3.600.000 16,67% 16,67%
Umum
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Bidang Urusan Pemerintahan/Program

Target 2025

Realisasi 2025

Capaian Realisasi

Pembangunan Daerah SR
Kinerja Anggaran
7.01.06 | Program Pembinaan dan Pengawasan Persen 100 4.500.000 - 0,00% 0,00%
Pemerintahan Desa
RATA-RATA CAPAIAN 5,99% 18,80%
32 Kantor Camat Adian Koting Kab Tapanuli
Utara
7.01.01 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Persen 100 1.316.135.427 18,84 247.941.545 18,84% 18,84%
Daerah Kabupaten/Kota
7.01.02 | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Persen 100 35.000.000 - 0,00% 0,00%
Pelayanan Publik
7.01.03 | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Persen 100 5.000.000 - 0,00% 0,00%
Kelurahan
7.01.04 | Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Persen 100 - 0,00% 0,00%
Umum
7.01.05 | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Persen 100 21.600.000 27,50 5.940.000,00 27,50% 27,50%
Umum
7.01.06 | Program Pembinaan dan Pengawasan Persen 100 5.000.000 - 0,00% 0,00%
Pemerintahan Desa
RATA-RATA CAPAIAN 7,72% 18,36%
33 Kantor Camat Sipoholon Kab Tapanuli
Utara
7.01.01 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Persen 100 Rp 20,09 Rp 20,09% 20,09%
Daerah Kabupaten/Kota 2.113.850.992 424.605.179
7.01.02 | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Persen 100 51.987.800 - 0,00% 0,00%
Pelayanan Publik
7.01.03 | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Persen 100 200.000.000 - 0,00% 0,00%
Kelurahan
RATA-RATA CAPAIAN 6,70% 17,95%
34 Kantor Camat Pahae Julu Kab Tapanuli
Utara
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Bidang Urusan Pemerintahan/Program

Target 2025

Realisasi 2025

Capaian Realisasi

Pembangunan Daerah S
Kinerja Anggaran
7.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persen 100 2.705.070.913 20,38 551.341.698 20,38% 20,38%
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN Persen 100 47.540.700 - 9.656.000 0,00% 20,31%
DAN PELAYANAN PUBLIK
7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA Persen 100 200.000.000 - 0,00% 0,00%
DAN KELURAHAN
7.01.05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN Persen 100 21.600.000 44,70 44,70% 0,00%
PEMERINTAHAN UMUM
RATA-RATA CAPAIAN 16,27% | 18,86%
35 Kantor Camat Pahae jae Kab Tapanuli
Utara
7.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persen 100 1.999.050.485 21,71 433.943.447 21,71% 21,71%
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.01.02 | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Persen 100 54.383.400 24,63 13.395.000 24,63% 24,63%
Pelayanan Publik
7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA Persen 100 199.999.650 0,00% 0,00%
DAN KELURAHAN
7.01.05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN Persen 100 21.600.000 - 0,00% 0,00%
PEMERINTAHAN UMUM
RATA-RATA CAPAIAN 11,58% | 19,66%
36 Kantor Camat Purba Tua Kab Tapanuli
Utara
7.01.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Persen 100 1.204.080.421 18,66 224.624.470 18,66% 18,66%
Daerah Kabupaten/Kota
7.01.02 | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Persen 100 51.919.800 - 0,00% 0,00%
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Bidang Urusan Pemerintahan/Program

Target 2025

Realisasi 2025

Capaian Realisasi

Pembangunan Daerah S
Kinerja Anggaran
Pelayanan Publik
7.01.03 | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Persen 100 11.400.000 - 0,00% 0,00%
Kelurahan
7.01.05 | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Persen 100 21.600.000 - 0,00% 0,00%
dan Umum
RATA-RATA CAPAIAN 4,66% 17,43%
37 Kantor Camat Simangumban Kab
Tapanuli Utara
7.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persen 100 1.115.651.948 18,65 208.111.241 18,65% 18,65%
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.01.02 | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Persen 100 28.306.900 0,00% 0,00%
Pelayanan Publik
7.01.03 | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Persen 100 13.810.275 - 0,00% 0,00%
Kelurahan
7.01.04 | Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Persen 100 12.555.000 - 0,00% 0,00%
Umum
7.01.05 | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Persen 100 35.186.500 - 0,00% 0,00%
Umum
7.01.06 | Program Pembinaan dan Pengawasan Persen 100 15.817.900 - 0,00% 0,00%
Pemerintahan Desa
RATA-RATA CAPAIAN 3,11% 17,04%
38 Kantor Camat Sipahutar Kab Tapanuli
Utara
7.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persen 100 2.124.155.303 22,07 468.906.964 22,07% 22,07%
PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA
7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN Persen 100 19.880.900 12.540.000,00 0,00% 63,08%
DAN PELAYANAN PUBLIK
7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Persen 100 11.400.000 - 0,00% 0,00%
DESA/KELURAHAN
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Bidang Urusan Pemerintahan/Program Target 2025 Realisasi 2025 Capaian Realisasi

Pembangunan Daerah S
Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran
7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN Persen 100 3.305.000 - 0,00% 0,00%
KETERTIBAN UMUM
7.01.05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN Persen 100 26.410.000 - 0,00% 0,00%
PEMERINTAHAN UMUM
RATA-RATA CAPAIAN 4,41% 22,03%
39 Kantor CamatPangaribuan Kab Tapanuli
Utara
7.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persen 100 1.587.361.658 20,65 327.720.103 20,65% 20,65%
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN Persen 100 26.001.664 22,20 5.772.000 22,20% 22,20%
DAN PELAYANAN PUBLIK
7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA Persen 100 - 0,00% 0,00%
DAN KELURAHAN
7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN Persen 100 - 0,00% 0,00%
KETERTIBAN UMUM
7.01.05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN Persen 100 21.600.000 - 0,00% 0,00%
PEMERINTAHAN UMUM
7.01.06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Persen 100 - 0,00% 0,00%
PEMERINTAHAN DESA
RATA-RATA CAPAIAN 7,14% 20,40%
40 Kantor Camat Garoga Kab Tapanuli Utara
7.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persen 100 1.564.885.770,00 19,90 311.407.019,000 19,90% 19,90%
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN Persen 100 12.000.000 - 0,00% 0,00%
DAN PELAYANAN PUBLIK
7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA Persen 100 20.000.000 - 0,00% 0,00%
DAN KELURAHAN
7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN Persen 100 5.000.000,00 - 0,00% 0,00%
KETERTIBAN UMUM
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Bidang Urusan Pemerintahan/Program Target 2025 Realisasi 2025 Capaian Realisasi
Satuan
Pembangunan Daerah

Kinerja Anggaran

7.01.05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN Persen 100 21.600.000,00 25,00 5.400.000,00 25,00% 25,00%
PEMERINTAHAN UMUM

7.01.06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Persen 100 7.500.000 - 0,00% 0,00%
PEMERINTAHAN DESA

RATA-RATA CAPAIAN 7,48% 19,42%
41 Kantor Camat Pagaran Kab Tapanuli

Utara

7.01.01 | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persen 100 1.592.104.428,00 18,20 289.699.259,0 18,20% 18,20%
Kabupaten/Kota

7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN Persen 100 20.570.200,00 0,00% 0,00%
DAN PELAYANAN PUBLIK

7.01.03 | Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Persen 100 - 0,00% 0,00%

7.01.05 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Persen 100 21.600.000,00 0,00%

7.01.06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Persen 100 19.309.400 69,34 13.389.200,00 69,34% 69,34%
PEMERINTAHAN DESA

RATA-RATA CAPAIAN 17,51% | 18,33%
42 Kantor Camat Siborong borong Kab

Tapanuli Utara

7.01.01 | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persen 100 3.397.904.007 23,48 797.933.770 23,48% 23,48%
Kabupaten/Kota

7.01.02 | Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Persen 100 18.800.000 - 0,00% 0,00%
Publik

7.01.03 | Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Persen 100 219.764.999 6,68 14.679.000,00 6,68% 6,68%

7.01.04 | Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Persen 100 9.000.000 - 0,00% 0,00%

7.01.05 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Persen 100 28.800.000 16,67 4.800.000,00 16,67% 16,67%
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Bidang Urusan Pemerintahan/Program

Target 2025

Realisasi 2025

Capaian Realisasi

Pembangunan Daerah SR
Kinerja Anggaran
7.01.06 | Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persen 100 1.000.000 - 0,00% 0,00%
RATA-RATA CAPAIAN 9,37% 22,24%
43 Kantor Camat Parmonangan Kab Tapanuli
Utara
7.01.01 | PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Persen 100 1.175.976.576 18,05 212.265.667 18,05% 18,05%
KABUPATEN/KOTA
7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN Persen 100 21.600.000 - 0,00% 0,00%
DAN PELAYANAN PUBLIK
7.01.03 | Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Persen 100 24.599.000 14.770.200,00 0,00% 60,04%
7.01.04 | Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Persen 100 0,00% 0,00%
7.01.05 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Persen 100 21.600.000 0,00% 0,00%
7.01.06 | Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persen 100 0,00% 0,00%
RATA-RATA CAPAIAN 4,51% 18,25%
44 Kantor Camat Muara Kab Tapanuli Utara
7.01.01 | PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Persen 100 1.785.350.158 21,61 385.830.075 21,61% 21,61%
KABUPATEN/KOTA
7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN Persen 100 64.725.000 - 0,00% 0,00%
DAN PELAYANAN PUBLIK
7.01.03 | Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Persen 100 16.039.540 9.800.000,00 0,00% 61,10%
7.01.04 | Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Persen 100 6.000.000 0,00% 0,00%
Umum
7.01.05 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Persen 100 21.600.000 3.600.000,00 0,00% 16,67%
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Bidang Urusan Pemerintahan/Program Target 2025 Realisasi 2025 Capaian Realisasi
Satuan
Pembangunan Daerah

Kinerja Anggaran

RATA-RATA CAPAIAN 4,32% 21,08%
45 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Tapanuli Utara
8.01.01 | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persen 100 3.009.944.426 20,17 607.226.153 20,17% 20,17%
Kabupaten/Kota
8.01.02 | Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Persen 100 124.995.400 - 0,00% 0,00%
Karakter Kebangsaan
8.01.03 | Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Persen 100 871.239.063 - 0,00% 0,00%
Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik
dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik
8.01.04 | Program Pemberdayaan Pengawasan Organisasi Persen 100 49.973.000 0,00% 0,00%
Kemasyarakatan
8.01.06 | Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Persen 100 351.000.000 19,66 69.000.000 19,66% 19,66%
dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi
Penanganan Konflik Sosial
RATA-RATA CAPAIAN 7,97% 15,34%
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2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah
Berdasarkan evaluasi RKPD Kabupaten Tapanuli Utara s/d Triwulan I Tahun 2025 dan hasil analisis
data dan informasi, permasalahan pembangunan diidentifikasi sesuai urusan penyelenggaraan pemerintah
daerah.
1. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
Masih belum meratanya sebaran pendidik dan tenaga kependidikan baik antar wilayah maupun
antar sekolah, masih terbatasnya sarana dan prasarana sekolah yang memadai.
2. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
Belum optimalnya pelayanan kesehatan masyarakat, kondisi/bangunan fisik puskesmas dan
jaringannya masih ada yang belum memenuhi syarat , belum semua puskesmas terakreditasi serta
cakupan pelayanan rujukan masih rendah.
3. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang
Panjang Jalanya yang mau ditangani sepanjang 1.023 Km, dengan kondisi Rusak dan rusak Berat
maih diats 40%, sehingga anggran yangdibutuhkan masih sangat besar, Penataan Ruangmasih
mengacu pada dokumen RTRW yang belum di evaluasi, dan sampai saat ini anggaran Evakluasi RTRW
belum tersedia, dokumen RDTR masih mencakup 3 (tiga ) kecamatan dari 15 (limabelas) kecamatan,
Masih banyak Kondisi Jaribgan Irigasi yang perlu ditingkatkan dan direhabilitasi.
4. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Perumahan dan Kawasan
Permukiman
Penyediaan data dealinasi Kawasan Kumuh harus segera diselesaikan dan membutuhkan
anggaran, Pememnuhan PSU di kawasan Permukiman masih dibutuhkan dan memerlukan Anggaran
yag besar
5. Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan
Masyarakat
Peningkatan keamanan dan ketertiban umum yang dijiwai oleh nilai keagamaan dan budaya lokal
perlu dikembangkan lebih optimal, terutama kepada siswa sekolah dan pemuda, Perlunya perencanaan
terkait pengurangan resiko bencana, Masih rendahnya pelayanan penanganan bencana karena
jangkauan terlalu luas, belum adanya pos pembantu serta kurangnya armada; 4. Masih kurang Desa
yang akan tangguh bencana.
6. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
Perlunya peningkatan keterampilan/ keahlian terutama bagi PMKS dan penyandang disabilitas,
Penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat masih relatif rendah.
7. Urusan Pemerintahan Bidang Ketenagakerjaan
Kurangnya keterampilan/ keahlian tenaga kerja sebagai tenaga kerja terampil
8. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Masih sedikitnya OPD yang aktif dalam upaya pencapaian kesetaraan gender dan belum

maksimalnya pemenuhan hak anak dan implementasi kabupaten layak anak.
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10.

11.

12,

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

Masih belum optimalnya Infrastruktur Kemandirian Pangan yang difasilitasi, minimnya cadangan
pangan daerah, masih terdapat desa yang rentan pangan.
Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan

Tidak ada anggaran yang tersedia dalam pendataan tanah kebutuhan dan pengadaan tanah untuk
keperluan pemabngunan fasum dan pemerintah seperti Kantor kantor Lurah.
Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

Kabupaten Tapanuli Utara belum mempunyai TPA (Tempat Pembuagan sampah) sanitary landfil
yang sesuai standart (Min 5 HA), sehingga pengelolaan sampah masih sangat rendah.
Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengurus dokumen pendudukan sejak dini; 2. Perlunya
peningkatan kerjasama dengan institusi lain untuk meningkatkan kepemilikan dokumen kependudukan
oleh seluruh masyarakat.
Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Belum optimalnya peran kelembagaan masyarakat desa dalam upaya pemberdayaan masyarakat,
Kesiapan pemerintah desa dalam penerapan Undang-Undang tentang Desa masih belum optimal
(kompetensi SDM, pengelolaan keuangan, ketersediaan sarana prasarana penungjang Kkinerja,
Hubungan kerja antar lembaga yang menyelenggarakan dan mendukung penyelenggaraan
pemerintahan desa masih belum optimal dalam menjalankan peran dan fungsinya, Badan Usaha Milik
Desa (BUMDes) yang diharapkan sebagai sumber kekuatan ekonomi desa belum terbentuk dan yang
sudah terbentuk belum sepenuhnya mampu berjalan secara optimal serta Belum optimalnya
pengembangan dan pemanfaatan potensi desa atau produk unggulan desa.
Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kurangnya kepedulian PUS dan remaja terhadap kesehatan reproduksi, masih rendahnya
kesadaran kaum pria untuk berperan serta secara aktif dalam program KB sebagai akseptor KB.
Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

adanya perubahan regulasi terkait retribusi, sehingga PAD sulit tercapai, operasional keselamntan
jalan masih membutuhkan anggran yang besar, saat inikemampuan keuangan daerah tidak memadai
membiayaai urusanb perhubungan
Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika

Belum optimalnya layanan multi media dalam rangka pemenuhan hak informasi public,
Penyebarluasan informasi terkait kebijakan pemerintah masih belum optimal.
Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Minimnya Jumlah UMKM yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Standarisasi dan Sertifikat Produk Usaha.
Minimya Jumlah UMKM yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan.
Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

Masih minimnya minat investor yang menanamkan modal di Kabupaten Tapanuli Utara, Masih

minimnya pelaksanaan/mengikuti event promosi investasi.
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19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga

Terbatasnya pemuda yang mendapat akses pembinaan, rendahnya even/kegiatan yang melibatkan
pemuda, tidak adanya database kelompok kepemudaaan yang valid, belum optimalnya pembinaan
cabang olahraga prestasi, cabang olahraga unggulan dan kegiatan kepemudaan, Sarana dan
prasarana olahraga yang masih minim dan belum merata diseluruh wilayah Kabupaten Tapanuli Utara
sehingga diperlukan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat untuk pemenuhannnya.
Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

Belum optimalnya pengelolaan satu data pembangunan yang terintegrasi satu sama lain, Belum
optimalnya penyajian data statistik dalam rangka pengambilan kebijakan pemerintah untuk
penyelenggaraan pembangunan, Publikasi data statistik melalui media komunikasi/ multi media belum
optimal.
Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

Pengelolaan persandian belum optimal karena belum sepenuhnya ditangani tenaga ahli
persandian, Sarana dan prasarana persandian masih perlu ditingkatkan, Belum optimalnya pengamanan
jaringan informasi baik jenis informasi maupun konten informasi dan pengamanan pada fasilitas vital/
ruang publik/ instalasi penting dilingkup Pemerintah Kab. Tapanuli Utara.
Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

Belum optimalnya pelaksanaan pelestarian benda cagar budaya di Kab. Tapanuli Utara, masih
relatif rendahnya partisipasi masyarakat terhadap even-even seni dan budaya daerah, kurangnya
sarana prasarana dan SDM pembina kegiatan seni dan budaya.
Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

Rendahnya minat baca masyarakat terutama untuk membaca buku-buku literatur, Masih
terbatasnya pustakawan yang tersertifikasi, Perkembangan ilmu dan teknologi yang begitu pesat
menjadi acuan juga kendala dalam penyediaan layanan perpustakaan berbasis IT.
Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

Belum adanya sistem duplikasi arsip ke dalam bentuk/format informatika/digital, masih terbatasnya
sarana prasarana, aplikasi teknologi dan sistem pengamanan dan pemeliharaan arsip daerah, belum
optimalnya pengelolaan arsip daerah.
Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan

Masih minimnya lahan untuk dilaksanakan pembudidayaan ikan air tawar, Rendahnya produksi
perikanan di Kabupaten Tapanuli Utara sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan di Kabupaten
Tapanuli Utara.
Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

Membutuhkan anggaran yang besar untuk menata dan meningkatkan kapasitas destinasi wisata di
Kabupaten Tapanuli Utara saaat ini, kunjungan Wisatawan belum memdokrak signifikan penghasilan
PAD sektor Wisata, masih diperlukan Promosi secara Nasional dan Internasional.
Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

Keterbatasan ketersedian Alsintan yang dimiliki oleh petani, masih belum optimalnya luas lahan

pertanian, minimnya kemampuan SDM Petani, disertai permasalahan dalam distribusi Pupuk.
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28. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan
Belum memadainya sarana distribusi perdagangan, serta monitoring barang kebutuhan pokok dan
barang penting.
29. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian
Minimnya Jumlah Kelompok Pengrajin dan juga akses terhadap sertifikasi Halal.
30. Urusan Pemerintahan Bidang Sekretariat Daerah
Belum optimalnya tata kelola kelembagaan dan akuntabilitas kinerja, Belum optimalnya sistem
pengawasan dan evaluasi kinerja instansi pemerintah, Belum optimalnya kapasitas sumberdaya
aparatur, Perlunya peningkatan pelayanan kecamatan, kelurahan dan desa, Perlunya peningkatan
pengelolaan BUMD untuk mendukung pelayanan dasar masyarakat dan peningkatan pendapatan
daerah, Belum optimalnya penyelesaian batas wilayah, Masih kurangnya tindak lanjut implementasi
terhadap kesepakatan bersama atau Memorandum of Understanding (MoU) yang telah ditandatangani
serta Masih minimnya layanan administrasi umum dan produk hukum berbasih IT
31. Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan
Regulasi yang melandasi perencanaan pembangunan berubah-ubah dan kadang terjadi
keterlambatan dalam penetapannya, Kurangnya sinkronisasi perencanaan dan penganggaran.
32. Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan
Perlu peningkatan manajemen aset dalam fungsi perencanaan, pendayagunaan dan pengendalian,
Belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah.
33. Urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian
Belum terlaksananya penerpana Sistem Merit, belum optimalnya ASN yang profesional dan
berintegritas.
34. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Pelatihan
Masih rendahnya kompetensi SDM Aparatur Sipil Negara, belum optimalnya pembiayaan untuk
mengikut diklat yang dibutuhkan.
35. Urusan Pemerintahan Bidang Penelitian dan Pengembangan
Masih rendahnya kompetensi SDM Aparatur Sipil Negara, belum optimalnya pembiayaan untuk
mengikut diklat yang dibutuhkan.
36. Urusan Pemerintahan Bidang Inspektorat Daerah
Belum terbentuknya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) disetiap OPD dikarenakan
kapasitas/ kompetensi SDM masih belum memadai dan dibutuhkan sarana dan prasarana pengawasan
37. Urusan Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik
Belum optimalnya peran serta ormas atau LSM dalam peningkatan wawasan kebangasaan di

masyarakat
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2.3.1. Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan
Daerah
Permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum
didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan dan
ancaman yang tidak diantisipasi. Permasalahan pembangunan yang ditampilkan juga didasarkan pada hasil
evaluasi pembangunan Kabupaten Tapanuli Utara.. Berdasarkan kondisi tersebut dan hasil pelaksanaan
RKPD maka permasalahan pokok pembangunan Kabupaten Tapanuli Utara dirumuskan sebagai berikut :
1. Kurangnya SDM yang berkualitas
Sumber Daya Manusia memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Tapanuli Utara mengalami tren meningkat. Pada tahun
2024 rata-rata lama sekolah mencapai 10,31 tahun atau setara dengan kelas 1 SMA. Sementara itu,
penduduk dengan kualifikasi perguruan tinggi di Tapanuli Utara hanya sebesar 8,81 persen. Hal ini
menandakan bahwa masih kurangnya kualifikasi SDM yang tersedia di Kabupaten Tapanuli Utara.
2. Tingginya angka kemiskinan
Tingkat kemiskinan Kabupaten Tapanuli Utara masih berada di atas angka 8 persen meskipun telah
mengalami tren menurun selama beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2023 tercatat bahwa sebesar 8,21
persen dan angka tersebut masih lebih tinggi dari pada rata-rata kabupaten/kota Provinsi Sumatera
Utara.
3. Belum optimalnya pembangunan infrastruktur
Kualitas infrastruktur Kabupaten Tapanuli Utara masih memiliki berbagai permasalahan hingga saat
ini. Jalan dalam kondisi baik mengalami peningkatan hingga tahun 2024 mencapai 30,00 persen, namun
hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat sebesar 70,00 persen jalan yang berada dalam kondisi tidak
baik.
4. Menurunnya akses dan pemanfaatan pangan masyarakat
Indeks ketahanan pangan cenderung menurun dari 77,84 poin pada tahun 2020 menjadi 77,29
poin pada tahun 2023. Ketersediaan pangan cenderung meningkat selama periode terkait, namun akses
dan pemanfaatan pangan cenderung mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa adanya
permasalahan pada distribusi pangan kepada masyarakat. Di samping itu, terdapat juga permasalahan
pada pola konsumsi masyarakat dan kualitas pangan yang dikonsumsi.
5. Belum optimalnya peningkatan kualitas lingkungan hidup
Peningkatan kualitas lingkungan hidup penting dalam memberikan lingkungan yang layak bagi
masyarakat untuk beraktivitas. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup mengalami peningkatan dari 70,14 poin
menjadi 77,81 poin. Meskipun secara pengukuran indeks mengalami peningkatan, namun masih terdapat
permasalahan yang mengganggu ketahanan ekologis, yaitu masalah persampahan. Cakupan rumah
tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah hingga tahun 2023 hanya mencapai 22 persen. Hal
ini menunjukkan bahwa masih banyak tempat tinggal yang belum dilayani terkait pengumpulan sampah.
Sampah yang tidak terkelola dapat menyebabkan kerusakan bagi lingkungan, seperti pencemaran air dan

tanah hingga berdampak pada munculnya berbagai jenis penyakit.
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6. Rendahnya Tingkat Kemandirian Daerah
Kabupaten Tapanuli Utara masih belum mampu membiayai pembangunan daerahnya
menggunakan biaya sendiri. Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah menurun dari 10,33 persen pada
tahun 2020 menjadi 9,29 persen pada tahun 2024. Hal ini disebabkan oleh rendahnya kontribusi
Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan daerah. Hingga saat ini pembiayaan pembangunan
masih bergantung pada transfer dari pusat. Hal ini dikarenakan masih belum optimalnya pengelolaan
sumber PAD dan belum tergalinya potensi PAD Kabupaten Tapanuli Utara
7. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan
Pembangunan yang baik harus didukung dengan tata kelola pemerintahan yang baik juga. Data
indeks integritas nasional menunjukkan bahwa terjadi penurunan nilai dari 72,88 poin pada tahun 2021
menjadi 68,64 poin pada tahun 2024 dengan kategori rentan. Hal ini menandakan bahwa persepsi
masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan semakin buruk dikarenakan masih adanya tindakan dari
oknum yang merugikan beberapa penerima layanan pemerintah. Di samping itu, sistem pemerintahan
masih belum optimal. Layanan pemerintah berbasis digital kurang dikelola secara baik, di mana masih
banyak situs atau aplikasi yang tidak dapat diakses sehingga menyebabkan rendahnya jangkauan

pelayanan publik kepada masyarakat.

2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Mengacu pada lampiran Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017,
dijelaskan bahwa penyajian permasalahan pembangunan daerah dilakukan sesuai dengan urusan yang
diampu oleh pemerintah daerah. Berdasarkan hasil analisis terhadap data empiris, permasalahan

pembangunan daerah berdasarkan urusan dipetakan sebagai berikut :

Tabel 2.5
Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Urusan Pemerintahan

‘ No ‘ Urusan ‘ Permasalahan

I | Urusan Wajib Pelayanan Dasar

1.1 | Urusan Pendidikan 1. Sarana dan prasarana pendidikan masih belum
memadai
2. Masih kurangnya literasi membaca masyarakat

3. Masih belum meratanya sebaran pendidik dan tenaga
kependidikan
4. Masih rendahnya akses pendidikan masyarakat

1.2 | Urusan Kesehatan 1. Kurangnya pemerataan dokter dan tenaga kesehatan

2. Belum optimalnya sarana dan prasarana kesehatan

3. Masih tingginya prevalensi stunting pada Balita

4. Belum optimalnya penanganan penyakit TBC

Masih banyak masyarakat yang belum berpartisipasi
dalam program jaminan kesehatan nasional
1.3 | Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan | 1. Belum optimalnya penanganan jalan rusak
Ruang

2. Belum optimalnya penyediaan infrastruktur yang
tangguh untuk prevensi bencana
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‘ No ‘ Urusan Permasalahan
Belum meratanya akses antar wilayah
Distribusi Penyediaan Air Minum belum menyeluruh
1.4 | Urusan Perumahan dan Kawasan Belum terpenuhinya kebutuhan perumahan vyang
Permukiman layak dan terjangkau secara menyeluruh
Masih adanya Kawasan Kumuh
Masih adanya rumah tinggal yang belum bersanitasi
1.5 | Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan keamanan dan ketertiban umum yang
Perlindungan Masyarakat dijiwai oleh nilai keagamaan dan budaya lokal perlu
dikembangkan lebih optimal, terutama kepada siswa
sekolah dan pemuda
Belum optimalnya peran serta ormas atau LSM dalam
peningkatan wawasan kebangsaan di masyarakat
Perlunya perencanaan terkait pengurangan resiko
bencana
Masih rendahnya pelayanan penanganan bencana
dikarenakan jangkaun terlalu luas, belum adanya pos
pembantu serta kurangnya armada
Masih Kurang Desa yang Tangguh akan Bencana
1.6 | Urusan Sosial Perlunya  peningkatan  keterampilan/  keahlian
terutama bagi PMKS dan penyandang disabilitas
Penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan
masyarakat masih relatif rendah
II | Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar
2.1 | Urusan Tenaga Kerja Kurangnya keterampilan/keahlian tenaga kerja sebagai
tenaga kerja terampil
2.2 | Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Masih sedikitnya OPD vyang aktif dalam upaya
Perlindungan Anak pencapaian kesetaraan gender
Masih rendahnya keterwakilan perempuan dalam
lembaga DPRD
Belum maksimalnya pemenuhan hak anak dan
implementasi kabupaten layak anak
2.3 | Urusan Pangan Belum maksimalnya penguatan cadangan pangan
daerah
Belum optimalnya ketersediaan informasi pasokan,
harga dan akses pangan di daerah
Belum optimalnya pengawasan dan pembinaan
keamanan pangan
Belum optimalnya ketersediaan diversifikasi olahan
pangan lokal
Belum berkembangnya pengolahan dan
pengembangan pangan lokal
Belum terpenuhinya pangan yang beragam, bergizi,
seimbang dan aman
2.4 | Urusan Pertanahan Belum optimalnya Updating Data mengenai
kepemilikan tanah bersertifikat oleh masyarakat
Masih belum tertibnya pengadministrasian pertanahan
2.5 | Urusan Lingkungan Hidup Belum Tersedianya Tempat Pembuangan Akhir (TPA)
sampah yang sesuai standar
Masih terbatasnya titik-titik yang dipantau dalam
rangka pemantauan status mutu air
Masih ada Lahan Kritis yang harus ditangani
Belum Optimalnya Pemberdayaan Masyarakat Hukum
Adat
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‘ No ‘ Urusan ‘ Permasalahan

2.6 | Urusan Administrasi Kependudukan dan 1. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengurus

Pencatatan Sipil dokumen kependudukan sejak dini

2. Perlunya peningkatan kerjasama dengan institusi lain
untuk meningkatkan kepemilikan dokumen
kependudukan oleh seluruh masyarakat.

2.7 | Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa 1. Belum optimalnya peran kelembagaan masyarakat
desa dalam upaya pemberdayaan masyarakat

2. Kesiapan pemerintah desa dalam penerapan Undang-
Undang tentang Desa masih belum optimal
(kompetensi SDM, pengelolaan keuangan,
ketersediaan sarana prasarana penunjang kinerja)

3. Hubungan kerja antar lembaga yang
menyelenggarakan dan mendukung penyelenggaraan
pemerintahan desa masih belum optimal dalam
menjalankan peran dan fungsinya

4. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang diharapkan
sebagai sumber kekuatan ekonomi desa belum
terbentuk dan vyang sudah terbentuk belum
sepenuhnya mampu berjalan secara optimal

5. Belum optimalnya pengembangan dan pemanfaatan
potensi desa atau produk unggulan desa

2.8 | Urusan Pengendalian Penduduk dan 1. Masih tingginya pasangan usia subur yang belum ber

Keluarga Berencana KB

2. Kurangnya kepedulian PUS dan remaja terhadap
kesehatan reproduksi

3. Masih rendahnya kesadaran kaum pria untuk
berperan serta secara aktif dalam program KB
sebagai akseptor KB.

2.9 | Urusan Perhubungan 1. Belum optimalnya penyediaan rambu-rambu untuk
seluruh jalan yang ada di Kabupaten Tapanuli Utara

2. Masih rendahnya budaya disiplin masyarakat dalam
berlalu lintas sehingga dibutuhkan pembinaan
kedisiplinan

3. Belum terpenuhinya kebutuhan masyarakat atas
ketersediaan layanan angkutan orang/ barang hingga
ke kecamatan

2.10 | Urusan Komunikasi dan Informatika 1. Belum optimalnya layanan multi media dalam rangka
pemenuhan hak informasi publik

2. Rendahnya kualitas produk dan daya saing produk
Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sehingga
menyulitkan pengembangan usaha

3. Penyebarluasan informasi terkait kebijakan
pemerintah masih belum optimal

2.11 | Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan 1. Rendahnya profesionalisme dan akuntabilitas dalam

Menengah pengelolaan koperasi

2. Masih lemahnya daya saing produk Koperasi, Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah sehingga menyulitkan
pengembangan usaha

3. Keterbatasan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah dalam mengakses pembiayaan untuk
mengembangkan Usaha KUMKM

2.12 | Urusan Penanaman Modal 1. Potensi dan peluang pengembangan investasi belum
dikemas dengan menarik dan belum diinformasikan
secara luas kepada calon investor

2. Sebagian investor masih belum  memenuhi
kewajibannya untuk melaporkan kegiatan usahanya
sehingga menghambat pengawasan

2.13 | Urusan Kepemudaan dan Olah Raga 1. Belum optimalnya pembinaan cabang olahraga
prestasi, cabang olahraga unggulan dan kegiatan
kepemudaan
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‘ No ‘ Urusan ‘ Permasalahan

2. Sarana dan prasarana olahraga yang masih minim
dan belum merata diseluruh wilayah Kabupaten
Tapanuli Utara sehingga diperlukan kerjasama antara
pemerintah dan masyarakat untuk pemenuhannnya

3. Terbatasnya pemuda yang mendapat akses
pembinaan

4. Rendahnya even/kegiatan yang melibatkan pemuda

5. Tidak adanya database kelompok kepemudaaan yang
valid

2.14 | Urusan Statistik 1. Belum optimalnya pengelolaan satu data
pembangunan yang terintegrasi satu sama lain.

2. Belum optimalnya penyajian data statistik dalam
rangka pengambilan kebijakan pemerintah untuk
penyelenggaran pembangunan

3. Publikasi data statistik melalui media komunikasi/multi
media belum optimal

2.15 | Urusan Persandian 1. Pengelolaan persandian belum optimal karena belum
sepenuhnya ditangani tenaga ahli persandian

2. Sarana dan prasarana persandian masih perlu
ditingkatkan

3. Belum optimalnya pengamanan jaringan informasi
baik jenis informasi maupun konten informasi dan
pengamanan pada fasilitas vital/ruang publik/instalasi
penting dilingkup Pemerintah Kab. Tapanuli Utara

2.16 | Urusan Kebudayaan 1. Belum optimalnya pelaksanaan pelestarian benda
cagar budaya di Kab. Tapanuli Utara

2. Masih relatif rendahnya partisipasi masyarakat
terhadap even-even seni dan budaya daerah

3. Kurangnya sarana prasarana dan SDM pembina
kegiatan seni dan budaya

2.17 | Urusan Perpustakaan 1. Rendahnya minat baca masyarakat terutama untuk
membaca buku-buku literatur

2. Masih terbatasnya pustakawan yang tersertifikasi

3. Perkembangan ilmu dan teknologi yang begitu pesat
menjadi acuan juga kendala dalam penyediaan
layanan perpustakaan berbasis IT

2.18 | Urusan Kearsipan 1. Belum adanya sistem duplikasi arsip ke dalam
bentuk/format informatika/digital

2. Masih terbatasnya sarana prasarana, aplikasi
teknologi dan sistem pengamanan dan pemeliharaan
arsip daerah

3. Belum optimalnya pengelolaan arsip daerah.
Sumberdaya manusia yang terbatas secara kualitas
dan kuantitas mempengaruhi tingkat layanan
kearsipan dan kualitas pengelolaan arsip.

III | Urusan Pilihan

3.1 | Urusan Kelautan dan Perikanan 1. Belum optimalnya kontribusi perikanan (darat) bagi
perekonomian daerah

2. Rendahnya kualitas dan Kuantitas Sarana dan
Prasarana Perikanan dan Teknologi Perikanan yang
mempengaruhi ketersediaan benih ikan

3. Tingginya harga pakan pabrikan

4. Kelembagaan kelompok belum mantap

3.2 | Urusan Pariwisata 1. Belum Optimalnya Pengembangan Ekonomi Kreatif
dalam Pengembangan Kepariwisataan

2. Pengembangan sektor pariwisata belum terintegrasi
dengan dengan sektor lain
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‘ No ‘ Urusan ‘ Permasalahan

3. Belum Otimalnya tata kelola obyek wisata yang jelas
dan sesuai dengan karakterisik masing-masing obyek
wisata termasuk agenda wisata yang terencana

4. Masih kurangnya promosi pariwisata, baik wisata
alam maupun buatan

5. Kemampuan SDM pelaku pariwisata dalam
menangkap peluang usaha dan kompetensi pelaku
pariwisata masih terbatas

3.3 | Urusan Pertanian 1. Terjadinya alih fungsi lahan pertanian

2. Terbatasnya akses petani terhadap permodalan

3. Sarana dan prasarana produksi pasca panen dan
pemasaran pertanian belum memadai

4. Belum optimalnya produktifitas komoditas
pertanian/perkebunan

5. Masih rendahnya kapasitas SDM  pertanian,
peternakan dan perkebunan yang berpengaruh pada
penguasaan teknik budidaya, pengelolaan manajemen
dan pemanfaatan teknologi tepat guna

6. Kurangnya penyuluhan kepada petani dalam
menghadapi anomali iklim dan ancaman hama serta
penyakit tanaman

7. Kurangnya penyuluhan dalam mengatasi ancaman
penyakit ternak yang dapat mengganggu
produktivitas

8. Belum tercapainya swasembada daging secara
berkelanjutan

9. Kurang optimalnya penerapan inovasi teknologi dan
penyerapan informasi oleh petani

10. Belum optimalnya penanganan pasca panen
komoditas pertanian

11. Kurangnya kualitas dan kuantitas tenaga penyuluh

12. Tidak adanya kepastian harga atas komoditi
pertanian/perkebunan yang dihasilkan

3.4 | Urusan Perdagangan 1. Kurangnya sarana usaha dan modal usaha bagi
pedagang kecil sektor informal

2. Kondisi fisik bangunan pasar belum seluruhnya baik

3. Terbatasnya kegiatan pembinaan terhadap kelompok-
kelompok pedagang informal

3.7 | Urusan Perindustrian 1. Rendahnya kualitas SDM, keterampilan , Sarana dan
Prasarana serta penguasan teknologi khususnya yang
mendukung industri kecil

2. Masih terbatasnya kesempatan pelaku industri kecil
dan menengah dalam mengikuti berbagai kegiatan
pameran/ promosi produk

3.8 | Urusan Transmigrasi 1. Belum optimalnya pembinaan transmigran pada

daerah transmigrasi

Urusan Pemerintahan Fungsi

Penunjang

4.1 | Urusan Administrasi Pemerintahan 1. Belum optimalnya tata kelola kelembagaan dan
akuntabilitas kinerja

2. Belum optimalnya sistem pengawasan dan evaluasi
kinerja instansi pemerintah

3. Belum optimalnya kapasitas sumber daya aparatur

v

4. Perlunya peningkatan pelayanan kecamatan,
kelurahan dan desa
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‘ No ‘ Urusan ‘ Permasalahan

5. Perlunya peningkatan pengelolaan BUMD untuk
mendukung pelayanan dasar masyarakat dan
peningkatan pendapatan daerah

6. Belum optimalnya penyelesaian batas wilayah

7. Masih kurangnya tindak lanjut implementasi terhadap
kesepakatan bersama atau Memorandum of
Understanding (MoU) yang telah ditandatangani

8. Masih minimnya layanan administrasi umum dan
produk hukum berbasis IT

4.2 | Urusan Pengawasan 1. Belum terbentuknya Sistem Pengendalian Internal

Pemerintah  (SPIP) disetiap OPD dikarenakan

kapasitas/kompetensi SDM masih belum memadai

dan dibutuhkan sarana prasarana pengawasan

4.3 | Urusan Keuangan 1. Perlunya peningkatan manajemen aset dalam fungsi
perencanaan, pendayagunaan dan pengendalian

2. Belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah

4.4 | Urusan Perencanaan 1. Menurunnya indeks persepsi korupsi

2. Masih banyaknya OPD yang memiliki evaluasi SAKIP

di bawah nilai B
3. Kurangnya sinkronisasi perencanaan dan
penganggaran
4.6 | Urusan Penelitian dan Pengembangan 1. Kurangnya kajian/penelitian sebagai dasar

pengambilan kebijakan dalam penentuan program

dan kegiatan prioritas

4.7 | Urusan Kepegawaian 1. Masih rendahnya kompetensi SDM Aparatur Sipil
Negara

2. Belum optimalnya pembiayaan untuk mengikuti diklat
yang dibutuhkan

2.4. Isu Strategis
Beberapa isu strategis yang menjadi bahan pertimbangan dalam melakukan perencanaan kegiatan
tahun 2025 antara lain:
1. Pemerataan akses pendidikan, kesehatan, dan perfindungan sosial
Pendidikan berperan penting dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Rata-
rata penduduk Kabupaten Tapanuli Utara hingga saat ini masih mencapai jenjang pendidikan SMA kelas
1. Selain itu, partisipasi siswa dalam menempuh pendidikan semakin menurun setiap kenaikan
jenjangnya. Hal ini perlu menjadi perhatian bagi pemerintah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat
dalam menempuh pendidikan yang tinggi. Kendala yang dialami oleh masyarakat salah satunya adalah
akses pendidikan. Pemerintah harus melaksanakan pembangunan infrastruktur yang akan
menghubungkan dan mempermudah akses masyarakat terhadap sekolah. Aspek kesehatan juga
berperan penting dalam meningkatkan produktivitas SDM. SDM yang sehat akan mampu untuk bekerja
secara produktif. Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan penting karena menjadi daya dukung
bagi penciptaan SDM yang unggul. Pemerintah harus membangun infrastruktur yang mengintegrasikan
masyarakat, terkhusus pada daerah terpencil agar dapat menjangkau fasilitas kesehatan yang tersedia.
Selain itu, partisipasi masyarakat terhadap jaminan sosial kesehatan nasional harus ditingkatkan.

Data capaian kepesertaan masyarakat terhadap program perlindungan sosial mengalami penurunan
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hingga tahun 2022 menjadi 46,82 persen. Maka dari itu, pemerintah perlu memperhatikan hal ini agar
seluruh masyarakat, terkhusus yang kurang mampu terlibat
Pengentasan kemiskinan.

Kemiskinan masih menjadi permasalahan bagi Kabupaten Tapanuli Utara. Meskipun, tingkat
pengangguran cukup rendah, namun jika dilihat secara cermat, status penduduk bekerja yang paling
banyak adalah pekerja tak dibayar/pekerja keluarga sehingga menyebabkan kurangnya produktivitas
tenaga kerja di Kabupaten Tapanuli Utara. Selain itu, bantuan-bantuan sosial yang diberikan masih
belum mampu menangani permasalahan kemiskinan akibat belum maksimalnya pemetaan penduduk
miskin dan layak diberikan bantuan sosial. Maka dari itu, pemerintah akan berupaya untuk melakukan
pemetaan penduduk miskin dan memberikan bantuan sosial yang sesuai dengan sasarannya.
Peningkatan daya saing SDM dan perfuasan lapangan pekerjaan

Mayoritas status penduduk bekerja pada Kabupaten Tapanuli Utara adalah pekerja tak dibayar.
Hal ini dikarenakan mayoritas aktivitas ekonomi masih bergerak pada bidang pertanian, selain itu
secara umum kualitas SDM yang tersedia masih kurang dan lapangan pekerjaan yang sedikit. Apabila
kondisi ini berkelanjutan, maka perkembangan daerah menjadi terhambat. Oleh karena itu, perlu
peningkatan kualitas tenaga kerja dan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri. Hal ini
dimaksudkan untuk meningkatkan daya saing daerah dari segi ketenagakerjaan sehingga menjadi nilai
lebih bagi daerah untuk meningkatkan investasi pada daerahnya. Dengan semakin banyaknya investasi,
diharapkan akan berdampak bagi perluasan lapangan kerja sehingga semakin banyak penduduk yang
bekerja pada sektor yang produktif.

Peningkatan perekonomian daerah

Aktivitas perekonomian Kabupaten Tapanuli Utara hingga saat ini masih didominasi oleh sektor
pertanian. Kabupaten Tapanuli Utara harus beralih ke sektor industri pengolahan berbasis agroindustri
untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Hilirisasi produk-produk pertanian dilakukan agar
produk yang diperdagangkan bernilai tambah sehingga mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi
daerah. Pemanfaatan sektor pariwisata juga perlu didorong karena dapat menjadi sumber pertumbuhan
ekonomi baru. Kehadiran pariwisata juga berdampak bagi usaha-usaha yang berada di sekitar destinasi.
Dengan adanya wisata yang berdaya saing diharapkan akan meningkatkan tingkat kunjungan
wisatawan baik domestik maupun internasional sehingga berdampak pada peningkatan ekonomi
daerah.

Kedaulatan dan stabilitas pangan

Alih fungsi lahan yang dilakukan oleh pemerintah akan berdampak pada pengurangan lahan
masyarakat untuk menghasilkan pangan. Hal ini perlu ditanggapi agar ketersediaan pangan masyarakat
dapat terjaga. Keterjangkauan dan pemanfaatan pangan juga penting untuk diperhatikan karena
mengalami tren penurunan semenjak 5 tahun terakhir. Distribusi dan alokasi pangan harus disebarkan
secara merata kepada masyarakat sehingga akses masyarakat terhadap pangan semakin baik. Selain
itu mutu dan kualitas pangan yang disediakan harus dipastikan baik untuk dikonsumsi sehingga

pemanfaatan pangan dapat berdampak bagi kualitas hidup masyarakat dalam jangka panjang.

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2025 BAB II-



Pembangunan dan pemerataan infrastruktur yang tangguh dan berwawasan lingkungan

Pembangunan ekonomi hijau menjadi fokus utama untuk menjaga keberlangsungan hidup.
Pembangunan yang telah dilaksanakan selama ini telah memberikan dampak buruk bagi lingkungan.
Dalam mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas, pembangunan pada Kabupaten Tapanuli Utara
harus memperhatikan dan menjaga kelestarian lingkungannya sehingga meminimalisir dampak pada
sumber daya alam yang dimilikinya. Transisi energi baru terbarukan harus direncanakan dan
dipersiapkan dengan matang sehingga dapat meningkatkan efisiensi pemanfaatan Sumber Daya Alam
(SDA). Pembangunan infrastruktur harus dilakukan secara merata ke seluruh wilayah, terkhusus daerah
terpencil. Pembangunan jalan, jembatan, dan penyediaan sarana transportasi penting untuk
meningkatkan akses masyarakat pada hasil pembangunan pemerintah.
Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Pemerintah harus mengelola sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan menggali potensi yang
dapat menjadi sumber PAD lainnya. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara hingga saat ini masih
bergantung pada transfer dari pemerintah pusat untuk melaksanakan pembangunannya.
Ketergantungan yang berkelanjutan dapat menjadi hambatan bagi pembangunan daerah karena
keterbatasan pendanaan yang dapat disalurkan oleh pemerintah pusat bagi daerah. Pemerintah
Kabupaten Tapanuli Utara harus berupaya untuk meningkatkan investasi pada daerahnya. Peningkatan
investasi tidak hanya berdampak bagi perluasan tenaga kerja, namun juga bermanfaat bagi
pertumbuhan ekonomi sekaligus sebagai sumber PAD Kabupaten Tapanuli Utara. Selain itu, Pemerintah
dapat memanfaatkan sektor pariwisata sebagai sumber PAD-nya. Maka dari itu, pemerintah perlu
memperhatikan sektor terkait sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru. Peningkatan daya saing
sektor pariwisata penting agar sumber pendapatan tidak berasal dari pengunjung domestik saja, namun
juga berasal dari pengunjung mancanegara.
Tata kelola pemerintahan yang adaptif dan bersih

Peran pemerintah sangat penting untuk pembangunan daerah. Adanya tata kelola pemerintahan
yang baik akan mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah Kabupaten Tapanuli
Utara harus melakukan reformasi tata kelola pemerintahannya. Adopsi TIK dalam sistem pemerintahan
akan membantu masyarakat dari segi akses dan kemudahan pengurusan administrasinya. Selain itu,
pemerintah harus berupaya untuk terus mengembangkan inovasi dan merawat sistem yang telah
dibangun. Integrasi lintas OPD perlu dilakukan agar pelaksanaan pembangunan dapat berjalan secara
efektif. Peningkatan daya saing Aparatur Sipil Negara (ASN) harus dilaksanakan agar penyelenggaraan
pemerintahan berjalan dengan bersih dan kepercayaan masyarakat semakin meningkat terhadap

pemerintah.
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BAB III
KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Kerangka ekonomi daerah menguraikan perkembangan ekonomi Nasional dan Regional dalam beberapa
tahun terakhir serta perkiraan dan prospek ekonomi ke depan. Secara lebih rinci, kerangka ekonomi daerah
memberikan gambaran mengenai kondisi ekonomi makro yang meliputi pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi,
pendapatan per kapita, serta indikator-indikator lainnya yang berkaitan dalam penyusunan kerangka ekonomi
makro daerah. Gambaran dan perkiraan ekonomi beserta indikator-indikatornya menjadi dasar bagi penyusunan
proyeksi ekonomi dan selanjutnya dijadikan asumsi dasar ekonomi makro 2025 yang menjadi landasan dalam
penyusunan pokok-pokok dan arah kebijakan fiskal ke depan. Selanjutnya, hasil proyeksi ekonomi tersebut
digunakan sebagai dasar asumsi dalam melakukan prediksi kondisi keuangan daerah, khususnya terkait dengan

pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Perekonomian Kabupaten Tapanuli Utara secara langsung maupun tidak langsung dipengaruhi oleh
fenomena-fenomena yang berkembang baik pada tatanan perkembangan lingkungan eksternal maupun internal.
Perkembangan lingkungan internal perekonomian Kabupaten Tapanuli Utara dipengaruhi oleh kebijakan
perekonomian lokal dan perkembangan lingkungan eksternal perekonomian Kabupaten Tapanuli Utara yang
sangat dipengaruhi oleh kebijakan perekonomian regional Provinsi Sumatera Utara dan Nasional. Target indikator
makro ekonomi regional Kabupaten Tapanuli Utara yang ingin dicapai pada Tahun 2024 sangat membutuhkan

dukungan stabilitas ekonomi internasional, nasional, regional maupun internal Kabupaten Tapanuli Utara.

Secara garis besar, bab ini memuat arah kebijakan ekonomi daerah yang menjelaskan tentang
Perkembangan Ekonomi Nasional, kondisi ekonomi Provinsi Sumatera Utara, serta tantangan dan prospek
perekonomian daerah, termasuk di dalamnya asumsi-asumsi yang digunakan sebagai dasar perhitungan
Perubahan RKPD tahun 2025. Selanjutnya dijelaskan pula arah kebijakan keuangan daerah yang memuat proyeksi
keuangan dan kerangka pendanaan daerah, serta arah kebijakan keuangan daerah dari segi pendapatan, belanja,

dan pembiayaan daerah.

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
3.1.1. Kondisi Perekonomian Nasional
Ekonomi Indonesia tahun 2024 tumbuh sebesar 5,03 persen, melambat dibanding capaian tahun 2023
yang mengalami pertumbuhan sebesar 5,05 persen (c-to-c). Perlambatan ekonomi Indonesia pada tahun 2024
dipengaruhi oleh berbagai faktor domestik dan global yaitu sbb:
1. Penurunan Kontribusi Net Ekspor
Pertumbuhan impor yang lebih tinggi dibandingkan ekspor menyebabkan kontribusi net ekspor terhadap
Produk Domestik Bruto (PDB) menjadi negatif. Pada tahun 2024, net ekspor tercatat sebesar Rp 513,7 triliun,
sedikit menurun dari Rp 514,36 triliun pada tahun sebelumnya. Hal ini mengakibatkan sumbangan net ekspor
terhadap pertumbuhan ekonomi menjadi -0,01% .
2. Melemahnya Daya Beli dan Konsumsi Rumah Tangga
Penurunan daya beli masyarakat disebabkan oleh beberapa faktor seperti kenaikan iuran dan pemotongan
subsidi energi yang tidak diimbangi dengan peningkatan pendapatan. Hal ini menyebabkan konsumsi rumah
tangga melemah, yang tercermin dalam pertumbuhan konsumsi yang melambat.
3. Deflasi Berkepanjangan
Indonesia mengalami deflasi selama lima bulan berturut-turut dari Mei hingga September 2024. Deflasi

ini disebabkan oleh penurunan harga pangan akibat kelebihan pasokan dan penurunan biaya produksi, Deflasi
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yang berkepanjangan dapat mengindikasikan melemahnya permintaan domestik dan menurunnya
kepercayaan konsumen.
4. Ketidakpastian Ekonomi Global
Ketegangan perdagangan global, terutama dengan Amerika Serikat, serta fluktuasi harga komoditas dan
nilai tukar mata uang, turut mempengaruhi perekonomian Indonesia. Ketidakpastian ini berdampak pada
ekspor dan investasi, serta menimbulkan tekanan terhadap nilai tukar rupiah .

Pertumbuhan terjadi pada seluruh lapangan usaha. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan
tertinggi adalah Jasa Lainnya sebesar 9,80 persen; diikuti Transportasi dan Pergudangan sebesar 8,69 persen;
dan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 8,56 persen. Sementara itu, Industri Pengolahan yang
memiliki peran dominan tumbuh 4,43 persen. Sedangkan Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan
Sepeda Motor serta Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan masing-masing tumbuh sebesar 4,86 persen dan 0,67
persen. Sementara itu, pertumbuhan tertinggi dari sisi pengeluaran dicapai oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi
Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) sebesar 12,48 persen. Struktur PDB Indonesia
menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku tahun 2024 didominasi oleh Lapangan Usaha Industri
Pengolahan sebesar 18,98 persen; diikuti oleh Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
sebesar 13,07 persen; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 12,61 persen; Konstruksi sebesar 10,09
persen; serta Pertambangan dan Penggalian sebesar 9,15 persen. Peranan kelima lapangan usaha tersebut dalam
perekonomian Indonesia mencapai 63,90 persen.

Perekonomian Indonesia Tahun 2024 meskipun mengalami perlambatan dibandingkan tahun sebelumnya
tetap berdaya tahan, ditengah perlambatan global dan ketidakpastian yang tinggi, hal ini terlihat dengan
membaiknya kondisi ketenagakerjaan, tingkat kemiskinan, dan ketimpangan. Tingkat Pengangguran Terbuka
(TPT) turun menjadi 4,91 persen pada tahun 2024 dari 5,32 persen pada tahun 2023. Sementara, angka
kemiskinan nasional pada tahun 2024 sebesar 9,03 persen, turun dibandingkan tahun 2023 sebesar 9,36 persen.
Tingkat ketimpangan pengeluaran yang diukur menggunakan Rasio Gini mengalami penurunan dari sebelumnya
0,388 pada tahun 2023, menjadi 0,379 pada tahun 2024, Indeks Pembangunan Manusia meningkat dari Tahun
2023 sebesar 74,39 menjadi 75,02 pada tahun 2024, beberapa faktor penyebab kondisi indikator makro
mengalami perbaikan secara nasional adalah meningkatnya lapangan kerja di sektor informal, perdagangan,
transportasi, jasa, dan konstruksi, konsumsi rumah tangga, investasi, dan belanja pemerintah, yang turut
menggerakkan sektor-sektor padat karya, ruang fiskal untuk belanja pendidikan, kesehatan, dan perlindungan
sosial, yang mendorong perbaikan kualitas hidup dan IPM.

Capaian indikator makro nasional Tahun 2023-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Capaian Indikator Makro Nasional Tahun 2020-2024

Capaian Indikator Makro

Indikator Satuan
2023 2024 |

Pertumbuhan ekonomi Persen 5,05 5,03
2 | Tingkat Pengangguran Persen 5,32 4,91

Terbuka
3 | Angka Kemiskinan Persen 9,36 9,03

Rasio Gini Nilai 0,388 0,379
5 | Indeks Pembangunan Manusia Indeks 74,39 75,02

3.1.2. Kondisi Perekonomian Provinsi Sumatera Utara
Pada triwulan keempat tahun 2024, ekonomi Sumut berhasil tumbuh sebesar 5,10 persen. Secara

keseluruhan, pertumbuhan ekonomi Sumut sepanjang tahun 2024 mencapai 5,03 persen. Perekonomian

Sumatera Utara berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Triwulan IV-2024 atas dasar harga
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berlaku mencapai Rp 295,72 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp 161,55 triliun. Perekonomian
Sumatera Utara masih didominasi oleh Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang memberikan kontribusi sebesar
24,44 persen; diikuti oleh Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 18,79
persen; Industri Pengolahan sebesar 18,36 persen; Konstruksi sebesar 12,99 persen; serta Transportasi dan
Pergudangan sebesar 5,01 persen.

Ekonomi Sumatera Utara Tahun 2024 tumbuh sebesar 5,03 persen. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada
Komponen PK-LNPRT sebesar 11,79 persen; diikuti Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 11,22 persen;
Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) sebesar 5,43 persen; Komponen Pembentukan Modal
Tetap Bruto (PMTB) sebesar 4,95 persen; Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) sebesar 4,01
persen. Komponen Impor Barang dan Jasa yang merupakan komponen pengurang dalam PDRB tumbuh sebesar
12,12 persen. Gambaran Laju Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Utara Tahun 2022-2024 digambarkan sebagai
berikut :
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11,22 11,22
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Gambar 3.1
Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022-2024

Struktur PDRB Sumatera Utara Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2024 tidak
menunjukkan perubahan berarti. Perekonomian Sumatera Utara masih didominasi oleh Komponen PK-RT sebesar
50,85 persen; Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 39,26 persen; Komponen PMTB sebesar 28,65 persen;
Komponen PK-P sebesar 5,65 persen; Komponen Perubahan Inventori sebesar 1,38 persen; dan Komponen PK-
LNPRT sebesar 0,92 persen. Sementara itu, Komponen Impor Barang dan Jasa sebagai faktor pengurang dalam
PDRB memiliki peran sebesar 26,70 persen.

Secara spasial, Provinsi Sumatera Utara memberikan kontribusi signifikan terhadap PDRB Pulau Sumatera,
dengan kontribusi 23,25 persen pada tahun 2023 dan 23,54 persen pada Triwulan III 2024. Secara keseluruhan,
periode 2023 hingga 2024 menunjukkan kinerja ekonomi yang positif dan stabil bagi Provinsi Sumatera Utara,

dengan kontribusi signifikan terhadap perekonomian regional.
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Laju Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Utara
Berdasarkan Lapangan Usaha

Tabel 3.2

No Kategori Lapangan Usaha 2020 2021 2022 2023 2024

1 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 1,95 3,87 5,03 3,04 3,73
2 Pertambangan dan Penggalian -2,31 1,92 2,62 3,53 4,03
3 Industri Pengolahan -0,84 143 1,98 3,42 4,65
4 Pengadaan Listrik dan Gas 3,16 4,93 4,81 2,17 2,66
5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, 3,79 3,62 2,17 2,87 2,57
Limbah dan Daur Ulang
6 Konstruksi -3,42 2,18 3,03 6,40 6,52
7 Perdagangan Besar dan Eceran, dan -1,87 3,62 6,57 5,80 4,44
Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
8 Transportasi dan Pergudangan -12,77 -3,63 12,96 13,12 6,33
9 Penyediaan Akomodasi dan Makan -9,62 -0,81 7,26 10,23 11,98
Minum
10 | Informasi dan Komunikasi 6,17 6,51 7,60 7,81 7,41
11 | Jasa Keuangan dan Asuransi 1,29 4,46 3,81 5,50 3,87
12 | Real Estate 1,57 2,50 4,53 3,19 5,41
13 | Jasa Perusahaan -4,71 -0,14 8,78 6,69 5,12
14 | Administrasi Pemerintahan, 0,37 2,08 -0,73 1,92 6,08
Pertahanan
dan
Jaminan Sosial
15 | Jasa Pendidikan 1,52 3,05 5,14 7,38 5,66
16 | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial -2,46 0,25 4,83 6,44 5,12
17 | Jasa Lainnya -3,74 1,43 8,72 9,47 6,54
Pertumbuhan PDRB -1,07 2,61 4,73 5,01 5,03

Sumber: BPS Sumatera Utara 2024, Data diolah

Pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara menunjukkan perbaikan yang konsisten dari tahun 2020 hingga 2024. Setelah

mengalami kontraksi di 2020, seperti pada sektor Transportasi dan Pergudangan (-12,77%) dan Akomodasi dan Makan Minum

(-9,62%), berbagai sektor mulai pulih. Sektor Informasi dan Komunikasi mencatat pertumbuhan stabil di atas 6%, sementara

sektor Transportasi dan Akomodasi mengalami lonjakan signifikan sejak 2022. Sektor Konstruksi dan Perdagangan juga

menunjukkan pemulihan yang kuat, masingmasing tumbuh 6,52% dan 4,44% pada 2024.

Secara keseluruhan, PDRB Sumatera Utara membaik dari -1,07% di 2020 menjadi 5,03% di 2024. Sektor jasa,

konstruksi, dan perdagangan menjadi pendorong utama pertumbuhan, didukung juga oleh sektor administrasi pemerintahan

yang pulih kuat. Data ini mencerminkan struktur ekonomi Sumatera Utara yang semakin solid pasca-pandemi, dengan sektor

jasa dan industri kreatif berperan penting dalam mendukung pertumbuhan.

Sejalan dengan semakin membaiknya Perekonomian Sumatera Utara, Indikator Makro Pembangunan Sumatera Utara

secara umum mengalami perbaikan seperti yang tersaji pada tabel berikut :

Indikator

Tabel 3.3
Capaian Indikator Makro Sumatera Utara Tahun 2020-2024

Capaian Indikator Makro

2023

2024

Pertumbuhan ekonomi Persen 5,01 5,03
2 | Tingkat Pengangguran Persen 5,89 5,60
Terbuka
3 | Angka Kemiskinan Persen 8,15 7,99
Rasio Gini Nilai 0,309 0,297
5 | Indeks Pembangunan Manusia Indeks 75,13 75,76

3.1.3. Kondisi Perekonomian Daerah

Keberhasilan pembangunan yang dilakukan oleh daerah dapat dinilai melalui kondisi ekonomi daerah

antara lain pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang terjadi. Analisis ekonomi daerah dimaksudkan untuk menilai
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sejauh mana realisasi pembangunan daerah dapat mempengaruhi kinerja ekonomi daerah dan sejauh mana
indikator makro ekonomi daerah sesuai dengan yang diasumsikan dalam perencanaan pembangunan jangka
menengah. Analisis asumsi umum/makro ekonomi daerah tahun lalu, tahun berjalan dan tahun rencana
memuat kondisi ekonomi riil suatu daerah pada tahun lalu, tahun berjalan dan tahun rencana. Analisis ini
dilakukan untuk mengumpulkan fakta dan permasalahan yang dihadapi daerah saat ini untuk digunakan sebagai
data dalam analisis keuangan daerah dan perumusan kerangka ekonomi daerah.

Proses pembangunan daerah, pada dasarnya meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan
evaluasi. Aspek evaluasi pembangunan merupakan aspek dasar perencanaan pembangunan, sehingga untuk
membuat perubahan kebijakan pelaksanaan pembangunan tahun berjalan (2025) perlu dilakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja pembangunan yaitu Indikator makro pembangunan yang dievaluasi meliputi: (1) Laju
Pertumbuhan Ekonomi, (2) Tingkat Kemiskinan (3) Gini Rasio, (4) Indeks Modal Manusia-IPM, (5) Tingkat

Pengangguran Terbuka.

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan ekonomi merupakan pertumbuhan pendapatan masyarakat yang disebabkan oleh
kenaikan barang dan jasa. Pertumbuhan ekonomi yang meningkat menunjukkan bahwa semakin tingginya
perekonomian masyarakat dalam suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tapanuli Utara dapat

dilihat pada gambar berikut.
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Gambar 3.2
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, dan Nasional (%)

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tapanuli Utara cenderung mengalami penurunan dari tahun 2020
sebesar 1,50 persen hingga tahun 2024 menjadi sebesar 4,77 persen. Pada tahun 2020 rendahnya
pertumbuhan ekonomi disebabkan Pandemi Covid-19 yang berdampak secara global.

Namun, Kabupaten Tapanuli Utara mampu mempertahankan pertumbuhan positif pada tahun
tersebut, bahkan lebih baik dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Utara dan nasional. Pada tahun
berikutnya Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tapanuli Utara kembali meningkat hingga tahun 2024
mencapai 4,77 persen. Secara spesifik, pertumbuhan ekonomi berdasarkan 17 Sektor Perekonomian dapat
dilihat pada tabel berikut.
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Tabel 3.4
Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Tapanuli Utara Menurut Sektor Perekonomian (%)

‘ Lapangan Usaha ‘ 2020 2021 2022 2023 2024
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 2,30 4,59 4,80 3,99 2,95
Pertambangan dan Penggalian 5,96 5,98 4,56 4,50 4,90
Industri Pengolahan 0,10 3,31 3,96 5,41 4,43
Pengadaan Listrik dan Gas 9,84 5,79 2,31 3,38 0,86
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah 4,37 5,43 4,52 4,91 1,32
dan Daur Ulang
Konstruksi -0,81 3,22 4,00 4,64 3,85
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil 3,79 3,94 4,50 6,50 7,76
dan Sepeda Motor
Transportasi dan Pergudangan -3,85 2,77 7,53 7,15 7,29
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 0,29 2,40 7,14 7,04 9,66
Informasi dan Komunikasi 8,51 4,82 4,83 3,67 6,83
Jasa Keuangan dan Asuransi 3,39 2,52 3,17 3,94 4,92
Real Estate 1,01 0,39 4,85 3,72 3,20
Jasa Perusahaan 5,02 2,73 6,55 4,40 7,07
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan -0,83 0,29 -0,88 4,54 7,89
Jaminan Sosial Wajib
Jasa Pendidikan 511 2,87 4,52 4,99 5,23
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 0,97 0,38 5,57 4,96 511
Jasa lainnya -0,86 2,75 7,18 4,93 7,06
Laju Pertumbuhan 1,50 3,54 4,25 4,75 4,77

Sumber BPS Kabupaten Tapanuli Utara

Berdasarkan tabel tersebut, Sektor yang mengalami pertumbuhan terbesar pada tahun 2024 adalah
Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum dengan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 9,66 persen,
kemudian Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 7,89 persen,
Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 7,76 persen, dan Sektor
Transportasi dan Pergudangan sebesar 7,29 persen. Sementara itu, Sektor Perekonomian dengan
pertumbuhan terendah pada tahun 2024 adalah Sektor Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 0,86 persen,
Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang dengan pertumbuhan ekonomi sebesar
1,32 persen, dan Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 2,95 persen.

Untuk melihat peran masing-masing sektor perekonomian terhadap perekonomian, maka dilakukan
pengukuran distribusi PDRB. Distribusi PDRB adalah kontribusi dari masing-masing sektor perekonomian
terhadap total agregat PDRB. Distribusi PDRB digunakan untuk melihat Sektor mana yang paling berperan
dalam perekonomian suatu wilayah. Adapun distribusi PDRB berdasarkan jenis sektor perekonomian dapat
dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.5
Kontribusi PDRB Menurut Sektor Perekonomian Kabupaten Tapanuli Utara (%)

| Lapangan Usaha 2020 2021 | 2022 2023 | 2024
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 43,31 43,91 44,91 45,16 44,85
Pertambangan dan Penggalian 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07
Industri Pengolahan 2,27 2,31 2,25 2,20 2,18
Pengadaan Listrik dan Gas 0,10 0,10 0,09 0,09 0,08
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,
Limbah dan Daur Ulang 0,10 0,10 0,10 0,09 0,09
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Lapangan Usaha

Konstruksi 14,14 14,19 14,24 14,14 13,89
atzrgli??zlzrrllgggplziséahg?grEceran; Reparasi | 45 6g 15,84 15,79 15,91 16,29
Transportasi dan Pergudangan 4,86 4,80 4,87 5,13 5,23
II\D/Iei:gzﬁqdiaan Akomodasi dan Makan 2,45 2,36 2,34 2,35 2,46
Informasi dan Komunikasi 0,81 0,82 0,78 0,74 0,74
Jasa Keuangan dan Asuransi 1,61 1,59 1,57 1,53 1,49
Real Estate 2,39 2,32 2,25 2,20 2,15
Jasa Perusahaan 0,31 0,31 0,30 0,29 0,30
Jasa Pendidikan 1,61 1,56 1,50 1,47 1,46
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 0,73 0,70 0,68 0,68 0,68
Jasa lainnya 0,13 0,13 0,13 0,12 0,13
Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Sumber BPS Kabupaten Tapanuli Utara

Berdasarkan gambar tersebut, Struktur perekonomian Kabupaten Tapanuli Utara didominasi oleh Sektor
Primer, kemudian Sektor Tersier, dan Sektor Sekunder. Kontribusi Sektor Primer cenderung mengalami
peningkatan setiap tahunnya dari 43,31 persen pada tahun 2020 menjadi 44,85 persen pada tahun 2024. Sektor
Primer memiliki peran yang besar bagi perekonomian Kabupaten Tapanuli Utara. Sebagian besar aktivitas
perekonomian di Tapanuli Utara bergerak pada Sektor Primer. Sementara itu, Sektor Tersier cenderung
mengalami penurunan dari 40,01 persen pada tahun 2020 menjadi 38,84 persen pada tahun 2024. Terakhir,
Sektor Sekunder cenderung mengalami peningkatan dari 16,61 persen pada tahun 2020 menjadi 16,24 persen
pada tahun 2024.

Kontribusi Sektor Primer didorong oleh Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang memberikan
kontribusi lebih dari 40 persen. Pada tahun 2020, kontribusi sektor ini sebesar 43,31 persen dan cenderung
meningkat hingga tahun 2024 mencapai 44,85 persen. Sementara itu, dari Sektor Sekunder didorong oleh Sektor
Konstruksi sekaligus sebagai penyumbang PDRB terbesar ketiga dari seluruh sektor. Pada tahun 2020, sektor ini
berkontribusi sebesar 14,14 persen dan cenderung menurun hingga tahun 2024 mencapai 13,89 persen.
Selanjutnya, dari Sektor Tersier didominasi oleh Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan
Sepeda Motor yang memiliki sekaligus sebagai penyumbang PDRB terbesar kedua dari seluruh sektor
perekonomian. Pada tahun 2020 sektor tersebut menyumbang sebesar 15,68 persen dan cenderung mengalami
peningkatan hingga tahun 2024 mencapai 16,29 persen PDRB Kabupaten Tapanuli Utara.

PDRB menurut pengeluaran di Kabupaten Tapanuli Utara dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.6
Produk Domestik Regional Bruto ADHB Menurut Pengeluaran (Rp Miliar)

Jenis Pengeluaran 2020 2021 2022
Pengeluaran Konsumsi Rumah 5.261,94 | 5581,69 | 6.143,38 | 6.65454 | 7.092,06
Tangga
Pengeluaran Konsumsi LNPRT 399,93 404,43 455,71 533,06 598,64
Pengeluaran Konsumsi
Pemerintah 1.302,94 1.337,60 1.357,71 1.488,10 1.576,56
Pembentukan Modal Tetap Bruto 3.585,99 3.793,84 4.036,10 4.367,41 4.496,28
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Perubahan Inventori 210,70 240,17 274,91 289,71 221,60

Net Ekspor Barang dan Jasa -2.487,07 | -2.557,66 | -2.622,17 | -2.843,12 | -2.705,98
PDRB 8.27443 8.800,08 9.64564 10.489,70 191

Sumber BPS Kabupaten Tapanuli Utara

Komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah tangga (PK-RT) merupakan pengeluaran terbesar atas
berbagai barang dan jasa yang tersedia. Data pada tabel menunjukkan bahwa dari seluruh nilai tambah bruto
(PDRB) yang diciptakan di Kabupaten Tapanuli Utara, ternyata sebagian besar masih digunakan untuk memenubhi
kebutuhan konsumsi rumah tangga. Dengan kata lain, sebagian besar produk (domestik) yang dihasilkan di
wilayah Kabupaten Tapanuli Utara maupun produk (impor) yang didatangkan dari luar wilayah akan digunakan
untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir oleh rumah tangga. Dalam suatu perekonomian, fungsi utama dari
institusi rumah tangga adalah sebagai konsumen akhir (final consumer) atas barang dan jasa yang tersedia,
termasuk konsumsi oleh rumah tangga khusus (seperti penjara, asrama dan lain-lain).

Selama periode tahun 2020-2024 pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga mengalami peningkatan,
baik dari sisi nominal (ADHB) maupun secara riil (ADHK). Kenaikan jumlah penduduk menjadi salah satu
pendorong terjadinya kenaikan nilai pengeluaran konsumsi rumah tangga. Pada gilirannya kenaikan tersebut juga
akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga

digunakan sebagian besar untuk makanan, minuman dan rokok.

2. Tingkat Kemiskinan
Kemiskinan merupakan ketidakmampuan suatu individu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.
Kemiskinan masih menjadi suatu permasalahan penting bagi Indonesia. Kondisi kemiskinan di Kabupaten

Tapanuli Utara dapat dilihat pada gambar berikut:
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Gambar 3.3
Persentase Kemiskinan Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, dan Nasional (Maret) (%)

Persentase Kemiskinan Kabupaten Tapanuli Utara cenderung menurun dari 9,37 persen pada tahun
2020 menjadi 8,21 persen pada tahun 2024. Apabila dibandingkan secara regional dan nasional, persentase
kemiskinan Tapanuli Utara masih lebih tinggi dibandingkan Provinsi Sumatera Utara, tetapi lebih rendah jika
dibandingkan dengan nasional. Hal ini menunjukkan bahwa masih kurang efektifnya program-program
penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Tapanuli Utara. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara perlu

melakukan pemetaan terhadap penduduk miskin agar bantuan yang diberikan tepat sasaran.

3. Gini Rasio

Tolok ukur untuk menghitung tingkat pemerataan pendapatan antara lain dengan Indeks Gini atau

Gini Ratio. Adapun kriteria kesenjangan/ketimpangan adalah G < 0,30 berarti ketimpangan rendah, 0,30 < G
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< 0,50 berarti ketimpangan sedang dan G > 0,50 berarti ketimpangan tinggi. Ketimpangan pendapatan ( Gin/
Ratio). Gini Ratio Kabupaten Tapanuli Utara dapat dilihat pada gambar berikut:
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Gambar 3.4

Gini Ratio Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, dan Nasional (Maret)

Gini Ratio Kabupaten Tapanuli Utara cenderung mengalami penurunan pada tahun 2020 sebesar 0,287
poin hingga pada tahun 2024 mencapai 0,242 poin. Jika dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Utara dan
Indonesia, Gini Rasio Kabupaten Tapanuli Utara selalu lebih rendah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa
distribusi pendapatan Kabupaten Tapanuli Utara merata dan lebih unggul dibandingkan Provinsi Sumatera
Utara dan Nasional. Namun, hal ini perlu dicermati bahwa gini ratio yang rendah belum tentu menandakan hal
yang baik, di mana hal ini dapat menunjukkan bahwa pendapatan setiap penduduk hampir sama rendahnya.
Maka dari itu, perlu dilakukan perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat, serta peningkatan kapasitas

SDM agar memenuhi kebutuhan dunia usaha dan dunia industri.

Indeks Pembangunan Manusia-IPM
Indeks Pembangunan Manusia adalah sebuah indikator yang digunakan oleh PBB untuk mengukur
perkembangan kesejahteraan dan kemajuan sosial ekonomi suatu negara. IPM menggabungkan beberapa
dimensi penting dalam pembangunan, termasuk harapan hidup, pendidikan, dan pendapatan per kapita. IPM
memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang perkembangan manusia daripada hanya
menggunakan ukuran ekonomi seperti Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita. IPM dapat memberikan
pandangan lebih menyeluruh tentang tingkat pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat dalam

suatu negara. IPM Kabupaten Tapanuli Utara dapat dilihat pada gambar berikut:
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Gambar 3.5
IPM Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, dan Nasional

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Tapanuli Utara selama tahun 2020 hingga tahun 2024
mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2020, Kabupaten Tapanuli Utara sebesar 75,77 poin
mengalami peningkatan setiap tahunnya hingga tahun 2024 mencapai 77,48 poin. Jika dibandingkan dengan
Provinsi Sumatera Utara dan nasional, IPM Kabupaten Tapanuli Utara selalu lebih tinggi sejak tahun 2020
hingga tahun 2024. Hal ini secara umum menunjukkan bahwa akses pembangunan di Kabupaten Tapanuli

Utara semakin dapat dirasakan oleh masyarakat secara merata.

Tingkat Pengangguran Terbuka

Pengangguran adalah suatu istilah yang diberikan kepada seseorang yang tidak memiliki pekerjaan
atau tidak bekerja. Pengangguran terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara tenaga kerja dengan
lapangan pekerjaan, lapangan pekerjaan yang tercipta cenderung sedikit sehingga menyebabkan banyak
tenaga kerja tidak mendapatkan pekerjaan. Tingkat Pengangguran Terbuka adalah indikasi tentang penduduk
usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran, diperoleh dari hasil pembagian jumlah
pengangguran per jumlah tenaga kerja. Kondisi Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Tapanuli Utara
dapat dilihat pada gambar berikut:
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Gambar 3.6
TPT Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara, dan Nasional (Agustus) (%)

Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Tapanuli Utara cenderung mengalami penurunan sejak
tahun 2020 hingga tahun 2024. Pada tahun 2020, TPT Kabupaten Tapanuli Utara sebesar 2,94 persen
kemudian cenderung menurun hingga tahun 2024 mencapai 1,21 persen. Jika dibandingkan dengan Provinsi
Sumatera Utara dan nasional, Kabupaten Tapanuli Utara jauh lebih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa banyak
penduduk yang bekerja dibandingkan menganggur pada Kabupaten Tapanuli Utara. Meskipun TPT Kabupaten
Tapanuli Utara sangat rendah, namun masyarakat banyak yang bekerja sebagai pekerja keluarga/tidak
dibayar. Hal ini perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah mengingat banyaknya pekerja tidak dibayar, maka
tidak memberikan peningkatan ekonomi masyarakat. Pemerintah daerah perlu meningkatkan lapangan
pekerjaan melalui investasi dan meningkatkan kualitas tenaga kerja agar memenuhi kebutuhan industri
sehingga masyarakat dapat mengalami peningkatan ekonomi.

Perkembangan makro ekonomi Kabupaten Tapanuli Utara sampai dengan Triwulan I Tahun 2025
belum dapat digambarkan secara jelas dikarenakan belum tersedianya data secara resmi oleh Badan Pusat
Statistik Kabupaten Tapanuli Utara, untuk itu perubahan target indikator makro ekonomi Kabupaten Tapanuli

Utara dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian nasional, regional dan global serta

memperhatikan kondisi perekonomian terkini yang digambarkan pada tabel berikut ini :

Tabel 3.7
Perubahan Target Makro Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025
Tahun 2025
Indikator Makro Realisasi
Sebelum Sesudah
Pembangunan 2024
Perubahan Perubahan
1 Laju Pertumbuhan Ekonomi % 4,77 5,00 — 5,25 4,88-5,05
2 Tingkat Kemiskinan % 8,21 7,94 - 7,54 7,94-7,54
3 Tingkat Pengangguran Terbuka % 1,21 1,16 - 1,05 1,20-1,15
4 Indeks Pembangunan Manusia Nilai 77,48 77,64 78,64-80,85
5 | Indeks Gini (Ketimpangan Nilai
0,24 0,26 - 0,25 0,24-0,23
Pendapatan)
6 Pendapatan Perkapita Rp juta 34,493 34,308-34,310 34,493-35,310
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3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah Perubahan RKPD Tahun 2025

Perubahan RKPD Tahun 2025 ini merupakan salah satu tahap dalam pengelolaan keuangan daerah.
Pengelolaan keuangan daerah meliputi tahapan perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan,
penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan yang diarahkan untuk peningkatan pertumbuhan
perkonomian di Kabupaten Tapanuli Utara dalam mendukung peningkatan perekonomian Provinsi
Sumatera Utara.

Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan
dalam Siklus APBD. Pada dasarnya APBD memuat rencana keuangan yang diperoleh dan digunakan dalam
rangka melaksanakan kewenangan dalam satu tahun anggaran. Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah disusun berdasarkan prinsip money follow program dimana pendekatan penganggaran lebih fokus
pada program atau kegiatan yang terkait langsung dengan prioritas daerah, prioritas nasional dan dapat
memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Dalam penyusunan anggaran harus memperhatikan 1)
keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran, 2) konsistensi dan sinkronisasi program baik vertikal
maupun horisontal dan 3) program dan kegiatan yang disusun harus mempunyai relevansi dengan

permasalahan yang dihadapi.

Sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/S] tentang penyesuaian
arah kebijakan pembangunan daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 pada poin 2 dan 3 dijelaskan
bahwa Pemerintah Daerah agar menyesuaikan arah kebijakan pembangunan daerah dengan visi, misi
dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, serta program Asta Cita ke dalam Perubahan
RKPD Tahun 2025 dan Perubahan APBD Tahun 2025 serta memperhatikan beberapa tema atau isu

pembangunan yang menjadi prioritas nasional antara lain :

Penguatan Sumber Daya Manusia, Pendidikan dan Kesehatan;
Program Makan Bergizi Gratis (MBG);

Pencegahan Stunting dan Kemiskinan Ekstrim;

Pengendalian Inflasi di Daerah;

Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah;

Dukungan Swasembada Pangan, dan

No v s w =

Pengembangan Industri Kerajinan dan Memfasilitasi dan Mempromosikan dan Memasarkan Hasil Industri
Kerajinan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Arah Kebijakan Pembangunan untuk Perubahan P-RKPD Tahun 2025 ini tentunya menjadi
pertimbangan dalam penentuan arah kebijakan keuangan daerah yang harus diakomodir pada Perubahan
APBD Tahun 2025.

Pengelolaan keuangan daerah juga harus tunduk pada norma dan prinsip anggaran sebagai

pedoman dan kerangka acuan dalam penyusunannya. Sejumlah norma dan prinsip tersebut, meliputi:

1. Transparasi dan Akuntabilitas Anggaran Daerah

Sebagai persyaratan utama untuk mewujudkan pemerintah yang baik, bersih dan bertanggung
jawab dan sebagai instrumen evaluasi pencapaian kinerja dan tanggung jawab pemerintah daerah
dalam mensejahterakan rakyat, maka APBD harus dapat menyajikan informasi yang jelas tentang

tujuan, sasaran dan manfaat yang diperoleh masyarkat dari suatu kegiatan atau yang dianggarkan.
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2. Disiplin Anggaran
Adanya program yang harus disusun dengan berorientasi pada kebutuhan masyarakat tanpa
meninggalkan keseimbangan antara pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan
pelayanan masyarakat. Oleh karena itu, penyusunan dilakukan berlandaskan azas efisiensi, tepat
guna, tepat waktu pada pelaksanaan dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan.
3. Keadilan Anggaran
Pendapatan daerah pada hakekatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau
beban lainnya yang ditanggung oleh segenap lapisan masyarakat. Untuk itu pemerintah wajib
mengalokasikan penggunaanya secara adil dan merata berdasarkan pertimbangan yang obyektif agar
dapat dinikmati seluruh kelompok masyarakat tanpa adanya diskriminasi dalam pemberian pelayanan.
4. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran
Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk memberikan
peningkatan pelayanan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Perencanaan perlu ditetapkan secara jelas
dan terarah, baik itu tujuan, sasaran dan hasil serta manfaat yang diperoleh masyarakat dari sesuatu
kegiatan yang diprogramkan.
Adapun kondisi atau gambaran umum yang menjadi pertimbangan bagi Pemerintah Kabupaten
Tapanuli Utara melakukan penyesuaian terhadap Kebijakan Umum APBD Kabupaten Tapanuli Utara

Tahun Anggaran 2025 diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Penyesuaian target penerimaan daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain

Pendapatan Daerah Yang Sah dengan mempertimbangkan hasil capaian hingga Triwulan I Tahun 2024;

2. Penyesuaian pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) Tahun 2024 berdasarkan Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 sesuai hasil audit BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumatera

Utara;

3. Hasil Evaluasi dan Pengendalian program dan kegiatan Tahun 2025 terdapat beberapa program, kegiatan, dan
sub kegiatan yang harus dilakukan penyesuaian, pergeseran kode belanja, dan perubahan output dalam rangka

penyesuaian terhadap prioritas dan kapasitas keuangan daerah;

4. Penyesuaian anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) mempedomani surat Direktur Dana Desa, Insentif, Otonomi
Khusus dan Keistimewaan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor S-12/PK/PK.4/2024 hal tanggapan
atas ketidakmampuan memenuhi 10% Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2025 Kabupaten Tapanuli Utara;

5. Adanya perubahan terkait dengan pemanfaatan belanja daerah yang bersifat mendesak dan harus
disesuaikan, seperti biaya penanganan tanggap darurat, penyesuaian standarisasi belanja
barang/jasa, penyesuaian anggaran atas evaluasi kebutuhan OPD dan kegiatan yang dipandang

urgen serta efisiensi anggaran maupun hal-hal yang terkait penyesuaian alokasi belanja lainnya.

3.2.1. Arah Kebijakan Perubahan Pendapatan Daerah

Arah kebijakan Perubahan Pendapatan Daerah tahun 2025 didasarkan pada berbagai aspek, seperti kondisi
capaian pendapatan daerah sampai dengan kondisi bulan Mei TA 2025, tingkat kesadaran masyarakat dalam
pemenuhan kewajiban perpajakannya, kondisi perekonomian daerah serta ketersediaan anggaran dalam pelaksanaan
pemungutan berbagai sumber-sumber penerimaan daerah di tahun 2025. Sampai dengan kondisi bulan Mei TA 2025,
realisasi pendapatan daerah baru mencapai 30,89% dari target yang ditetapkan berdasarkan pergeseran APBD TA
2025 sebesar Rp1.435.695.928.210,00.
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Penerimaan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah masih mencapai 32,93% dari target yang
ditetapkan sebesar Rp155.596.311.586,00 sedangkan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah masih mencapai
12,89% dari target sebesar Rp3.019.035.757,00. Capaian yang tidak sesuai harapan ini tentu harus segera disikapi
Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara baik itu melalui berbagai upaya pemenuhan target pendapatan, maupun

melalui penyesuaian target berdasarkan potensi dan kondisi terkini yang ada di Kabupaten Tapanuli Utara.

Oleh sebab itu, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara melakukan perubahan target pada beberapa komponen

pendapatan daerah apabila dibandingkan dengan APBD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 yang meliputi:
1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tapanuli Utara pada APBD TA 2025 ditargetkan sebesar
Rp155.596.311.586,00 dengan realisasi sampai dengan kondisi Mei 2025 masih mencapai Rp51.234.904.160 atau
32,93%. Berdasarkan kondisi realisasi dimaksud serta dengan memperhatikan berbagai kendala yang dihadapi
dalam upaya pencapaian target, maka Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara harus melakukan berbagai
penyesuaian pada masing-masing pos PAD, sehingga target PAD akan mengalami penurunan sebesar
Rp3.181.507.489,00 sehingga target PAD menjadi Rp152.414.804.097,00 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Pajak Daerah

Untuk pos penerimaan yang bersumber dari Pajak Daerah, terjadi pengurangan target sebesar
Rp4.390.000.000,00. Pengurangan ini antara lain disebabkan menurunnya potensi penerimaan yang
bersumber dari Wajib Pungut atas Belanja Makanan dan Minuman pada APBD TA 2025. Besaran alokasi
Belanja Makanan dan Minuman pada APBD berimplikasi langsung terhadap besaran potensi yang dapat
dipungut atas pelaksanaan kegiatan pada setiap Perangkat Daerah. Penurunan Belanja Modal juga sangat
mempengaruhi pendapatan yang bersumber dari Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atas berbagai

kegiatan fisik di Perangkat Daerah teknis.

Selain itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terdapat penurunan tarif Pajak Barang Jasa Tertentu atas Jasa
Parkir yang sebelumnya 25% menjadi 10%, serta tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang
sebelumnya 25% menjadi 20% juga berpengaruh pada penurunan potensi penerimaan dari Pajak Daerah di
tahun 2025.

b. Retribusi Daerah

Untuk pos penerimaan yang bersumber dari Retribusi Daerah, terjadi pengurangan target sebesar
Rp1.506.690.000,00. Penyesuaian target Retribusi Daerah ini antara lain disebabkan oleh penurunan target
Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA). Berdasarkan hasil pelaksanaan monitoring yang dilakukan
pada beberapa perusahaan, diperoleh data bahwa wilayah kerja atas TKA yang bekerja di Kabupaten Tapanuli
Utara sebagian besar berada di lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota atau provinsi, sehingga wewenang
pemungutan Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) menjadi wewenang Pemerintah Provinsi

dan/atau Pemerintah Pusat.

Ketiadaan pejabat penilai BMD juga menjadi salah satu kendala dalam rangka optimalisasi penerimaan
Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah, khususnya yang bersumber dari penyewaan tanah milik Pemerintah
Kabupaten Tapanuli Utara. Sampai saat ini, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara bekerjasama dengan

Pejabat Penilai dari KPKNL Padang Sidempuan yang memiliki keterbatasan waktu dan personil.
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Di samping itu, keterbatasan anggaran operasional yang khusus untuk pelaksanaan pemungutan PAD
menjadi salah satu penyebab yang cukup mempengaruhi kemampuan Perangkat Daerah pemungut dalam

upaya pencapaian target yang telah ditetapkan.

¢. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Target Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan perlu disesuaikan, khususnya penerimaan
yang bersumber dari dividen atas penyertaan modal pada PT. Bank Sumut yang telah diterima Pemerintah
Kabupaten Tapanuli Utara pada bulan Maret 2025 yang lalu. Dengan demikian sampai dengan 31 Desember
2025 nantinya Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara tidak memungkinkan lagi mendapatakan pertambahan
penerimaan dari dividen atas penyertaan modal pada PT. Bank Sumut. Selain itu, penyesuaian atas target
penerimaan dividen dari BUMD juga harus dikoreksi. Hal ini disebabkan dari 2 (dua) BUMD yang diproyeksikan
sebelumnya akan memberikan kontribusi bagi PAD, hanya Perumda Mual Natio yang dapat memberikan
kontribusi sebesar Rp200.000.000,00 sedangkan PT. Perseroda Pertanian belum dapat memberikan kontribusi
pada PAD dikarenakan masih dalam kondisi rugi. Kita berharap pada masa mendatang kedua BUMD ini dapat
memberikan kontribusi optimal bagi PAD. Oleh sebab itu, pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
yang Dipisahkan berkurang sebesar Rp1.894.817.489,00 dari sebelumnya Rp10.952.342.296,00 menjadi
Rp9.057.524.807,00.

d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Pada pos Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, terdapat peningkatan target yang cukup
signifikan dari sebelumnya Rp6.866.161.290,00 menjadi Rp11.476.161.290,00 atau bertambah sebesar
Rp4.610.000.000,00. Pertambahan ini sebagian besar diproyeksikan bersumber dari pengembalian hibah
pelaksanaan Pilkada tahun 2024 dari KPU dan Bawaslu serta potensi penerimaan pengembalian atas hasil
pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2024.

2. Pendapatan Transfer

Penyesuaian target pendapatan transfer untuk tahun 2025 meliputi:

a. Penambahan target Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam yang diperoleh melalui
mekanisme penarikan dana 7reasury Deposit Facility (TDF) sebesar Rp865.269.000,00 berdasarkan KMK
Nomor 44 Tahun 2024 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar
Dana Bagi Hasil pada Tahun 2024;

b. Pengurangan target Dana Alokasi Umum Bidang Pekerjaan Umum sebesar Rp22.458.832.000,00 dan Dana
Alokasi Khusus Fisik sebesar Rp34.404.542.000,- berdasarkan KMK Nomor 29 Tahun 2025 tentang
Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025
Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

¢. Penambahan target Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Subjenis Bantuan
Operasional Penyuluh Pertanian sebesar Rp647.520.000,00 berdasarkan KMK Nomor 453 Tahun 2024
tentang Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan Bantuan
Operasional Kesehatan Pengawasan Obat Dan Makanan Dan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan
Puskesmas Dan Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Ketahanan Pangan Dan

Pertanian Subjenis Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian Tahun Anggaran 2025;
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d. Pengurangan target atas Dana Insentif Fiskal sebesar Rp78.171.000,00 berdasarkan KMK Nomor 138 Tahun
2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Dana Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2025 Untuk Penghargaan

Kinerja Tahun Sebelumnya Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota;

e. Pengurangan target Bagi Hasil Pajak Provinsi sebesar Rp5.428.601,003,00 sesuai dengan Keputusan
Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/283/KPTS/2025 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur
Sumatera Utara Nomor 188.44/97/KPTS/2025 tanggal 22 Januari 2025 tentang Bagi Hasil Pajak Provinsi
Kepada Kabupaten/Kota yang Dialokasikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi

Sumatera Utara Tahun Anggaran 2025;

f.  Penambahan target Bantuan Keuangan Provinsi sebesar Rp1.996.141.000,00 sesuai dengan Surat Sekretaris
Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 900.1.1/2288 tanggal 12 Maret 2025 Hal: Alokasi Bantuan Keuangan
Provinsi TA 2024 yang Dianggarkan Kembali pada APBD TA 2025.

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Penambahan target pendapatan pada pos Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar
Rp5.024.877.628,00 bersumber dari kenaikan target Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP sebesar
Rp3.982.623.607,00 dari sebelumnya Rp11.322.328.500,00 menjadi Rp15.304.952.107,00 dan Pendapatan Klaim
Pelayanan Kesehatan/Non Kapitasi sebesar Rp1.042.254.021,00.

Adapun gambaran perubahan pendapatan daerah tahun anggaran 2025 dituangkan dalam tabel berikut :
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Tabel 3.8

Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2025, APBD Tahun 2025 dan Target Perubahan RKPD Tahun 2025

. Realisasi APBD Tahun 2025 s/d TW I
No Uraian T:l:.a:rl‘lszi:)s; ’ APBD Tahun 2025 APBD Perg;.;;rsan I Tahun o C/a(lzzi)an P-RKPD Tahun 2025
PENDAPATAN DAERAH 1.437.108.457.496 1.497.340.383.213 1.435.695.928.210 443.427.994.162 30,89 1.438.326.396.349
4.1 Pendapatan Asli Daerah 133.483.719.824 155.596.311.586 155.596.311.586 51.234.904.160 | 32,93 152.414.804.097
4.1.1 Pendapatan Pajak Daerah 27.663.738.746 41.393.750.000 41.393.750.000 11.041.795.034 | 26,68 37.003.750.000
4.1.2 Hasil Retribusi Daerah 93.784.976.879 96.384.058.000 96.384.058.000 22.515.617.697 23,36 94.877.368.000
#.1.3 Hasil Z@ngerl]clilaan Kekayaan Daerah 8.451.510.307 10.952.342.296 10.952.342.296 8.857.524.807 | 80,87 9.057.524.807
yang dipisahkan
4.1.4 Lain Slalf? Pendapatan Asli Daerah 3.583.493.893 6.866.161.290 6.866.161.290 8.819.966.622 | 128,46 11.476.161.290
yang Sa
#.2 Pendapatan Transfer 1.281.410.622.741 1.318.321.743.127 1.256.677.288.124 389.174.054.245 30,97 1.257.464.386.124
4.2.1 Pendapatan Transfer 1.235.714.217.108 1.239.234.301.000 1.183.018.447.000 373.486.071.728 31,57 1.183.805.545.000
Pemerintah Pusat
4.2.1.5 Dana Desa 199.129.952.200 193.023.433.000 193.023.433.000 9.558.710.112 4,95 193.023.433.000
#4.2.1.6 Insentif Fiskal 6.867.270.000 14.959.742.000 14.959.742.000 7.479.871.000 | 50,00 14.881.571.000
#.2.1.7 Dana Bagi Hasil 64.628.799.000 69.448.406.000 69.448.406.000 17.561.589.500 | 25,29 70.313.675.000
4.2.1.8 Dana Alokasi Umum 681.275.700.613 698.160.082.000 675.701.250.000 270.420.523.000 | 40,02 675.701.250.000
4.2.1.9 Dana Alokasi Khusus 283.812.495.295 263.642.638.000 229.885.616.000 68.465.378.116 29,78 229.885.616.000
4.2.1.9.1 | DAK Fisik 92.466.086.003 39.209.937.000 4.805.395.000 - - 4.805.395.000
4.2.1.9.1 | DAK Non Fisik 191.346.409.292 224.432.701.000 225.080.221.000 68.465.378.116 30,42 225.080.221.000
4.2.2 Eendarr:atan Transfer Antar 45.696.405.633 79.087.442.127 73.658.841.124 15.687.982.517 21,30 73.658.841.124
aera
4.2.2.1 Pendapatan Bagi Hasil 45.696.405.633 79.087.442.127 71.662.700.124 15.687.982.517 21,89 71.662.700.124
4.2.2.2 Bantuan Keuangan Provinsi - - 1.996.141.000 - - 1.996.141.000
Sumatera Utara (BKPSU)
4.3 Lain-lain Pendapatan 22.214.114.931 23.422.328.500 23.422.328.500 3.019.035.757 12,89 28.447.206.128
Daerah Yang Sah
4.3.3.2 PegdaIEI?Ttlin Dana Kapitasi JKN 13.396.036.802 11.322.328.500 11.322.328.500 - - 15.304.952.107
ada
4.3.3.5 lIgendapatan Klaim Pelayanan - - - - - 1.042.254.021
Kesehatan/Non Kapitasi
4.3.3.6 EendapBatar_\ Bonus Produksi 8.818.078.129 12.100.000.000 12.100.000.000 3.019.035.757 24,95 12.100.000.000
anas Bumi
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3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan maka kebijakan pendanaan pembangunan dituntut
lebih transparan, efisien, efektif dan akuntabel serta berorientasi money follow program dimana pendekatan
penganggaran lebih fokus pada program atau kegiatan yang terkait langsung dengan prioritas daerah serta
memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

Arah kebijakan belanja daerah di Indonesia, khususnya untuk Tahun Anggaran 2025, berfokus pada
peningkatan kualitas pelayanan publik, efisiensi anggaran, dan keselarasan dengan prioritas nasional. Beberapa
poin utama yang menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) antara
lain :

1. Pendekatan Berbasis Kinerja dan Prioritas Nasional
APBD disusun dengan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah, penganggaran terpadu,
dan berbasis kinerja. Program pembangunan daerah harus selaras dengan prioritas nasional, seperti
pengelolaan kualitas sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, reformasi birokrasi, revitalisasi
industri, dan ekonomi hijau.
2. Efisiensi dan Efektivitas Belanja Daerah
Penyusunan anggaran harus mengutamakan efisiensi dan efektivitas, dengan fokus pada belanja yang
memberikan dampak besar terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Prinsip akuntabilitas dan
transparansi juga menjadi perhatian utama dalam proses penyusunan anggaran.
3. Harmonisasi Belanja Pusat dan Daerah
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (UU HKPD) menjadi dasar dalam menyusun APBD yang selaras dengan kebijakan fiskal
nasional. UU HKPD mengatur penguatan perencanaan belanja daerah melalui penganggaran berbasis kinerja
dan sinkronisasi program prioritas daerah dengan prioritas nasional.

Tujuan dari arah kebijakan belanja daerah Tahun Anggaran 2025 pasca efisiensi anggaran adalah untuk
memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat, dengan

fokus pada program-program yang langsung berdampak pada kesejahteraan rakyat.
Tujuan Utama Kebijakan Belanja Daerah 2025

1. Mengalihkan Anggaran ke Program Prioritas
Hasil efisiensi anggaran akan direalokasikan untuk mendanai program-program pro rakyat,
seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, sanitasi, pengendalian inflasi, dan stabilitas harga
pangan.

2. Meningkatkan Kualitas Belanja dan Pelayanan Publik
Efisiensi anggaran menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas belanja APBD. Hal ini
sebagai upaya untuk memperkuat reformasi birokrasi dan memastikan bahwa belanja daerah

lebih produktif dan berdampak nyata bagi masyarakat.
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3. Memperkuat Sinergi antara Pusat dan Daerah
Kebijakan efisiensi anggaran menciptakan sinergi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah.
Kualitas belanja dari APBN dan APBD dapat meningkat, memberikan dampak positif pada hasil
guna (output dan outcome) pembangunan daerah.
4. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan
Kebijakan fiskal tahun 2025 diarahkan untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan
berkelanjutan. Strategi ini mencakup penguatan sumber daya manusia, hilirisasi ekonomi,
ekonomi hijau, dan penguatan inklusivitas untuk menghadirkan kesejahteraan yang berkeadilan.
5. Membangun Budaya Efisiensi dalam Pemerintahan
Efisiensi anggaran diharapkan menjadi budaya baru dalam pemerintahan, dengan mengurangi
pengeluaran yang tidak produktif dan memastikan bahwa setiap belanja negara digunakan secara

efektif untuk mencapai tujuan pembangunan nasional.

Dengan demikian, tujuan utama dari arah kebijakan belanja daerah Tahun Anggaran 2025
pasca efisiensi anggaran adalah untuk memastikan bahwa anggaran yang tersedia digunakan secara
optimal, memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat, dan mendukung pencapaian tujuan

pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

Dalam Perubahan RKPD ini, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara berkomitmen untuk menjaga
kesinambungan pembangunan dengan tetap memprioritaskan keberpihakan terhadap masyarakat miskin, daerah
tertinggal, serta kelompok rentan. Penyusunan kebijakan belanja juga dilakukan secara partisipatif dan

berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja pembangunan Triwulan pertama tahun berjalan.

Dengan arah kebijakan ini, diharapkan penggunaan APBD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 dapat
lebih tepat sasaran, adaptif terhadap perubahan, serta mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan

kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan maka kebijakan pendanaan pembangunan dituntut
lebih transparan, efisien, efektif dan akuntabel serta berorientasi money follow program dimana pendekatan
penganggaran lebih fokus pada program atau kegiatan yang terkait langsung dengan prioritas daerah serta

memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

Pada prinsipnya pengalokasian anggaran pada P-RKPD Tahun 2025 didasarkan dari analisis kebutuhan
dan menyesuaikan arah kebijakan pembangunan daerah dengan visi, misi, dan program kepala
daerah dan wakil kepala daerah terpilih, serta program Asta Cita yang harus dicapai pada RKPD

Tahun 2025, serta menjamin konsistensi target perencanaan.
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3.2.2.1. Belanja Operasi
Belanja Operasi merupakan belanja ataupun pengeluaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah

yang memberikan manfaat jangka pendek, yang terdiri dari :

1. Belanja pegawai

2. Belanja barang dan jasa
3. Belanja bunga

4. Belanja Subsidi

5. Belanja Hibah

6

. Belanja Bantuan Sosial

3.2.2.2. Belanja Modal
Belanja Modal merupakan belanja ataupun pengeluaran untuk perolehan asset tetap dan aset lainnya yang
memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi, yang terdiri dari:

. Belanja Tanah
. Belanja Peralatan dan Mesin
. Belanja Bangunan dan Mesin

1
2
3
4. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan
5. Belanja Aset Tetap Lainnya

6

. Belanja Aset Lainnya

3.2.2.3. Belanja Tidak Terduga
Belanja Tidak terduga adalah belanja ataupun pengeluaran atas beban APBD untuk keperluan darurat
termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta dapat digunakan untuk
pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya.
3.2.2.4. Belanja Transfer
Belanja Transfer adalah belanja ataupun pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah
Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa, yang terdiri dari :
1. Belanja Bagi Hasil

2. Belanja Bantuan Keuangan

Perubahan RKPD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 pada prinsipnya bertujuan untuk melakukan
efisiensi dan efektifitas anggaran dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan dan program prioritas yang
telah ditetapkan dan yang timbul pada saat berlangsungnya APBD Tahun 2025 diselaraskan dengan
kemampuan keuangan daerah. Kondisi tersebut mengharuskan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara

melakukan penyesuaian target penerimaan dan pengeluaran melalui P-RKPD Tahun 2025.

Adapun realisasi belanja daerah Tahun 2024, RKPD Tahun 2025, Realisasi APBD Tahun 2025 dan proyeksi
belanja pada perubahan APBD Tahun 2025 dimuat dalam tabel berikut.
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Tabel 3.9

Realisasi Belanja Daerah Tahun 2025, APBD Tahun 2025 dan Target Perubahan RKPD Tahun 2025

o Uraian Realisasi APED Tahun 2025 APBD Pergeseran I Tahun Realisasi APBD Tahun 2025 s/d TV.\I I P-RKPD Tahun 2025
Tahun 2024 2025 Rp Capaian
(%)

5 | BELANJA DAERAH 1.375.858.189.855 1.439.983.018.162,20 1.378.260.392.159,20 163.158.698.348,00 | 11,86 1.378.547.412.577,86
5.1 | Belanja Operasi 1.014.674.115.403 1.054.749.854.548,20 1.006.201.477.048,03 148.546.658.247,00 14,81 990.536.600.548,86
5.1.1 | Belanja Pegawai 621.410.779.418 743.739.784.891,74 743.739.784.891,74 119.814.585.789,00 16,10 693.246.616.279,18
5.1.2 ?aegnja Barang dan 318.291.641.973 299.214.003.870,46 251.357.129.770,29 28.026.840.909,00 11,33 285.462.416.884,68
5.1.3 | Belanja Bunga 2.207.835.420 1.305.522.106,00 1.305.522.106,00 285.231.549,00 21,84 1.305.522.106,00
5.1.4 | Belanja Hibah 71.990.363.892 8.980.312.480,00 8.788.809.080,00 390.000.000,00 434 9.073.809.080,00
5.1.5 | Belanja Bantuan Sosial 773.494.700 1.510.231.200,00 1.510.231.200 30.000.000,00 1,98 1.448.236.199,00
5.2 | Belanja Modal 99,079.324.655 110.937.808.514,00 88.380.787.089,00 616.128.317,00 0,70 97.183.037.305,00
5.3 TB::Z:j;"aTida" 3.454.947.220 5.000.000.000,00 16.582.772.922,17 407.860.000,00 235 10.000.000.000,00
5.3.1 | Belanja Tidak Terduga 3.454.947.220 5.000.000.000,00 16.582.772.922,17 407.860.000,00 2,35 10.000.000.000,00
5.4 | Belanja Transfer 258.649.802.576 269.295.355.100,00 267.095.355.100 13.588.051.784,00 5,08 280.827.774.724,00
5.4.1 | Belanja Bagi Hasil 0 0 0 0 0 0
5.4.2 E::fa”ggaia”t”a” 258.649.802.576 269.295.355.100,00 267.095.355.100,00 13.588.051.784,00 11,86 280.827.774.724,00
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3.2.3. Arah Kebijakan Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik yang berasal dari penerimaan
daerah maupun pengeluaran daerah, yang perlu dibayar atau yang akan diterima kembali, yang dalam
penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan/atau memanfaatkan surplus

anggaran.

Kebijakan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2025 diarahkan untuk menjaga keseimbangan fiskal
dan mendukung kelancaran pelaksanaan program prioritas daerah. Arah pembiayaan tahun ini difokuskan

pada tiga aspek utama:

1. Penerimaan Pembiayaan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2024 yang
digunakan untuk menutupi defisit anggaran tahun berjalan serta mendukung pembiayaan kegiatan
yang sifatnya belanja mengikat.

2. Pengeluaran Pembiayaan berupa pembayaran cicilan pokok utang Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN),
sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kepercayaan terhadap pengelolaan
utang secara disiplin, transparan, dan bertanggung jawab.

3. Penambahan penyertaan modal (investasi) ke Bank Sumut, yang ditujukan untuk memperkuat struktur
permodalan BUMD, meningkatkan dividen daerah, serta memperluas peran Bank Sumut dalam

mendukung pembiayaan sektor produktif di daerah.

Secara keseluruhan, kebijakan pembiayaan ini dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian, efisiensi,
dan memperhatikan kemampuan keuangan daerah, guna menjaga keberlanjutan fiskal dan mendukung

pembangunan daerah secara berkelanjutan.
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Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2025, APBD Tahun 2025 dan Target Perubahan RKPD Tahun 2025

Tabel 3.10

No

Uraian

Realisasi
Tahun 2024

APBD Tahun 2025

APBD Pergeseran I
Tahun 2025

Realisasi APBD Tahun 2025 s/d TW I

P-RKPD Tahun 2025

Rp

Capaian (%)

PEMBIAYAAN

6.1

PENERIMAAN
PEMBIAYAAN

18.264.856.637,00

12.826.269.630,20

12.826.269.630,20

0,00

0,00

10.404.650.909,86

6.1.1

Sisa Lebih
Perhitungan
Anggaran Tahun
Sebelumnya

18.264.856.637,00

12.826.269.630,20

12.826.269.630,20

0,00

0,00

10.404.650.909,86

6.2

PENGELUARA
N
PEMBIAYAAN

69.282.056.597,00

70.183.634.681,00

70.183.634.681,00

20.334.673.590,00

28.97

70.183.634.681,00

6.2.2

Penyertaan
Modal Daerah

0,00

1.000.000.000,00

1.000.000.000,00

0,00

0.00

1.000.000.000,00

6.2.3

Pembayaran
Cicilan Pokok
Utang Jatuh
Tempo

69.282.056.597,00

69.183.634.681,00

69.183.634.681,00

20.334.673.590

29.39

69.183.634.681,00

PEMBIAYAAN
NETTO

(51.017.199.959,00)

-57.357.365.050,80

-57.357.365.050,80

(20.334.673.590)

35.45

-59.778.983.771,14

SISA LEBIH
PEMBIAYAAN
ANGGARAN
(SILPA)

10.404.650.909,00

0,00

0,00

125.749.354.301

3808.94

0,00

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2025

BAB /ll-



BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD)
Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2026 yang memuat sasaran, arah kebijakan dan strategi pembangunan, dimana Dokumen
Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2025-2026 ini merupakan dokumen perencanaan jangka menengah transisi yang
menjadi pedoman strategis bagi pembangunan selama jangka waktu 2025-2026 sampai ditetapkannya Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah oleh Bupati dan Wakil Bupati hasil Pemilihan Kepala Daerah serentak pada
tahun 2024. Sehubungan dengan pasca pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 yang menghasilkan kepala
daerah dan wakil kepala daerah terpilih, Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Surat Edaran Menteri
Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/S] tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dimana dijelaskan
bahwa Penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 agar menyesuaikan arah kebijakan
pembangunan daerah dengan visi,misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Program Astacita. Perubahan
arah kebijakan pembangunan daerah tersebut agar memastikan beberapa tema atau isu pembangunan yang menjadi prioritas
nasional antara lain Penguatan Sumber Daya Manusia, Pendidikan dan Kesehatan, Program Makan Bergizi Gratis (MBG),
Pencegahan Stunting dan Kemiskinan Ekstrim, Pengendalian Inflasi di Daerah, Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah,
Dukungan Swasembada Pangan dan Pengembangan Industri Kerajinan dan Memfasilitasi dan Mempromosikan dan Memasarkan

Hasil Industri Kerajinan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

4.1.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional

RPIJMN Tahun 2025-2029 merupakan implementasi tahap pertama RPJPN Tahun 2025- 2045. Untuk itu di dalam RPJMN
Tahun 2025-2029 dirumuskan upaya-upaya transformatif sesuai dengan fokus arah kebijakan dalam Tahap Pertama RPJPN Tahun
2025-2045 yaitu penguatan transformasi Sosial, Transformasi Ekonomi, Transformasi Tata Kelola, Supremasi Hukum Stabilitas
dan Kepemimpinan Indonesia, Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi, Pembangunan Wilayah dan Sarana Prasarana serta
Kesinambungan Pembangunan. Visi Presiden periode 2025-2029 yaitu “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas
2045". Visi tersebut mengandung arti pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra-putri terbaik bangsa dengan
kesamaan tekad berdasarkan fondasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya untuk mewujudkan Indonesia setara
negara maju di tahun 2045. Visi tersebut diwujudkan melalui Delapan Misi Presiden yang dikenal dengan Delapan Asta Cita

(Prioritas Nasional) yaitu :
Asta Cital : Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)

Asta Cita2 : Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui

Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru

Asta Cita3 : Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja Yang Berkualitas, Mendorong
Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra

Produksi melalui Peran Aktif Koperasi
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Asta Cita4 : Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi
Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi
Z), dan Penyandang Disabilitas

Asta Cita 5 : Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai

Tambah di Dalam Negeri

Asta Cita6 : Membangun Dari Desa dan Dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan

Pemberantasan Kemiskinan

Asta Cita 7 : Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan

Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan

Asta Cita 8 : Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta

Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil Dan Makmur

Asta Cita tersebut memuat 17 program prioritas Presiden yang mencakup rencana pembangunan di berbagai sektor serta
langkah-langkah berupa Program Hasil Terbaik Cepat/ Ouick Wins. Keseluruhan upaya tersebut di formulasikan untuk menjawab
permasalahan serta tantangan utama guna menciptakan struktur yang kokoh dalam menunjang pelaksanaan berbagai program
pembangunan nasional. 17 Program Prioritas tersebut yaitu :

Mencapai Swasembada Pangan Energi dan Air
Penyempurnaan Sistem Penerimaan Negara
Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi
Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
Pemberantasan Kemiskinan

Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba

N o vk~ wWw N

Menjamin Tersedianya Pelayanan Kesehatan bagi Seluruh Rakyat Indonesia, Peningkatan BPJS Kesehatan dan Penyediaan

Obat untuk Rakyat

8. Penguatan Pendidikan, Sains dan Teknologi serta Digitalisasi

9. Penguatan Pertahanan dan Keamanan Negara dan Pemeliharaan Hubungan Internasional yang Kondusif

10. Penguatan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Hak Perempuan, Anak serta Penyandang Disabilitas

11. Menjamin Pelestarian Lingkungan Hidup

12. Menjamin Ketersediaan Pupuk, Benih dan Pestisida Langsung ke Petani

13. Menjamin Pembangunan Hunian Berkualitas Terjangkau Bersanitasi Baik untuk Masyarakat Perdesaan/Perkotaan dan Rakyat
yang Membutuhkan

14. Melanjutkan Pemerataan Ekonomi dan Penguatan UMKM melalui Program Kredit Usaha dan Pembangunan Ibukota Nusantara
(IKN) serta Kota-kota Inovatif Karakteristik Mandiri lainnya

15. Melanjutkan Hilirisasi dan Industrialisasi berbasis Sumber Daya Alam (SDA), termasuk SDA Maritim untuk membuka lapangan
kerja yang seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi

16. Memastikan Kerukunan Antarumat Beragama, Kebebasan Beribadah, Pendirian dan Perawatan Rumah Ibadah

17. Pelestarian Seni Budaya, Peningkatan Ekonomi Kreatif dan Peningkatan Prestasi Olahraga.
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Untuk mendukung pencapaian Astacita secara cepat, tepat dan terukur terdapat 8 Program Hasil Terbaik Cepat yang

akan menjadi Rencana Kerja Pemerintah sepanjang periode 2025-2029 yaitu :

Memberi Makan Siang dan Susu Gratis di Sekolah dan Pesantren, serta Bantuan Gizi untuk Anak Balita dan Ibu Hamil
Menyelenggarakan Pemeriksaan Kesehatan Gratis, Menuntaskan Kasus TBC dan Membangun Rumah Sakit Lengkap
Berkualitas di Kabupaten

Mencetak dan Meningkatkan Produktifitas Lahan Pertanian dengan Lumbung Pangan Desa, Daerah dan Nasional
Membangun Sekolah-Sekolah Unggul Terintegrasi di setiap Kabupaten dan Memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu
direnovasi

Melanjutkan dan menambahkan program kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan
absolut

Menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga Kesehatan dan penyuluh) TNI-POLRI dan Pejabat Negara

Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menjamin penyediaan
rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, generasi Z dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap Produk Domestik Bruto (PDB)
ke 23%.

Rencana Pembangunan Nasional dilengkapi dengan Sasaran Pembangunan yang terukur, dimana Sasaran Pembangunan

Nasional Tahun 2025 yaitu :

1.

Meningkatkan Pendapatan per Kapita menuju setara Negara Maju :
» Pertumbuhan Ekonomi 5,3 %

» GNI Per Kapita 5.410 USD

> Kontribusi PDB Maritim 8,1 %

> Kontribusi PDB Manufaktur 20,8 %

Kepemimpinan dan Pengaruh di Dunia Internasional Meningkat :
» Globar Power Indeks Peringkat 33

Kemiskinan Menurun dan Ketimpangan Berkurang

» Tingkat Kemiskinan 7,0-8,0 %

» Rasio Gini 0,378-0,382

» Kontribusi PDRB KTI 21,4 %

Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkat :

> Indeks Modal Manusia 0,56

Intensitas Emisi GRK Menurun Menuju Net Zero Emission :

» Penurunan Intensitas Emisi GRK 35,53 %

» Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 76,49
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4.1.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Utara

RPIMD Provinsi Sumatera Utara 2025 - 2029 merupakan tahap pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJPD) Tahun 2025 - 2029 yaitu tahap "Penetapan Pondasi Transformasi” menuju pencapaian visi RPJPD “Sumatera
Utara yang Unggul, Maju dan Berkelanjutan”. Visi Pembangunan jangka Menengah Provinsi Sumatera Utara tahun 2025-2029
merupakan arah bagi pembangunan sampai dengan 5 (lima) tahun mendatang, berbagai kebijakan pembangunan hingga tahun
2029 difokuskan untuk mewujudkan visi dengan mempertimbangkan kondisi, permasalahan, potensi kekuatan dan peluang,
hambatan dan tantangan yang terjadi di Sumatera Utara. Adapun visi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Utara

Tahun 2025-2029 yaitu "Kolaborasi Sumut Berkah Menuju Sumatera Utara Yang Unggul, Maju Dan Berkelanjutan”.

Dalam rangka pencapaian visi pembangunan jangka menengah maka ditetapkan 5 (lima) misi pembangunan jangka

menengah Provinsi Sumatera Utara tahun 2025-2029 sebagai berikut :
Misi 1 :  Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Membangun Sumber Daya Manusia Sumatera Utara yang sehat, cerdas, berkarakter, berkualitas, berdaya
saing berdasarkan ideologi Pancasila melalui penguatan peran pemuda, perempuan, penyandang disabilitas

dan pengarusutamaan gender yang
Misi 2 : Menjaga Stabilitas Makro Ekonomi Daerah

Memperkuat stabilitas makro ekonomi daerah dilakukan melalui pengembangan hilirisasi dan industrialisasi
untuk meningkatkan nilai tambah dan lapangan kerja melalui peningkatan iptek, inovasi, pemanfaatan energi
baru terbarukan, penerapan ekonomi hijau dan biru, transformasi digital, integrasi ekonomi domestik dan

internasional dalam menjadikan Sumatera Utara sebagai pusat bioindustri dan pariwisata bertaraf global
Misi 3 :  Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan
Membangun tata kelola Pemerintahan yang lebih berkualitas melalui kerjasama pemangku kepentingan dan

pelayanan publik yang yang berintegritas, lincah, dinamis, responsif dan kolaboratif serta menjunjung tinggi
supremasi hukum

Misi 4 . Mengembangkan dan Menata Infrastruktur yang berkualitas, Estetik dan Ramah Lingkungan
Melanjutkan kesinambungan pembangunan pusat dan daerah melalui pengembangan dan penataan
Infrastruktur yang Berkualitas, Estetik dan Ramah Lingkungan dalam mendukung prioritas pembangunan,

investasi dan pengembangan potensi daerah untuk mewujudkan peningkatan produktivitas ekonomi,

pemerataan pembangunan dan konektivitas antar wilayah
Misi 5 :  Memperkuat ketahanan sosial dan budaya untuk membangun Masyarakat Sumut yang Tangguh

Meningkatkan ketahanan sosial, budaya, dan ekologi untuk membangun masyarakat yang Tangguh terhadap
bencana dan perubahan iklim, harmonis dengan lingkungan dan alam serta toleransi antar umat beragama
dalam rangka menjaga nilai-nilai demokrasi, mendukung pemberantasan narkoba dan menurunkan angka

kriminalitas
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Dalam mewujudkan visi melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan tersebut diatas, maka perlu adanya kerangka
yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi akan
memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam
mendukung pelaksanaan misi dimaksud. Keberhasilan dari setiap misi ditunjukan oleh indikator kinerja sasaran dengan target
terukur. Dalam rangka pencapaian misi pembangunan jangka menengah maka ditetapkan Tujuan dan Sasaran pembangunan

jangka menengah Provinsi Sumatera Utara tahun 2025-2029 sebagai berikut :

Tujuan 1 : Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat dan Kualitas Sumber Daya Manusia
Sasaran 1.1 :  Meningkatnya Daya Saing Sumber Daya Manusia

Tujuan 2 : Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Stabil dan Inklusif

Sasaran 2.1 Meningkatnya Pendapatan Penduduk

Sasaran 2.2 Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Lingkungan

Sasaran 2.3 Meningkatnya pemerataan pertumbuhan ekonomi disemua wilayah Provinsi
Sasaran 2.4 Meningkatnya pelaksanaan hilirisasi produk unggulan daerah

Sasaran 2.5 Menurunnya Tingkat Pengangguran

Sasaran 2.6 Meningkatnya daya saing daerah

Tujuan 3 : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif
Sasaran 3.1 Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel

Sasaran 3.2 Meningkatnya Birokrasi yang Berintegritas dan Adaptif

Tujuan 4 : Meningkatnya Kualitas Pembangunan Infrastruktur Yang Berkelanjutan
Sasaran 4.1 Meningkatnya akses Masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas

Sasaran 4.2 Meningkatnya Resiliensi terhadap Perubahan Iklim

Sasaran 4.3 Meningkatnya Masyarakat yang tangguh terhadap bencana

Tujuan 5 : Meningkatnya Ketahanan Sosial dan Budaya Masyarakat

Sasaran 5.1 Meningkatnya kualitas pembangunan kebudayaan

Sasaran 5.2 Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Demokrasi

Target Tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang ingin dicapai di Tahun 2025 sebagaimana juga tertuang dalam
Dokumen Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPIJMD Provinsi Sumatera Utara 2025-2026 dengan

target pada tahun 2025 sebagai berikut :
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Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025

INDIKATOR BASELINE
TUJUAN/ SASARAN TUJUAN/SAS SATUAN TAHUN
LG 2024
p] \ 3 \ 4
1 | Meningkatkan Kualitas |MeningkatnyaKesejahteraan Tingkat Kemiskinan Persen 7,19 6,96-7,46
Sumber Daya Manusia [Masyarakat dan kualitas Sumber
(SDM) Daya Manusia
1.1 Meningkatnya Daya Saing | Indeks Modal Poin N/A 0,54
Sumber Daya Manusia Manusia
2 | Menjaga Meningkatnya Pertumbuhan Persen 5,03 5,20-5,40
Stabilitas Makro Pertumbuhan Ekonomi yang Ekonomi
Ekonomi Daerah Stabil dan Inklusif Rasio Gini Poin 0,306 0,303-
0,305
2.1 [Meningkatnya Pendapatan | PDRB Provinsi Nilai 1.146,92 1.160,93-
Penduduk Sumatera (Rp. Triliun) 1.167,12
Utara
PDRB PerKapita Nilai 73,57 78,4
(Rp. Juta)
2.2 [Meningkatnya Pertumbuhan| Indeks Poin N/A 49,79
Ekonomi Berbasis Ekonomi Biru
Lingkungan Indonesia (IBEI)
Indeks Ekonomi Poin N/A 51,12
Hijau Daerah
Porsi EBT Persen N/A 18,42

dalam Bauran
Energi Primer

2.3 |Meningkatnya pemerataan | Proporsi Persen N/A 2,26
pertumbuhan ekonomi di | Kontribusi PDRB
semua wilayah Provinsi Wilayah

Metropolitan
terhadap Nasional

Koefisien Poin N/A 11,26-
Variasi Harga 11,01
Antarwilayah
Tingkat Provinsi
2.4 [Meningkatnya Kontribusi PDB Persen 18,36 19,00 -
pelaksanaan hilirisasi | Industri 19,50%
produk unggulan daerah Pengolahan
2.5 |Menurunnya Tingkat Persen 5,6 5,27-5,56
Tingkat Pengangguran Pengangguran
Terbuka
2.6 [Meningkatnya daya saing | Indeks Daya Poin 3,71 3,71
daerah Saing Daerah
3 | Meningkatkan Terwujudnya Tata Indeks Poin 75,18* 81,75
Kualitas Tata Kelola Kelola ~Pemerintahan  Yang | Reformasi
Pemerintahan Berkualitas dan Inovatif Birokrasi
3.1 [Meningkatnya Birokrasi| Nilai SAKIP Poin 68,93 72,00(BB)
yang Bersih dan Akuntabel | Opini BPK Predikat WTP WTP
3.2 [Meningkatnya Birokrasi| Sistem Merit Persen 343,5 344,0
yang Berintegritas  dan| Indeks SPBE Poin 3,86 3,89
Adaptif Indeks Poin 3,9 (B) 4,35 (A-)
Pelayanan
Publik
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INDIKATOR BASELINE
MISI TUJUAN/ SASARAN TUJUAN/SAS SATUAN TAHUN
__ARAN 2024

1 | 2 | 3 | 5
4 | Mengembangkan Meningkatnya Indeks Poin 0,73 0,74
dan Menata Kualitas Pembangunan | Pembangunan
Infrastruktur yang Infrastruktur Yang | Infrastruktur
berkualitas, Estetik Berkelanjutan
dan Ramah 4.1 |Meningkatnya akses| Indeks Kepuasan Poin N/A 65,00-
Lingkungan Masyarakat terhadap| Layanan 68,00
infrastruktur berkualitas Infrastruktur
4.2 Meningkatnya Resiliensi | Persentase Persen N/A 1
terhadap Perubahan Iklim | Penurunan
Intensitas
Emisi GRK
4.3 Meningkatnya Masyarakat] Indeks Resiko Poin 139,84 157,53
yang tangguh terhadap| Bencana
bencana
5 | Memperkuat Meningkatnya Indeks Poin N/A 78,34-
ketahanan sosial dan |ketahanan social dan budaya Kerukunan 78,41
budaya untuk [masyarakat Umat
membangun Beragama
Masyarakat Sumut (IKUB)
yang Tangguh 5.1 Meningkatnya kualitas| Indeks Poin N/A 55,44 -
pembangun kebudayaan Pembangunan 55,48*
Kebudayaan (IPK)
5.2 [Meningkatnya Kualitas| Poin 80,50 81,00
Pelaksanaan Demokrasi Indeks
Demokrasi
Indonesia

Sumber: Rancangan Awal RPJMD Provinsi Sumatera Utara tahun 2025-2029

Penetapan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Sumatera Utara Tahun 2025, merupakan bagian dari
upaya pencapaian target indikator makro pembangunan Provinsi Sumatera Utara dimana target Makro sasaran pembangunan
Provinsi Sumatera Utara pada RPD Tahun 2025 adalah sebagai berikut : :

Tabel 4.2
Indikator Sasaran Makro Pembangunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025

Indikator Pembangunan Proyeksi Target 2025

3

1 Pertumbuhan Ekonomi (%) 5,20-5,40

2 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%) 5,27-5,56

3 Indeks mODAL Manusia (IPM) 0,54

4 Tingkat Kemiskinan (%) 6,96-7,46

5 Rasio Gini (indeks) 0,303 - 0,305

7 Emisi Gas Rumah Kaca (%) 1

Sumber: Rancangan Awal RPIMD Provinsi Sumatera Utara tahun 2025-2029
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4.1.3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Tapanuli Utara

Visi RPJIMD merupakan pernyataan cita-cita jangka menengah daerah yang menggambarkan kondisi ideal yang ingin
diwujudkan dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Rumusan visi mencerminkan nilai-nilai fundamental dan aspirasi masyarakat
yang dipadukan dengan analisis potensi dan tantangan daerah secara komprehensif. Visi ini menjadi gambaran masa depan yang
inspiratif, namun tetap realistis dan terukur, serta memberikan arah dan fokus bagi seluruh pemangku kepentingan dalam
pembangunan daerah. Proses penetapan visi dilakukan melalui serangkaian tahapan deliberatif yang melibatkan partisipasi publik
secara luas melalui dialog publik, konsultasi dengan akademisi, praktisi, dan kelompok masyarakat. Visi yang terumuskan
kemudian menjadi landasan filosofis dan operasional seluruh kebijakan, program, dan kegiatan pemerintah daerah selama periode
RPIMD.

Misi RPIJMD adalah rumusan umum upaya-upaya strategis untuk mewujudkan visi daerah yang telah ditetapkan. Misi
berfungsi menjabarkan visi ke dalam beberapa area prioritas pembangunan yang akan menjadi fokus intervensi pemerintah
daerah. Setiap misi merepresentasikan dimensi kunci pembangunan seperti ekonomi, sosial, lingkungan, dan tata kelola yang

diartikulasikan dalam pernyataan yang jelas, spesifik, dan terkait langsung dengan penyelesaian masalah strategis daerah.

Perumusan misi dilakukan melalui analisis mendalam terhadap isu-isu strategis hasil kajian teknokratik dan politis, dengan
mempertimbangkan keterkaitan antar sektor dan kewenangan daerah. Misi yang baik memiliki koherensi internal, saling
memperkuat satu sama lain, dan secara kolektif membentuk strategi komprehensif pencapaian visi. Misi juga harus didesain
dengan mempertimbangkan kontinuitas kebijakan dari RPJMD sebelumnya, adaptasi terhadap perubahan lingkungan strategis,

dan antisipasi terhadap tantangan masa depan.

Setiap misi dijabarkan lebih lanjut ke dalam tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan sebagai dasar perencanaan
program dan kegiatan. Implementasi misi dipantau secara berkala melalui sistem monitoring dan evaluasi yang terintegrasi untuk
memastikan pencapaian target pembangunan yang telah ditetapkan.

Visi RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2029 adalah:
"Bersama Mewujudkan Kabupaten Tapanuli Utara Yang Maju, Berbudaya, dan Berkelanjutan”
Adapun misi RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2029 beserta penjelasannya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.3
Misi RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2029

Penjelasan Misi

c]

1 Memajukan Ekonomi 1. Pembangunan Ekonomi Inklusif di Kabupaten Tapanuli Utara dimaksudkan untuk
Masyarakat yang Inklusif dan menciptakan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat
Berdaya Saing untuk Tapanuli Utara secara berkeadilan, meningkatkan kesejahteraan, serta
Meningkatkan Pendapatan mengurangi kesenjangan antar kelompok dan wilayah. Ekonomi ini terdiri dari
Masyarakat sektor pertanian dalam arti luas (Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan

Perikanan), perdagangan, perindustrian, perhubungan, pariwisata dan ekonomi
kreatif. Dalam Ekonomi Inklusif dilakukan secara Kolaboratif dimana untuk
melaksanakan pembangunan ekonomi dengan melibatkan berbagai pemangku
kepentingan (Pemerintah Daerah, Pelaku Ekonomi, Dunia Usaha dan Investor)
untuk secara bersama-sama membangun ekonomi Kabupaten Tapanuli Utara.

2. Berdaya saing adalah kemampuan daerah dalam menghasilkan produk-produk
unggulan yang unggul dibanding daerah lain.
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Penjelasan Misi

3

Memajukan Ekonomi Melalui
Pertanian yang Maju dan
Berteknologi yang Mampu
Memberikan Produktivitas

yang Tinggi

Bagaimana memanfaatkan teknologi dalam pertanian seperti pemakaian Bibit
Unggul, pemakaian mekanisasi pertanian, Pupuk dan Pemasaran hasil pertanian
untuk peningkatan produksi dan produktivitas Pertanian untuk memajukan ekonomi
masyarakat yang sebagian besar hidup dari sektor pertanian.

Meningkatkan Pelayanan
Pendidikan dan Kesehatan
yang Berkualitas dan Merata,
Pencegahan Stunting serta
Peningkatan Peran Generasi
Muda dan Perempuan dalam
Pembangunan

1. Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Untuk mewujudkan masyarakat unggul dan
sehat dapat dicapai dengan peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan
dimana yang dimaksud dengan pelayanan pendidikan sekolah-sekolah yang ada
di Kabupaten Tapanuli Utara memenuhi 8 Standar Pendidikan Nasional. Demikian
juga peningkatan pelayanan kesehatan berkualitas, berkeadilan dan terjangkau,
termasuk di dalamnya pencegahan dan penanganan stunting.

2. Pencegahan Stunting

Stunting adalah gangguan pertumbuhan pada anak yang dapat dicegah dengan
berbagai upaya, di antaranya:

a. Pada masa kehamilan Ibu hamil mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD)
setiap hari, minimal 90 tablet. TTD yang dikonsumsi harus mengandung
sedikitnya 60 mg zat besi dan 400 microgram asam folat.

b. Ibu hamil melakukan pemeriksaan kehamilan secara rutin, minimal 6 kali
selama kehamilan.

c. Pada masa bayi Bayi diberikan ASI eksklusif selama 6 bulan pertama. Bayi
diberikan imunisasi dasar lengkap. Bayi dipantau tumbuh kembangnya secara
rutin, minimal 1 bulan sekali di posyandu atau puskesmas.

d. Pada masa balita Balita diberikan makanan tambahan (PMT). Balita diberikan
stimulasi dini perkembangannya. Balita mendapatkan pelayanan dan
perawatan kesehatan yang optimal.

e. Pada masa remaja Remaja diedukasi untuk tidak mengonsumsi minuman
beralkohol.

f. Pada anak-anak Anak-anak menerapkan pola hidup sehat seperti
menghindari konsumsi rokok dan NAPZA, menerapkan gizi seimbang,
diberikan ilmu tentang kesehatan reproduksi.

g. Mencegah Stunting pada Anak Memberikan ASI eksklusif pada bayi hingga
berusia 6 bulan. Memantau perkembangan anak dan membawa ke posyandu
secara berkala. Mengkonsumsi secara rutin Tablet Tambah Darah (TTD).
Memberikan MPASI yang bergizi dan kaya protein hewani untuk bayi yang
berusia di atas 6 bulan.

h. Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Tidak Mampu Memberikan Pelayanan
Kesehatan untuk masyarakat yang tidak mampu dengan berobat membawa
KTP ke Rumah Sakit Umum Daerah dan dipastikan pelayanan kesehatan
sama dengan masyarakat yang terdaftar BP]S.

3. Peran Generasi Muda dalam Pembangunan Generasi Muda yang ada di
Kabupaten Tapanuli Utara Baik dari Organisasi Kepemudaan, Pemuda Pelopor
dan Wirausaha Pemuda Pemula bekerja sama dengan Pemerintah Daerah dalam
Pembangunan Daerah. Merupakan generasi yang penuh dengan semangat, dan
generasi yang sangat identik dengan agen perubahan. Pemuda dapat menjadi
agen perubahan dengan perubahan-perubahan yang positif di berbagai bidang
pembangunan. Generasi Muda yang ada di Kabupaten Tapanuli Utara Harus
Bebas Dari Bahaya Narkoba.

4. Peran Perempuan dalam Pembangunan Peran perempuan saat ini sangat
beragam termasuk dalam keluarga, masyarakat dan pembangunan. Peran
perempuan diperlukan dan ditingkatkan di dalam pembangunan di bidang
ekonomi, sosial dan politik. Dalam meningkatkan pemberdayaan kaum
perempuan, pemerintah telah melakukan beberapa upaya di antaranya yaitu
meningkatkan jumlah perempuan dalam kegiatan ekonomi atau bidang
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